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SARI 

Setyorini, Meita, 2020. Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA sebagai 

Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam Kasus Redistribusi 

Tanah. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr.Ngabiyanto, M.Si. 101 halaman. 

 

Kata kunci: Gerakan sosial, kelompok HITAMBARA, redistribusi tanah 

 

Gerakan sosial di Kecamatan Punggelan yang dilakukan oleh Kelompok 

HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) bertujuan untuk 

meminta hak atas tanah bekas Hak Guna Usaha PT Pakisadji Banjumas kepada 

pemerintah melalui redistribusi tanah sehingga diperoleh Sertifikat Hak Milik. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan sosial tersebut diantaranya, seluruh 

anggota kelompok HITAMBARA didampingi oleh Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA) dan Forum Sekolah Bersama (SEKBER). Gerakan sosial yang 

dilakukan menggunakan taktik politik tanpa terlibat secara langsung. Berdasarkan 

fokus penelitian, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana berdirinya kelompok sosial tersebut, tahapan-tahapan dalam proses 

redistribusi tanah, dan gerakan sosial di Kecamatan Punggelan yang dilaksanakan 

oleh Kelompok HITAMBARA dalam kasus redistribusi tanah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan 

dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

metode. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu 

dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok HITAMBARA (Himpunan 

Tani Masyarakat Banjarnegara) dibentuk akibat keresahan petani penggarap 

mengenai hak milik atas tanah dan tujuan untuk memperoleh Sertifikat Tanah. 

Perjuangan perolehan hak milik tersebut diusahakan melalui jalur hukum dan 

politik dengan mengajukan permohonan redistribusi tanah. Tanah yang diberikan 

merupakan tanah negara bebas bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang terdaftar 

sebagai obyek landreform. Petani yang memperoleh Sertifikat Tanah adalah 

mereka yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah 

No. 224 Tahun 1961. Tindakan yang dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA 

merupakan gerakan sosial, hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yang meliputi 

pengorganisasian (organized), pertimbangan (deliberate), dan daya tahan 

(enduring). Tindakan yang dilakukan oleh kelompok HITAMBARA dirancang 

dengan baik beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasar struktur 

kelompok tersebut maupun kesepakatan yang telah didiskusikan bersama. 

Gerakan sosial yang dilaksanakan oleh petani penggarap telah direncanakan 

bersama sebagai latar belakang terbentuknya kelompok HITAMBARA, anggota 

yang turut terlibat dalam gerakan sosial didorong dengan perasaan senasib dan 

harapan yang sama untuk dapat memiliki tanah bekas Hak Guna Usaha PT 

Pakisadji Banjumas yang mereka garap. Kelompok HITAMBARA berusaha 

mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan gerakan sosial 
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dengan cara penyebaran berita-berita sebagai sarana mengagitasi. Gerakan sosial 

yang terjadi di Kecamatan Punggelan termasuk memakan waktu cukup lama yaitu 

lebih dari enam tahun sampai dengan diperolehnya Sertifikat Tanah yang 

diharapkan. 

Saran kepada kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat 

Banjarnegara) diharapkan agar menjalankan koperasi yang telah dibentuk yaitu 

Hitambara Credit Union sehingga tidak hanya sebagai syarat untuk memperoleh 

Sertifikat Tanah. Petani penggarap penerima tanah di Kecamatan Punggelan 

diharapkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara aktif dan dipergunakan 

sebagai lahan pertanian, sehingga sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

dibuat sebelumnya. Kepada pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam 

melaksanakan program Reforma Agraria sehingga proses yang dilaksanakan 

menjadi lebih efisien karena setiap bagian yang bertugas dalam program tersebut 

telah siap melaksanakan kewajibannya, serta kekurangan seperti sebelumnya 

yakni belum dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria pada tingkat 

kabupaten/kota tidak terulang kembali. 
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ABSTRACT 

 

Setyorini, Meita, 2020. HITAMBARA Social Group Movement as the Society 

Social Movement of Punggelan Sub-district in Land Redistribution Case. Final 

Project. Politic and Citizenship Major. Social Science Faculty. Semarang State 

University. Advisor Dr. Ngabiyanto, M.Si. 101 pages. 

 

Keyword: Social movement, HITAMBARA group, land redistribution 

 

Social movement in Punggelan Sub-district that done by HITAMBARA 

Group (Association of Banjarnegara Community Farmer) aims to ask the right of 

the used land of cultivation rights of PT Pakisadji Banjumas to the government 

through land redistribution so that it is obtained Freehold Title. The parties 

involved in the social movement among others are, all the member of 

HITAMBARA group accompanied by Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 

and Forum Sekolah Bersama (SEKBER). The social movement which is done 

used political tactics without directly involved. Based on the research focus, the 

purposes of this research are to determine how that social movement was found, 

step by step in land redistribution process, and the social movement in Punggelan 

Sub-district that done by HITAMBARA Group in land redistribution case. 

This research uses qualitative aprroach. Data collecting method used in 

this research are interview method and documentation method. Data validity test 

uses triangulation of sources and methods. Data analysis technique by using 

qualitative data analysis that are data collecting process, data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. 

Result of this research show that HITAMBARA group (Association of 

Banjarnegara Community Farmer) was formed as the result of the reseltessness of 

sharecroppers about the rights of ownership to land and purpose to get the Land 

Certificate. The struggle for the acquisition of property rights is pursued through 

legal and political channels by submitting a land redistribution request. The land 

given is state land that is free from ex-Cultivation Rights which is registered as an 

object of landreform. Farmers who obtain Land Certificate are those who meet the 

requirements found in Government Regulations Number 224 Year 1961. Action 

done by HITAMBARA group well designed along with each duties and 

responsibilities based on group structure as well as the deal that discussed 

together. Social movement that done by by sharecroppers was planned together as 

the background of HITAMBARA group was formed, the members get involved in 

social movement are driven by feelings of the same fate and hope to get the used 

land of Cultivation Rigths of PT Pakisadji Banjumas which they worked on. 

HITAMBARA group try to get the support from various parties in implementing 

social movement by sharing the news as the means agitation. Social movement 

that occur in Punggelan Sub-district include taking a long time that is more than 

six years until the expected Land Certificate is obtained. 

Suggestions to HITAMBARA group (Association of Banjarnegara 

Community Farmer) expected to run the cooperative that already formed that is 

Hitambara Credit Union so that not only as the requirement to get the Land 
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Certificate. Sharecroppers that receive the land in Punggelan Sub-district are 

expected to tilling the land actively and use the land as agricultural land, so in 

accordance with the spatial plans which was created before. To the government 

expected to be more assertive in implementing the program of Agrarian Reform 

so the process which is implemented becomes more efficient because every part in 

charge of the program is ready to carry out its obligations, as well as the previous 

shortcomings that is the absence of an Agraria Reform task force at the 

district/city level is not repeated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...............................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN ........................................  iii 

PERNYATAAN ......................................................................................  iv 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................  v 

PRAKATA ..............................................................................................  vii 

SARI ........................................................................................................  ix 

ABSTRACT ............................................................................................  xi 

DAFTAR ISI ...........................................................................................  xiii 

DAFTAR TABEL ...................................................................................  xv 

DAFTAR BAGAN .................................................................................  xvi 

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................  xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................  xviii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ..............................................................  1 

B. Rumusan Masalah .......................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian ........................................................................  6 

D. Manfaat Penelitian ......................................................................  7 

E. Batasan Istilah .............................................................................  8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Organisasi Sosial .........................................................................  11 

B. Konsep Gerakan Sosial ...............................................................  13 

C. Konsep Redistribusi Tanah .........................................................  24 

D. Kerangka Berpikir .......................................................................  32 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Latar Penelitian ...........................................................................  35 

B. Fokus Penelitian ..........................................................................  37 

C. Sumber Data ................................................................................  38 

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data ...........................................  39 

E. Uji Validitas Data ........................................................................  42 

F. Teknik Analisis Data ...................................................................  44 

 

 



 
 

xiv 
 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ...........................................................................  48 

B. Pembahasan .................................................................................  84 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan .....................................................................................  98 

B. Saran ............................................................................................  101 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan ............................................................  38 

Tabel 4.1 Data Kelompok Tani HITAMBARA ......................................  49 

Tabel 4.2 Data Tingkat Pendidikan Petani Penggarap ............................  52 

Tabel 4.3 Pelaksana identifikasi ..............................................................  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian ................................................  34 

Bagan 3.1. Komponen dalam analisis data (interactive model) ..............  47 

Bagan 4.1. Struktur Organisasi HITAMBARA ......................................  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 4.1 Berkas Sosialisasi Status Tanah Kepada Penggarap ...........  51 

Gambar 4.2 Penanggungjawab Keuangan ..............................................  55 

Gambar 4.3 Pelatihan Pemetaan Partisipatif ...........................................  65 

Gambar 4.4 Peta Rencana Tata Guna Lahan ..........................................  66 

Gambar 4.5 Pelaksanaan Musyawarah Nasional KPA 2016 ..................  68 

Gambar 4.6 Publikasi Proses permohonan Hak Milik ............................  70 

Gambar 4.7 Publikasi Proses permohonan Hak Milik ............................  70 

Gambar 4.8 Pelaksanaan Aksi dalam Acara GLF 2018 di Bandung ......  73 

Gambar 4.9 Lokasi Prioritas Reforma Agraria .......................................  75 

Gambar 4.10 Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria 

Dalam Kerangka Reforma Agraria di Jawa Tengah ...............................  77 

Gambar 4.11 Peninjauan Lokasi Oleh Kementeriah ATR/BPN .............  78 

Gambar 4.12 Pemetaan Bidang Tanah Per Penggarap............................  79 

Gambar 4.13 Patok dari pemerintah........................................................  80 

Gambar 4.14 Pelaksanaan Sosialisasi Redistribusi Tanah ......................  81 

Gambar 4.15 Pelaksanaan Penandatanganan Warkah ............................  82 

Gambar 4.16 Penandatanganan Dokumen Sertifikat Tanah ...................  83 

Gambar 4.17 Pembagian Sertifikat Tanah kepada Petani Penggarap .....  84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xviii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran No. 1 Instrumen Penelitian .....................................................  106 

Lampiran No. 2 Hasil Wawancara ..........................................................  122 

Lampiran No. 3 Pedoman Dokumentasi .................................................  150 

Lampiran No. 4 Surat Rekomendasi Penelitian ......................................  151 

Lampiran No. 5 Surat Keputusan Dosen Pembimbing ...........................  155 

Lampiran No. 6 Surat Penetapan Anggota ..............................................  156 

Lampiran No. 7 Surat Perubahan Anggota .............................................  157 

Lampiran No. 8 Keuangan HITAMBARA .............................................  158 

Lampiran No. 9 Data Pendidikan Anggota HITAMBARA ....................  166 

Lampiran No. 10 Dokumen Identifikasi Perkebunan .............................  173 

Lampiran No. 11 Surat Permohonan Penyelesaian tahun 2013 ..............  176 

Lampiran No. 12 Surat Izin Penelitian dari Forum Sekolah Bersama ....  181 

Lampiran No. 13 Pelaksanaan Global Land Forum 2018 .......................  183 

Lampiran No. 14 Dokumen Musyawarah Nasional KPA tahun 2016 ....  190 

Lampiran No. 15 Surat Permohonan Bantuan kepada KPA ...................  194 

Lampiran No. 16 Permohonan Percepatan Redistribusi Tanah tahun  

2017 .........................................................................................................  220 

Lampiran No. 17 Permohonan Pembentukan GTRA .............................  221 

Lampiran No. 18 Surat Pemberitahuan Pelatihan Credit Union .............  224 

Lampiran No. 19 Publikasi di Redaksi Suara Tani .................................  225 

Lampiran No. 20 Undangan Pelaksanaan Sosialisasi Perpres 86  

tahun 2018 ...............................................................................................  229 

Lampiran No. 21 Surat Permohonan Audiensi 23 Maret 2019 ...............  230 

Lampiran No. 22 Persiapan Peninjauan oleh Dinas ................................  231 

Lampiran No. 23 Jadwal Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah ..........  232 

Lampiran No. 24 Pemberitahuan Pemasangan Patok .............................  233 

Lampiran No.25 Undangan Pelaksanaan Sosialisasi Redistribusi 

Tanah .......................................................................................................  234 

Lampiran No. 26 Permohonan Hak Milik tahun 2019 kepada BPN.......  235 

Lampiran No. 27 Surat Keterangan dari Kecamatan Punggelan ............  236 

Lampiran No. 28 Undangan Lokakarya Tingkat Jawa Tengah ..............  237 

Lampiran No. 29 Sertipikat Hak Atas Tanah ..........................................  242 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan agraria secara umum terjadi pada masyarakat dengan 

profesi petani. Hal ini tentu dapat diterima dengan alasan bahwa mereka 

yang berprofesi sebagai petani merupakan orang-orang yang bekerja dan  

memanfaatkan lahan secara langsung tanpa adanya perantara. Petani 

mengolah lahan serta mengambil hasil dari lahan garapan sebagai sumber 

penghasilan mereka. Apabila petani kehilangan lahan mereka maka dapat 

dikatakan bahwa mereka juga kehilangan penghasilan mereka dan secara 

langsung hal ini menimbulkan masalah sosial baru bagi negara yakni 

jumlah pengangguran yang semakin bertambah. Oleh sebab itu dalam 

konflik agraria pemerintah harus benar-benar memperhatikan berbagai 

aturan yang berlaku untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat 

sehingga tanah tersebut jatuh pada penguasaan maupun kepemilikan 

yang tepat sebagaimana ketentuan mengenai pembagian tanah pada 

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Kemudian petani dalam 

usaha pengalihan hak atas tanah dapat dipastikan memerlukan waktu 

yang lama dengan berbagai proses yang cukup panjang mengingat 

prosedur yang cukup rumit dan berbagai data pendukung yang harus 

dilengkapi sebagai bukti.  Permasalahan agraria terjadi dengan berbagai 

latar belakang yang berbeda. Di Indonesia sudah banyak terjadi 

permasalahan tersebut, salah satu contoh permasalahan agraria yang 
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terjadi di Indonesia adalah permasalahan yang ditulis dalam penelitian 

Wahyudi yang terjadi di Malang Selatan mengenai penjarahan tanah 

(Sukmana, 2016:241). 

Permasalahan agraria yang menimbulkan adanya suatu gerakan 

sosial di Indonesia masih banyak terjadi di berbagai daerah, oleh sebab 

itu terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai gerakan sosial 

dalam permasalahan tersebut. Di antara beberapa penelitian tersebut, 

peneliti mengambil dua hasil penelitian yang mampu dijadikan 

pembanding dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang ditulis oleh 

Iqbal (2017), bertujuan untuk mengetahui konflik agraria yang terjadi di 

Kecamatan Toili  dan mengetahui sejauh mana gerakan sosial para petani 

Toili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena adanya 

perebutan lahan antara petani dan perusahaan, dalam hal ini perusahaan 

menginginkan lahan dijadikan perkebunan sawit sedangkan petani 

menginginkan lahan digunakan untuk bertani. Konflik tersebut 

merugikan para petani sehingga memunculkan gerakan sosial yang 

dilakukan petani untuk memperjuangkan hak atas pengolahan tanah. 

gerakan sosial yang dilakukan petani sangat masif dan dalam kurun 

waktu yang cukup lama dalam menuntut hak-haknya. 

Penelitian kedua ialah penelitian yang dilaksanakan oleh Adi 

(2017), yang bertujuan untuk menjelaskan perlawanan petani terhadap 

BKPH Ploso Barat atas reclaiming yang dilakukan oleh petani tanah 

milik BKPH Ploso Barat di Dusun Kedungdendeng serta gerakan 



3 
 

 
 

perlawanan petani terhadap BKPH Ploso Barat. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa sengketa tanah tersebut lahir dikarenakan 

reclaiming yang dilakukan oleh BKPH Ploso Barat terhadap tanah-tanah 

milik petani Kedungdendeng. Pada masa pra reformasi petani melakukan 

perlawanan khas dengan penggerogotan lahan dan pencurian secara liar 

pohon-pohon milik BKPH Ploso Barat. Pasca reformasi, masyarakat 

melakukan gerakan melalui jalur hukum dan birokrasi. 

Berdasar kedua penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian yang dilakukan oleh  Iqbal (2017) membahas mengenai 

gerakan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan kehendak tataguna lahan 

antara petani dengan perusahaan sawit di  Kecamatan Toili. Kemudian 

penelitian Adi (2017) membahas mengenai gerakan sosial yang terjadi 

akibat reclaiming yang dilakukan oleh BKPH Ploso Barat pada masa 

reformasi dan pasca reformasi. Perbedaan pokok yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah terletak pada pokok 

bahasannya yang membahas mengenai perolehan tanah melalui jalur 

hukum dengan dilaksankannya redistribusi tanah yang diperjuangkan 

melalui gerakan sosial yang terorganisir dalam satu kelompok tani. 

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap gerakan sosial yang terjadi pada kelompok HITAMBARA 

(Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) dalam kasus redistribusi 

tanah di Kecamatan Punggelan. Permasalahan tanah tersebut terjadi pada 

masyarakat Kecamatan Punggelan yang berprofesi sebagai petani 
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penggarap pada tanah seluas 76,6110 hektar. Tanah dengan luasan 

tersebut sebelumnya merupakan tanah Negara bekas Hak Guna Usaha 

(HGU) PT Pakisadji Banjumas. PT Pakisadji Banjumas merupakan 

perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan hasil bumi. Pada 

awalnya masyarakat melakukan kesepakatan dengan pihak PT Pakisadji 

Banjumas sebelum menempati lahan tersebut, yaitu dengan membayar 

biaya sewa tanah yang berbeda-beda sesuai dengan luasan tanah yang 

mereka tempati serta adanya sistem bagi hasil dimana sebagian hasil 

komoditas lahan diserahkan kepada pihak perusahaan dengan alasan 

guna membayar pajak. Sistem bagi hasil tersebut berjalan tidak lama, 

sejak terakhir kali sistem tersebut berjalan sampai saat ini sudah tidak ada 

penarikan dari Eks PT Pakisadji Banjumas. Perijinan dari perusahaan ini 

telah habis masa berlakunya pada tahun 2011 lalu. Tanah tersebut masih 

terus dimanfaatkan oleh masyarakat (petani penggarap) sebagai lahan 

pertanian.  

Dengan dasar diperolehnya informasi yang menyatakan bahwa 

tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas telah habis masa berlakunya 

dan menjadi berstatus sebagai tanah negara bebas yang saat ini 

dimanfaatkan oleh petani guna memenuhi keperluan ekonominya maka 

timbulah keresahan pada petani-petani penggarap tersebut. Keresahan 

yang dirasakan diantaranya adalah, ketakutan apabila sewaktu-waktu 

terjadi perpanjangan ijin perkebunan dengan penguasaan yang berbeda 

atau adanya kebijakan yang menjadikan tanah tersebut sebagai tanah 
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cadangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyebabkan 

petani tidak dapat menggarap lahan tersebut dan menjadikan mereka 

kehilangan sumber pendapatan ekonominya. 

Berdasar keresahan yang dialami oleh masing-masing individu 

tersebut akhirnya dilaksanakanlah diskusi-diskusi yang membahas 

mengenai dasar hukum serta tata cara untuk dapat memperoleh hak milik 

atas tanah. Melalui diskusi-diskusi tersebut kemudian para petani sepakat 

untuk membentuk organisasi tani yang mewadahi penggarap bekas 

perkebunan PT Pakisadji yakni Kelompok HITAMBARA (Himpunan 

Tani Masyarakat Banjarnegara). Melalui organisasi tersebut kemudian 

dilaksanakan gerakan-gerakan sosial dengan tujuan meminta hak atas 

tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas yang telah diduduki oleh 

petani penggarap. Beberapa dasar hukum yang menjadi pegangan 

organisasi tani tersebut melaksanakan suatu gerakan sosial adalah adanya 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 serta Undang-Undang No 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  

Upaya yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA 

(Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) merupakan sebuah gerakan 

sosial dengan tujuan meminta kepada pemerintah agar tanah negara 

bebas bekas HGU PT Pakisadji Banjumas tersebut dapat menjadi hak 

milik petani penggarap. Dengan demikian, dalam penelitian skripsi ini 

peneliti mengambil judul “Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA 
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sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam Kasus 

Redistribusi Tanah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang tersebut, selanjutnya penulis melakukan 

identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Kelompok Sosial HITAMBARA 

(Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara)? 

2. Bagaimana tahap pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan oleh 

Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat 

Banjarnegara)? 

3. Bagaimana gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok 

HITAMBARA sebagai gerakan sosial Masyarakat Kecamatan 

Punggelan dalam kasus redistribusi tanah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian tentang 

gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah 

di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara adalah untuk: 

1. mendeskripsikan latar belakang berdirinya Kelompok Sosial 

HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara). 

2. mendeskripsikan tahap pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan 

oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat 

Banjarnegara). 
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3. menganalisis gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok 

HITAMBARA sebagai gerakan sosial Masyarakat Kecamatan 

Punggelan dalam kasus redistribusi tanah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Ditulisnya penelitian skripsi dengan judul “Gerakan Sosial 

Kelompok HITAMBARA sebagai Gerakan Sosial Masyarakat 

Kecamatan Punggelan dalam Kasus Redistribusi Tanah” akan 

menambah literasi bagi penulis berikutnya mengenai gerakan sosial 

serta proses redistribusi tanah; hasil penelitian akan menambah 

khasanah ilmu dalam program studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah  

Dengan dilaksanakannya penelitian ini penulis berharap dapat 

memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatasi hambatan 

serta kekurangan dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Penelitian 

ini dapat menjadi tempat publikasi terlaksananya program 

pemerintah mengenai reforma agraria khususnya redistribusi tanah 

untuk kesejahteraan masyarakat. 

b. Bagi HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini penulis berharap dapat 

memberikan saran bagi anggota HITAMBARA untuk senantiasa 
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mematuhi aturan pemerintah terkait pemanfaatan lahan pasca 

redistribusi demi kebermanfaatan bersama, serta sebagai tempat 

publikasi bagi HITAMBARA mengenai proses redistribusi tanah. 

 

E. Batasan Istilah 

Pada penelitian skripsi yang berjudul “Gerakan Sosial Kelompok 

HITAMBARA sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan 

Punggelan dalam Kasus Redistribusi Tanah” diperlukan adanya batasan 

istilah bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta 

mencegah terjadinya perbedaan pemahaman mengenai istilah yang 

digunakan. Selain itu juga berguna untuk membatasi ruang lingkup objek 

penelitian. 

1. Gerakan Sosial 

Wiedarjati (2019: 5) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah 

tindakan terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang 

disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau 

sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan 

lembaga masyarakat yang ada. Locher (dalam Sukmana, 2016: 2) 

menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan gerakan sosial dapat 

dilihat dari tiga aspek, yaitu: (a) pengorganisasian (organized), (b) 

pertimbangan (deliberate), (c) daya tahan (Enduring). 

Gerakan sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

merupakan upaya untuk memperoleh Sertifikat Tanah dengan 

tindakan terorganisir yang dilakukan oleh petani penggarap yang 
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tergabung dalam kelompok tani HITAMBARA (Himpunan Tani 

Masyarakat Banjarnegara), berupa tindakan permohonan redistribusi 

tanah dengan taktik yang direncanakan sehingga tujuan kelompok 

tersebut dapat dicapai.  

2. Kelompok HITAMBARA 

Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Maju 

Banjarnegara) merupakan himpunan tani dengan anggota petani 

penggarap yang mengolah tanah yang sedang menjadi objek dalam 

permasalahan agraria di Kecamatan Punggelan, himpunan tani inilah 

yang saat ini memperjuangkan hak atas tanah di Kecamatan 

Punggelan agar sah secara yuridis menjadi milik para petani 

penggarap melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 

tersebut. 

3. Redistribusi Tanah 

Redistribusi tanah merupakan pemberian hak milik dan 

penguasaan atas tanah dari negara kepada masyarakat yang berhak 

serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah 

(Novprastya, dkk. 2014: 6). Redistribusi tanah sering disamakan 

dengan landreform dalam arti sempit, Cohen (dalam Nurhayati, 

2006:17) menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan landreform 

dalam arti sempit adalah perombakan dalam penguasaan dan 

pemilikan tanah, khususnya redistribusi tanah untuk mencapai 

pemerataan dalam pembangunan pertanian. Redistribusi tanah berati 
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kegiatan membagi-bagikan tanah obyek landreform kepada petani 

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Yang dimaksud dengan Redistribusi Tanah pada penelitian ini 

adalah penyerahan hak milik atas tanah kepada petani penggarap 

dengan bukti Sertifikat Tanah melalui tahap yang dilakukan oleh 

petani yang tergabung dalam Kelompok HITAMBARA (Himpunan 

Tani Masyarakat Banjarnegara) sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Organisasi Sosial 

Secara sederhana Bernard (dalam Sukmana, 2016:161) menjelaskan 

bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih. Victor A. Thompson (dalam Liliweri, 1997:23) 

menyatakan bahwa organisasi adalah integrasi impersonal dan sangat rasional 

atas sejumlah spesialis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati. Sejalan dengan Schein (dalam Oktaviani, 2016:214) menyampaikan 

pendapatnya bahwa organisasi merupakan sebuah kelompok individu yang 

diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Nasdian (2015:147) 

mengatakan bahwa organisasi pada dasarnya merupakan unit sosial 

(pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan/atau mungkin dibentuk 

kembali dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pencapaian suatu 

tujuan tertentu. Efektivitas dan efisiensi pencapaian suatu tujuan berarti bahwa 

dengan dilakukan melalui organisasi hal yang hendak dicapai akan lebih cepat, 

hemat, atau bahkan prosedur yang harus dilalui menjadi lebih sederhana. 

Sitepu (2006:11-12) bahwa bentuk organisasi sosial salah satunya adalah 

Organisasi Sosial Lokal (OSL) yaitu, organisasi tersebut berbentuk suatu 

komunitas untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan seperti masyarakat 

dengan sumber penghasilan dari pertanian maka akan membentuk suatu 

perkumpulan petani. Dari berbagai pendapat yang telah disampaikan tersebut 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi sosial adalah sebuah 
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kelompok yang terdiri dari individu-individu yang dibuat untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu untuk keperluannya sehingga dalam prosesnya menjadi lebih 

efisien.  

Ciri-ciri atau karakteristik dari organisasi sosial sebagaimana 

disampaikan oleh Muzafer Sherif dan George Simmel (dalam Santosa, 2006: 

37) sebagai berikut. 

1. Muzafer Sherif 

a. Adanya dorongan/motif yang sama pada setiap individu sehingga 

terjadi interaksi sosial sesamanya dan tertuju dalam tujuan bersama. 

b. Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda antara individu satu 

dengan yang lain akibat terjadinya interaksi sosial. 

c. Adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, 

terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang dengan 

sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

d. Adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah 

laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota 

kelompok dalam merealisasi tujuan kelompok. 

2. George Simmel 

a. Besar kecilnya jumlah anggota kelompok sosial. 

b. Derajat interaksi sosial. 

c. Kepentingan dan wilayah. 

d. Berlangsungnya suatu kepentingan. 

e. Derajat organisasi. 
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B. Konsep Gerakan Sosial 

1. Definisi Gerakan Sosial 

Teori-teori mengenai gerakan sosial mulai mendapat perhatian 

lebih pada tahun 1960-an dimana banyak orang mulai mempelajari 

mengenai aksi-aksi kolektif dan protes. Sampai pada abad ke-21 semakin 

banyak terjadi gerakan-gerakan sosial yang beragam. Kemunculan gerakan 

sosial baru ditandai dengan semakin beragamnya pelaku gerakan sosial 

seperti mahasiswa/i. Kalangan profesional, perempuan, dan yang sudah 

terus bergelut sejak sebelum era reformasi yaitu buruh dan petani. Pada 

gerakan sosial baru isu-isu yang hendak dicapai diantaranya hak asasi 

manusia, demokratisasi, perempuan, lingkungan hidup, dan ketidakadilan 

(Situmorang, 2013: 2). 

Hasan (2006) menyatakan bahwa teori gerakan sosial mengambil 

kelompok sebagai unit analisisnya. Teori gerakan sosial memberikan 

tekanan khusus pada isu komunalitas gerakan yang berakar pada proses, 

bagaimana sebuah gerakan muncul dan kondisi apa yang memungkinkan 

suatu “kekecewaan” bermetamorfosis menjadi mobilisasi. Dengan demikian 

pada sebuah gerakan sosial kekompakan dan kekuatan yang dimiliki oleh 

sebuah kelompok sangatlah diperlukan, hal tersebut tentu tidak lepas dari 

latar belakang yang menyebabkan setiap individu yang tergabung 

didalamnya memiliki perasaan yang sama satu sama lain, sadar akan siapa 

dirinya di dalam kelompok. Sehingga solidaritas didalam kelompok serta 

kekuatan tekad yang terkumpul mampu membawa perubahan. 
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Begitu juga dengan Klandermans (dalam Sukmana, 2016:4), yang 

menyitir pendapat Tarrow menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan 

penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan 

yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elite, 

pihak lawan dan pihak yang berwenang. Gerakan sosial berdasar uraian 

tersebut sebagai suatu tindakan yang senantiasa bertentangan dengan pihak-

pihak terkait, pertentangan terjadi tentu saja berbeda antara kelompok satu 

dengan yang lain disebabkan pada masing-masing kepentingan yang 

berlainan. Pada tahapannya pihak-pihak yang bertentangan saling 

melakukan interaksi-interaksi berupa negosiasi mapun bentuk-bentuk lain. 

Kemudian, Horton & Hunt (terjemahan Ram, 2006: 195) 

menyapaikan mengenai gerakan sosial yang lahir pada awalnya sebagai 

suatu kelompok orang yang tidak puas atas suatu keadaan. Kelompok itu 

pada awalnya tidak terorganisasi dan terarah, serta tidak memiliki rencana, 

orang-orang saling membagi duka dan mengeluh. Setelah keadaan tersebut 

tidak lama akan muncul pemimpin dan organisasi sosial sebagai satu tahap 

pada sebuah gerakan sosial. Setelah mengalami tahap aktif kadangkala 

gerakan itu sempat menciptakan organisasi permanen atau seringkali 

menghilang begitu saja. Individu-individu yang merasa tidak puas akan 

sesuatu hal, mereka bertemu dan saling berbagi menjadi latar belakang 

terbentuknya sebuah organisasi sosial yang terstruktur, organisasi tersebut 

menjadi wadah memperjuangkan tujuan yang mereka inginkan. Setelahnya 
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dalam tahapan gerakan sosial organisasi tersebut dapat menjadi organisasi 

permanen atau lenyap begitu saja seperti disebutkan sebelumnya. 

Dari berbagai pengertian yang telah disampaikan oleh para ahli 

sebelumnya, peneliti menyimpulkan pengertian gerakan sosial merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi sosial yang 

terbentuk akibat situasi tertentu sebagai latar belakang permasalahan yang 

dialami beberapa orang sehingga tercipta suatu tujuan yang telah disetujui 

bersama dan hendak dicapai oleh kelompok tersebut. 

Berikutnya adalah ciri-ciri atau karakeristik dari sebuah gerakan 

sosial berdasar pendapat Locher (dalam Haris, dkk. 2019:18) yaitu: 

1. terorganisir 

Perilaku yang ditampilkan para pendukung gerakan sosial berpedoman 

pada cara tertentu yang diorganisir oleh seorang pemimpin melalui 

adanya tugas yang dilimpahkan pada anggotanya. 

2. membutuhkan jangka waktu yang cukup lama 

Sebuah gerakan sosial dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama 

sesuai dengan tujuan gerakan sosial itu. 

3. sengaja dibentuk 

Adanya gerakan sosial memang sengaja dibentuk oleh individu 

didalamnya dan setiap individu memainkan peran sesuai dengan tugas 

masing-masing. 
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2. Tahap-tahap Gerakan Sosial 

Selanjutnya setelah memahami pengertian gerakan sosial maka 

dijabarkan mengenai tahap-tahap dalam suatu gerakan sosial. Berikut adalah 

pendapat Horton dan Hunt (dalam Wiedarjati, 2019:6) tentang tahapan 

gerakan sosial: 

a. tahap ketidaktentraman 

Tahap ini terjadi diakibatkan oleh ketidakpuasan dan ketidakpastian 

pada masyarakat yang terus meningkat. Hal ini dalam teori deprivasi 

relatif dapat terjadi akibat adanya kemajuan ekonomi, keadaan tersebut 

terjadi akibat adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan 

keadaan sebenarnya meski berada pada tingkat kepuasan ekonomi yang 

telah meningkat. 

b. tahap perangsangan 

Adanya ketidakpuasan yang mulai memunculkan adanya suatu diskusi-

diskusi disertai perdebatan. Diskusi-diskusi tersebut muncul diantara 

masyarakat yang memiliki perasaan senasib. 

c. tahap formalisasi 

Tahap ini dimulai ketika sudah terdapat pemimpin, rencana telah 

disusun dan taktik telah dimatangkan yang artinya organisasi sudah 

benar-benar terbentuk. 
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d. tahap institusionalisasi 

Masa dimana birokrasi telah diperkuat dan ideologi serta program 

sudah diwujudkan. Tahap ini sebagai akhir dari kegiatan aktif sebuah 

gerakan sosial. 

e. tahap pembubaran (disolusi) 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari gerakan sosial yang mana 

gerakan itu bisa jadi berubah menjadi organisasi tetap atau justru 

mengalami pembubaran begitu saja. Apabila organisasi tersebut 

bertahan menjadi sebuah organisasi tetap maka selama gerakan sosial 

berlangsung didalamnya terdapat rencana-rencana yang akan 

dilaksanakan setelah tujuan awal dari gerakan sosial telah dicapai. 

3. Bentuk Gerakan Sosial 

Suatu gerakan sosial muncul dengan latar belakang yang berbeda 

dan cara penyelesaian yang berbeda antara satu dan lainnya. Latar belakang 

sebuah gerakan sosial menentukan bentuk-bentuk dari gerakan sosial 

tersebut. Berikut adalah bentuk-bentuk gerakan sosial disampaikan oleh 

Horton & Hunt (terjemahan Ram, 2006: 198-200). 

a. Gerakan Perpindahan 

Gerakan perpindahan dapat terjadi diakibatkan oleh orang-orang yang 

merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk berpindah. Dapat 

dikatakan gerakan perpindahan apabila banyak orang melakukan 

perpindahan ke suatu tempat pada waktu yang bersamaan. 
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b. Gerakan Ekspresif 

Gerakan ini terjadi apabila orang tidak mampu berpindah dan 

mengubah suatu keadaan secara mudah, dengan demikian mereka akan 

melakukan perubahan sikap mereka terhadap kenyataan, bukan 

berusaha mengubah kenyataan itu sendiri.  

c. Gerakan Utopia 

Gerakan utopia merupakan suatu gerakan sosial yang dilakukan dengan 

tujuan menciptakan masyarakat sejahtera dalam lingkup kecil. Dalam 

hal ini bisa juga terjadi pada sekelompok masyarakat yang 

menginginkan terbentuknya suatu negara baru dengan jalan 

memisahkan diri dari suatu negara. Gerakan tersebut dapat muncul 

akibat adanya perasaan kecewa, frustasi serta ketidakpuasan terhadap 

kelompok penguasa. 

d. Gerakan Reformasi 

Gerakan ini tercipta dengan tujuan memajukan masyarakat tanpa 

merubah struktur dasarnya.  

e. Gerakan Revolusioner 

Gerakan ini bertujuan melakukan perubahan sistem sosial, terjadi secara 

besar-besaran dan tiba-tiba, serta biasanya menggunakan kekerasan.  

f. Gerakan Perlawanan (Resistance Movements) 

Gerakan Ku Klux Klan lahir di bagian selatan seusai perang saudara 

dan berjuang agar peran orang-orang kulit hitam tetap tidak berubah. 
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Selain pedapat di atas, Cohen (dalam Haris, dkk. 2019: 20-22) 

membedakan jenis gerakan sosial dari perspektif sosiologi. 

a. Gerakan ekspresif 

Merupakan gerakan yang terjadi pada masyarakat modern dimana 

mereka memiliki kemauan untuk dapat mengekspresikan keinginannya 

sehingga memperoleh perhatian publik. Seperti tindakan yang 

dilakukan kaum muda dalam menciptakan tren atau gaya baru pada 

berbagai bidang. 

b. Gerakan regresif 

Terjadi ketika sekelompok orang yang merasa tidak puas atau kecewa 

dengan keadaan saat ini dan ingin mengembalikan keadaan seperti pada 

masa sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Ku Klux 

Klan yaitu kaum kulit hitam di Amerika. 

c. Gerakan progresif 

Gerakan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan 

untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan kelompok tersebut. 

Sebagaimana yang dilaksanakan oleh serikat buruh dengan tujuan untuk 

meningkatkan memperoleh kenaikan upah. 

d. Gerakan reformis 

Gerakan ini dilakukan dengan tujuan agar tercipta suatu perubahan dan 

pembaruan pada aspek tertentu dalam masyarakat. Seperti gerakan 

mahasiswa pada Mei 1998 yang meminta diadakannya pembaruan 

terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
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e. Gerakan revolusioner 

Merupakan gerakan yang lebih luas dari gerakan reformis, gerakan ini 

menuntut dilakukannya perubahan yang bersifat total dan radikal 

terhadap seluruh aspek kehidupan dan tatanan sosial yang ada. 

f. Gerakan utopia 

Merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang biasanya 

berada di suatu tempat tertentu, gerakan ini dilakukan dengan tujuan 

membentuk suatu lingkungan yang dianggap ideal dan baik bagi 

mereka. Gerakan ini dilakukan oleh kelompok orang yang ingin 

membentuk sebuah negara baru dengan cara memisahkan diri dari suatu 

negara. 

g. Gerakan migrasi 

Yakni gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa 

kehidupan sosial ekonomi mereka kurang sehingga memutuskan untuk 

berpindah kesuatu wilayah dengan tujuan memperoleh kehidupan yang 

lebih baik dari sebelumnya. 

Selanjutnya, untuk lebih memahami gerakan sosial berikut terdapat 

studi teoritik yang dikemukakan oleh Singh (dalam Sukmana: 2016:10), 

menurutnya gerakan sosial dapat dikelompokan ke dalam tiga perspektif, 

yakni: 

a. klasik (classical).  

Perspektif ini meliputi sebagian besar studi-studi tentang perilaku 

kolektif dari kerumunan (crowd), kerusuhan (riot) dan kelompok 
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pemberontakan (rebel groups), dalam perspektif klasik disampaikan 

bahwa perilaku-perilaku itu terjadi sebelum tahun 1950-an. 

b. neo-klasik (neo-classical).  

Perspektif neo-klasikal dikaitkan dengan tradisi-tradisi utama pada 

studi-studi gerakan sosial lama (old social movement). Tulisan-tulisan 

dalam perspektif neo-klasik dipublikasikan setelah era tahun 1950-an. 

c. gerakan sosial baru (new social movement).  

Gerakan ini muncul sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, gerakan sosial 

baru lebih terfokus pada isu-isu yang mendasarkan pada aspek humanis 

(humanis), kultural (cultural), dan non-materialistik (non-materialistic). 

Berbeda dengan gerakan sosial lama yang banyak membahas isu-isu 

ideologi seperti anti-kapitalisme (anticapitalism), revolusi kelas (class 

revolution), dan perjuangan kelas (class struggle). 

4. Teori Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilization Theory) 

Dalam perkembangan teori gerakan sosial terdapat teori paradigma 

mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory). Teori ini termasuk 

dalam teori gerakan sosial baru. Yang menjadi pusat perhatian dari teori 

mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory) adalah tindakan-

tindakan yang diambil umumnya lebih rasional, tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu peserta gerakan dengan melalui organisasi-

organisasi gerakan yang diciptakan secara efektif dan optimal. Resource 

Mobilization Theory lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-

faktor ekonomi dan politik daripada Mass Society Theory dan Relative 
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Deprivation Theory, serta kurang memberikan perhatian terhadap sifat-sifat 

psikologis dari anggota gerakan (Rusmanto, 2012:34). Menurut Max Weber 

(dalam Mirsel, 2004: 63), teori mobilisasi sumber daya menempatkan 

rasionalitas-cara (means-rationality) sebagai nilai tambah, yakni dengan 

menempatkan analisis tentang penggabungan aneka bentuk, strategi, dan 

taktik organisasi secara sengaja dan sadar dengan tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai.  

Pada teori mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory), 

dapat dilihat faktor-faktor determinan dalam suatu gerakan sosial berikut 

ini. 

a. Organisasi Gerakan Sosial 

Porta dan Diani menyimpulkan pengertian organisasi gerakan sosial 

(social movement organization) secara umum, dinyatakan bahwa 

organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi identitas yang bersifat 

kompleks atau formal, dengan tujuan  mereka yang diimplementasikan 

dalam suatu gerakan sosial (social movement) atau kontra gerakan sosial. 

b. Pemimpin dan Kepemimpinan 

Morris dan Staggenborg (dalam Febriani, 2017:64) menyatakan bahwa 

seorang pemimpin dalam gerakan sosial sangat penting keberadaannya. 

Pemimpin gerakan (leaders movement) didefinisikan sebagai pembuat 

keputusan strategis (strategic-decision-makers) yang menginspirasi dan 

mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial. 

Seorang pemimpin memiliki risiko dan tanggung jawab yang lebih besar 
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jika dibandingkan dengan anggota lainnya, seorang pemimpin akan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila suatu gerakan sosial 

berhasil mencapai tujuannya. 

c. Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya 

Terdapat lima tipe sumber daya dalam gerakan sosial yang disampaikan 

oleh Edward dan McCharty (Suwarno, 2016: 20-24) yaitu: 

1) moral resources (sumberdaya moral) 

2) cultural resources (sumberdaya kultural) 

3) social-organizational resources (sumberdaya organisasi sosial) 

4) human resouces (sumberdaya manusia) 

5) material resources (sumberdaya material) 

d. Jaringan dan Partisipasi 

Sukmana (2016:174) menyimpulkan bahwa analisis jaringan jejaring 

sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul 

merupakan aktor individu di dalam jaringan, sementara ikatan adalah 

hubungan antar aktor tersebut. Hubungan tersebut diantaranya adalah, 

persahabatan, kekerabatan, kepentingan bersama, pertukaran keuangan, 

hubungan kepercayaan, pengetahuan, dan partise. 

e. Peluang dan Kapasitas Masayarakat 

Hunter dan Staggenborg (dalam Sukmana, 2016:177) menyatakan bahwa 

sumberdaya (resource) seringkali berasal dari sumber-sumber eksternal 

atas masyarakat lokal, baik bersifat privat, non-profit, atau dana-dana 

publik untuk mendukung aktivitas-aktivitas dan program-program 



24 
 

 
 

khusus. Kemampuan untuk memanfaatkan sumber dana eksternal 

tergantung atas jaringan dalam masyarakat lokal. 

 

C. Konsep Redistribusi Tanah 

1. Pengertian Redistribusi Tanah 

Eric Jacoby (dalam Nurhayati, 2006: 47) menyatakan bahwa 

redistribusi tanah lebih dikenal sebagai landreform. Dalam hal-hal tertentu, 

istilah landreform dipakai dalam arti sempit sebagai perubahan dalam 

pemilikan dan penguasaan tanah khususnya redistribusi tanah. Dalam artian 

yang lebih luas disampaikan oleh Sulaeman (dalam Sapriadi, 2015: 367) 

landreform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan 

rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah 

meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis. 

Secara singkat disampaikan oleh Herman Hermit (dalam Sutomo, 

2011: 23) bahwa redistribusi tanah merupakan kebijakan dan kegiatan 

pemerintah  meredistribusikan tanah-tanah pertanian negara kepada para 

petani berlahan sempit (petani gurem) dan terutama petani penggarap yang 

tidak memiliki tanah. Dalam pengertian lain redistribusi tanah adalah 

pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan 

menjadi obyek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap 

yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan 

Pemerintah No. 224 tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan 

sosial ekonomi rakyat khususnya para petani penggarap (Novprastya, 
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2014:6). Dengan demikian redistribusi tanah dapat dikatakan sebagai bagian 

dari landreform dalam hal pemberian Sertifikat Hak Milik atas tanah. 

2. Obyek Redistribusi Tanah 

Tanah-tanah yang diredistribusikan merupakan tanah dengan status 

tertentu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai redistribusi tanah 

yakni PP No. 224 Tahun 1961 menyatakan yang menjadi obyek redistribusi 

tanah diantaranya adalah: 

a. tanah absentee 

Tanah absentee adalah tanah yang tempat tinggal pemiliknya berada 

diluar kecamatan tempat tanah yang dimilikinya.  

b. tanah kelebihan maksimum 

Tanah kelebihan maksimum adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang 

yang luasnya melampaui batas maksimum yaitu lebih dari 20 hektar. 

c. tanah swapraja dan bekas swapraja 

Tanah swapraja dan bekas swapraja adalah tanah yang oleh pemiliknya 

ditelantarkan selama 2 tahun kemudian dikuasai oleh negara dan 

diusahakan dengan cara persewaan, bagi hasil dan lain sebagainya 

ataupun diperuntukan tanah jabatan dan lain-lainnya. 

d. tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara 

Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara meliputi tanah bekas 

perkebunan besar, tanah-tanah bekas partikelir.  

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 

menyatakan bahwa Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya 
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disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah 

yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. 

Tanah yang termasuk dalam tanah negara bebas, yaitu antara lain bisa 

berasal dari tanah bekas perkebunan swasta asing pada zaman pemerintahan 

Hindia Belanda yang dinasionalisasi oleh UUPA, misalnya bekas tanah hak 

erfpacht (semacam tanah Hak Guna Usaha). Untuk tanah demikian para 

petani penerima “tanah redistribusi” bisa memperolehnya secara gratis 

untuk luas dua hektar atau kurang sejak 1 Juli 1998 atau sejak berlakunya 

ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 1998, yang 

menggantikan ketentuan sebelumnya yang telah berusia hampir seperempat 

abad yakni Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 1975.  

Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 Pasal 7 ayat 1(a) juga 

menyatakan bahwa objek redistribusi tanah termasuk tanah HGU dan HGB 

yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan 

dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun setelah haknya berakhir. 

3. Hak Milik dan Sertifikat  

Setelah dilaksanakan redistribusi tanah dan sertifikat tanah telah 

dibagikan maka hak milik atas tanah tersebut telah jatuh pada orang yang 

menerimanya. Hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat, berdasar 

Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang dibahas dalam Pasal 16 

dan Pasal 53 mengenai macam-macam hak atas tanah maka hak milik 

termasuk dalam hak atas tanah yang bersifat tetap dan  merupakan 
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penguasaan atas tanah yang statusnya paling kuat. Hak milik dapat terjadi 

melalui tiga cara sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 UUPA, yaitu: 

a. hak milik yang terjadi melalui hukum adat. 

b. hak milik terjadi karena penetapan pemerintah. 

c. hak milik terjadi karena ketentuan undang-undang. 

Berdasar pasal tersebut maka proses redistribusi tanah merupakan bagian 

dari cara memperoleh hak milik berdasar penetapan pemerintah. 

Tujuan pendaftaran tanah berdasar Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

No. 24 Tahun 1997 adalah, untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 

susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang 

hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. 

Kemudian dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA dinyatakan bahwa 

akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah 

pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat. Hal tersebut dipertegas mengenai bukti surat yang dimakasud pada 

Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa 

surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu 

salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama 

dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 

Agraria. 
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4. Syarat-syarat Penerima Redistribusi Tanah 

Syarat-syarat yang semestinya dipenuhi untuk dapat dilaksanakan 

pembagian tanah kepada petani yang bersangkutan sebagaimana termuat 

dalam PP. 224 tahun 1961 Pasal 8 ayat (1) yakni: 

a. penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;  

b. buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang 

bersangkutan;  

c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;  

d. penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang 

bersangkutan;  

e. penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;  

f. penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain 

berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;  

g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;  

h. pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;  

i. petani atau buruh tani lainnya; 

Kemudian dalam Pasal 9 juga disampaikan bahwa untuk mendapat 

pembagian tanah, petani yang termasuk dalam golongan yang telah 

disebutkan pada Pasal 8 harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus 

berikut ini. 

a. Syarat-syarat umum 

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak 

tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.  
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b. Syarat-syarat khusus 

Bagi petani yang tergolong dalam prioritet a, b, e, f dan g : telah 

mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun 

berturut-turut ; bagi petani yang tergolong dalam prioritet d: telah 

mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ; bagi para pekerja tetap 

yang tergolong dalam prioritet c : telah bekerja pada bekas pemilik 

selama 3 tahun berturut-turut. 

Bagi petani yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 

masih memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat yang temuat dalam pasal 

14 ayat 3(d) yakni harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam pasal 

17.  

Pasal 17 Ayat 1-3 

a. Di tiap-tiap desa atau daerah yang setingkat dengan itu dimana belum 

ada koperasi pertaniannya, dibentuk koperasi pertanian antara buruh-

buruh tani, pemilik-pemilik alat pertanian dan pemilik-pemilik tanah 

pertanian, terutama yang mempunyai tanah 2 hektar atau kurang.  

b. Mereka yang mendapat pembagian tanah menurut ketentuan Peraturan 

ini diwajibkan menjadi anggota koperasi pertanian tersebut.  

c. Anggota yang mendapat tugas tetap dalam menjalankan koperasi 

pertanian itu dianggap sudah memenuhi kewajiban yang dimaksudkan 

dalam pasal 14 ayat 3 huruf b. 
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5. Tahap-tahap Pelaksanaan Redistribusi Tanah 

Mengutip dari Nurhayati (2006:51) dalam proses redistribusi tanah 

tentu melalui tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, tahapan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Persiapan 

2. Penyuluhan kepada calon penerima redistribusi 

3. Identifikasi obyek (lokasi) dan subjek (peserta penerima redistribusi) 

4. Seleksi calon penerima redistribusi  

5. Pengukuran bidang-bidang Tanah 

6. Membuat Tugu Poligon 

7. Pemetaan topografi dan penggunaan tanah 

8. Checking realokasi. 

Hasil dari tahapan yang telah dilaksanakan pada bagian atas tersebut 

akan menghasilkan data berikut. 

1. Daftar inventarisasi obyek dan subjek penguasaan dan penggunaan 

Tanah 

2. Daftar calon penerima redistribusi 

3. Peta pengukuran rincikan 

4. Peta topografi 

5. Desain tata ruang dan realokasi DTR 

6. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi 

tanah 
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7. Setelah penerima redistribusi melunasi semua kewajibannya 

sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemerintah Hak 

Milik, selanjutnya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota untuk memperoleh sertifikat. 

6. Tujuan Redistribusi Tanah 

Redistribusi tanah merupakan bagian dari landreform, secara 

khusus landreform di Indonesia diarahkan untuk mencapai tiga aspek 

sekaligus, yaitu: 

a) tujuan sosial ekonomis 

1. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat 

hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada Hak Milik. 

2. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna 

mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat. 

b) tujuan sosial politis 

1. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah 

yang luas. 

2. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber 

penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud ada 

pembagian yang adil pula. 

c) tujuan mental psikologis 

1. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan 

jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah. 

2. Memperbaiki hubungan kerja petani dan penggarapnya. 
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Sebagai bagian dari landreform maka tujuan dilaksanakannya 

redistribusi tanah tidak lepas dari tujuan landreform yaitu sebagai berikut. 

a) Untuk menertibkan kedudukan hukum dari pada tanah-tanah yang 

dikerjakan atau diusahakan baik oleh para petani, badan usaha, 

perusahaan-perusahaan maupun pemerintah itu sendiri sesuai dengan 

pertimbangan-pertimbangan keadilan kemanusiaan dan sosial ekonomi. 

b) Membantu para petani penggarap atau buruh tani untuk mendapatkan 

Hak Milik Atas Tanah dan Tanda Bukti Hak yang berupa Sertifikat 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. 

c) Tujuan utama dari Redistribusi Tanah Obyek Landreform adalah untuk 

memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan 

pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan 

masyarakat petani  berupa tanah melalui pemberian Hak Milik Atas 

Tanah pertanian, sehingga diharapkan dengan  pembagian tanah 

tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata. 

d) Pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan penggunaan tanah obyek 

landreform. 

D. Kerangka Berpikir 

Dimulai dari permasalahan agraria yang terjadi di Kecamatan 

Punggelan ditimbulkan oleh keresahan petani penggarap terkait status 

kepemilikan atas tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah digarap 

bertahun-tahun. Keadaan tersebut kemudian menyebabkan terbentuknya 

kelompok tani yang dinamakan HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat 
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Banjarnegara). Kelompok tani tersebut dibentuk dengan tujuan untuk 

melakukan suatu gerakan sosial dengan bentuk gerakan yang dilakukan 

adalah gerakan reformasi dengan paradigma gerakan sosial adalah 

paradigma mobilisasi sumberdaya yang termasuk dalam paradigma gerakan 

sosial baru. Gerakan sosial tersebut dilakukan dengan tujuan meminta hak 

atas tanah kepada pemerintah melalui proses redistribusi tanah dengan 

melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, penyuluhan kepada calon 

penerima redistribusi, identifikasi obyek (lokasi) dan subjek (peserta 

penerima redistribusi), seleksi calon penerima redistribusi, pengukuran 

bidang-bidang tanah, membuat Tugu Poligon, pemetaan topografi dan 

penggunaan tanah, checking realokasi. Setelah melalui tahapan-tahapan 

proses redistribusi tanah disertai dengan gerakan sosial didalamnya maka 

masing-masing petani penggarap tersebut kemudian memperoleh sertifikat 

tanah dari pemerintah. 
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 Bagan 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 

Permasalahan Agraria 

di Kecamatan Punggelan 

Kelompok Sosial 

HITAMBARA 

Proses Redistribusi Tanah 

oleh Petani Penggarap 

Sertifikat Hak Milik Atas 

Tanah 

(Tanah menjadi milik petani 

penggarap) 

Latar Belakang Gerakan Sosial 

Tujuan Gerakan Sosial 

Bentuk Gerakan Sosial 

Paradigma Gerakan Sosial 

Gerakan Sosial dalam Proses 

Redistribusi Tanah 

1. Persiapan 

2. Penyuluhan kepada calon 

penerima redistribusi 

3. Identifikasi obyek (lokasi) 

dan subjek (peserta 

penerima redistribusi) 

4. Seleksi calon penerima 

redistribusi  

5. Pengukuran bidang-bidang 

Tanah 

6. Membuat Tugu Poligon 

7. Pemetaan topografi dan 

penggunaan tanah 

8. Checking realokasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Latar Penelitian 

Latar penelitian meliputi beberapa hal diantaranya jenis penelitian, 

lokasi penelitian, serta waktu penelitian dengan penjabaran sebagai 

berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Bogdan dan Biklen (dalam Rahmat, 2009:2) 

menyampaikan bahwa data-data yang dihasilkan dari pendekatan 

kualitatif ini berupa data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis 

maupun kata-kata lisan, data yang dihasilkan dapat memberikan 

gambaran yang menyeluruh dan jelas. Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk menguraikan dan menafsirkan proses dan atau interaksi sosial 

yang terjadi sesuai dengan data sesungguhnya yang ada di lapangan.  

Penelitian ini membahas mengenai gerakan sosial kelompok 

HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) sebagai 

gerakan sosial masyarakat Kecamatan Punggelan. Gerakan sosial ini 

dilakukan tidak lain oleh petani penggarap yang tergabung dalam 

kelompok sosial HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat 

Banjarnegara). Gerakan sosial yang dilaksanakan tidak lain bertujuan 

mempertahankan keadaan ekonomi petani penggarap dan upaya 

meningkatkan perekonomian mereka dengan mengajukan kepada 
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pemerintah untuk memberikan sertifikat hak  milik atas tanah kepada 

para petani penggarap. Dengan demikian para petani tidak lagi cemas 

apablia sewaktu-waktu tanah yang mereka garap di ambil pihak lain 

dan menyebabkan mereka kehilangan mata pencaharian. Demikianlah 

yang menjadi landasan penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mengumpulkan 

data penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Punggelan, 

Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dimana lokasi ini 

merupakan tempat terjadinya proses redistribusi tanah serta tempat 

berdirinya organisasi HITAMBARA (Himpunan Tani Maju 

Banjarnegara) yang beranggotakan masyarakat Kecamatan Punggelan 

dan merupakan petani penggarap yang tergabung dalam kelompok 

sosial tersebut. Proses dokumentasi dilaksanakan di kediaman Bapak 

Tuslim selaku sekretaris HITAMBARA serta di kediaman Bapak 

Sarkim selaku ketua HITAMBARA. Sementara proses wawancara 

dilaksanakan di kediaman masing-masing informan. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dalam kurun waktu 

kurang lebih dua bulan pada 9 Juni sampai dengan 26 Juli 2020. 
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B. Fokus Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, 

yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 

2017:55). Adanya fokus penelitian bertujuan agar pelaksanaan penelitian 

tidak meluas dan melenceng dari rencana awal penelitian. Fokus dari 

penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

1. Latar belakang berdirinya kelompok sosial HITAMBARA 

(Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara). 

2. Tahapan-tahapan pelaksanaan redistribusi tanah dimulai dari 

persiapan sampai diperoleh setifikat hak milik atas tanah. 

3. Tindakan yang dilaksanakan sebagai rangkaian gerakan sosial 

selama proses redistribusi tanah. 

Berdasar fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat 

disimpulkan bahwa penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan latar belakang berdirinya Kelompok HITAMBARA 

(Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), mendeskripsikan tahap 

pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kelompok 

HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), menganalisis 

gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA sebagai 

gerakan sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam proses 

redistribusi tanah. 
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C. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dimana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2006:129). Sumber data diberdakan menjadi dua macam 

berdasar pada sumber pengambilan data, yaitu sebagai berikut. 

1. Sumber Data Primer 

Arikunto (2006: 129) menyatakan bahwa sumber data primer 

adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan 

oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. 

Selanjutnya berdasar pendapat Lofland (dalam Moleong, 2016: 157) 

menyatakan bahwa sumber data utama atau disebut dengan sumber 

data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

dari orang-orang yang diamati (diobservasi) atau diwawancarai.  

Sumber data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan 

informan yang terkait dengan penelitian ini. Informan sebagai sumber 

data primer melalui wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.1. Daftar Nama Informan 

No Nama Jabatan/Pekerjaan 

1. Sarkim Ketua HITAMBARA 

2. Putut Biyakto Bendahara HITAMBARA 

3. Tuslim Sekretaris HITAMBARA 

4.  Andriyah Anggota HITAMBARA 

5. Wiarjo Anggota HITAMBARA 

6. Rudi Casrudi Anggota KPA 

7. Pram Taba Ketua Forum Sekolah Bersama 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat 

diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau 

mendengarkan (Jonathan, 2006: 209). Lebih lengkap Nugrahani 

(2014: 63) menuliskan dokumen atau arsip yang ada dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder, untuk  melengkapi data-

data yang telah digali melalui wawancara dengan informan. Dokumen 

yang dikumpulkan dapat berasal dari informan, pejabat pemerintah, 

maupun dari sumber lain. 

Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari 

dokumen-dokumen berupa sejarah perkebunan Eks. HGU PT 

Pakisadji Banjumas, latar belakang berdirinya HITAMBARA yang 

ditulis oleh pelopor berdirinya kelompok tersebut, gambar-gambar 

yang di ambil dalam kegiatan, surat-surat yang berkaitan dengan 

proses redistribusi tanah dan sumber-sumber lain yang dapat 

ditemukan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan 

diteliti serta berfungsi untuk melengkapi data primer. 

 

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh 

data. (Sugiyono, 2014:104). Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini ada dua cara sebagai berikut. 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan 

cara mengajukan pertanyaan kepada informan dengan tujuan untuk 

memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. 

Wawancara dilakukan secara mendalam sehingga diperoleh data  

dari pengalaman dan pendapat yang diceritakan oleh informan 

sebagai bahan dasar data yang akan dianalisis  (Raco, 2010: 116-

120). Teknik wawancara juga dikemukakan oleh Esterberg (dalam 

Sugiyono, 2017:115) yaitu: a) wawancara terstruktur, yakni dengan 

cara memberikan pertanyaan yang sama kepada informan dan 

kemudian dicatat oleh pengumpul data. b) wawancara semistruktur, 

yakni wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan 

permasalahan secara terbuku. c) wawancara tak berstruktur 

merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk mengumpulkan data. Dalam proses wawancara 

peneliti memerlukan beberapa peralatan diantaranya buku catatan 

dan pena, tape recorder, serta kamera. 

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan cara tak 

berstruktur dan bebas dengan memberikan kesempatan lebih luas 

kepada informan dalam memberikan informasi yang diperlukan. 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam wawancara yaitu peneliti 

memulai dan menyampaikan tujuan dilaksanakannya wawancara, 
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kemudian menyampaikan pertanyaan awal yang berkaitan dengan 

sejarah perkebunan dan sejarah terbentuknya HITAMBARA, 

selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun 

pada instrumen penelitian sesuai dengan fokus penelitian. 

Informan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu Bapak 

Sarkim selaku Ketua Kelompok HITAMBARA, Bapak Putut 

Biyakto selaku Bendahara HITAMBARA, Bapak Tuslim selaku 

Sekretaris Kelompok HITAMBARA, Ibu Andriyah selaku Anggota 

Kelompok HITAMBARA, Ibu Wiarjo selaku Anggota Kelompok 

HITAMBARA, Bapak Rudi selaku angota Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA), dan Pram Taba selaku Ketua Forum Sekolah 

Bersama (Sekber) Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

jangka waktu 9 Juni sampai dengan 26 Juli 2020. Penelitian 

dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang dikehendaki oleh 

informan dan responden dengan memperhatikan kesenggangan 

waktu sehingga proses pengumpulan data dapat diperoleh secara 

optimal. 

2. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data dokumentasi merupakan cara 

memperoleh data dengan mengumpulkan catatan-catatan penting 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan demikian data 

yang dihasilkan merupakan data yang sudah tersedia di lapangan 

(Basrowi & Suwandi, 2008: 158). Sebuah dokumen menunjukkan 
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waktu pada masa lampau sebagai bukti suatu peristiwa dan kejadian 

tertentu, dokumen sebagai sebuah data yang diperoleh tanpa campur 

tangan peneliti  memiliki kelebihan berupa keasliannya. Berdasar 

pendapat Ratna (dalam Nugrahani, 2014:144) membedakan sumber 

penelitian berupa dokumen menjadi tiga, yaitu: (a) tulisan, seperti 

buku, majalah, surat kabar, surat-surat pribadi, dan sebagainya; (b) 

gambar serta lambang, seperti foto, peta, lukisan, dan sebagainya; (c) 

monumen, seperti patung, benteng, dan sebagainya. Dokumen yang 

diambil sebagai data harus utuh dan lengkap, hal tersebut bertujuan 

untuk mempermudah dalam menangkap makna dan penafsirannya.  

Dokumentasi dalam penelitian tentang gerakan sosial 

kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah berupa 

dokumen kegiatan pelatihan serta rapat, baner kegiatan yang pernah 

dilaksanakan, buku-buku kegiatan, artikel yang pernah ditulis, surat 

undangan rapat, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

kegiatan gerakan sosial yang silaksanakan oleh HITAMBARA 

dalam proses redistribusi tanah sehingga dapat melengkapi data-data 

lain. 

 

E. Uji Validitas Data 

Sugiyono (2014: 267) menyampaikan bahwa uji validitas data 

dilakukan dengan tujuan mengetahui ketepatan antara data yang ada di 

lapangan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Denzin (dalam 

Moleong, 2016:330) membedakan triangulasi menjadi empat macam 
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dalam uji validitas data yaitu menggunakan sumber, metode, penyidik 

dan teori. Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam memeriksa 

keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Uji validitas data dengan teknik triangulasi sumber ialah dengan 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan padangan orang seperti rakyat biasa, orang yang memiliki 

jabatan, dan orang pemerintah. Dalam penelitian ini adalah 

membandingkan pendapat dan pandangan Ketua, Sekretaris, Bendahara, 

dan anggota HITAMBARA, anggota Konsorium Pembaruan Agraria 

(KPA), serta anggota Sekber yang turut mendampingi dalam proses 

redistribusi tanah ini. 

Kemudian teknik triangulasi metode yaitu dengan membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Yakni 

membandingkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sarkim 

selaku Ketua Kelompok HITAMBARA, Bapak Tuslim selaku Sekretaris 

Kelompok HITAMBARA, Ibu Andriyah selaku Anggota Kelompok 

HITAMBARA, Ibu Wiarjo selaku Anggota Kelompok HITAMBARA, 

Bapak Rudi selaku angota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan 

Pram Taba selaku Ketua Forum Sekolah Bersama (Sekber) Yogyakarta 

dengan isi dokumen seperti surat pernyataan penolakan perpanjangan 

Hak Guna Usaha oleh Bupati Banjarnegara, surat undangan, surat 

permohonan, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

proses redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan. 
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F. Teknik Analisis Data 

Basrowi dan Suwandi (2008: 91) memberikan penjabaran 

mengenai analisis data yang bertujuan untuk mengorganisasikan data 

dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan 

kode, dan mengkategorikannya. Data-data yang dianalisis merupakan 

data hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan di lapangan. 

Analisis data kualitatif dilaukan secara interaktif dan terus menerus 

sampai tuntas hingga datanya jenuh. Tahapan dalam analisis data 

kualitatif disampaikan oleh Miles & Huberman (2007) sebagai berikut. 

1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari 

proses wawancara berbentuk kata-kata baik tertulis, rekaman 

maupun bentuk lainnya. Data tersebut kemudian dilengkapi dengan 

hasil dokumentasi dari dokumen-dokumen yang diambil pada proses 

penelitian (Sugiyono: 2017). Pada tahap ini peneliti mengumpulkan 

data di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan 

yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman wawancara, dan 

mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan 

gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi 

tanah di Kecamatan Punggelan tersebut. 
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2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Dengan demikian tahap ini dilaksanakan bertujuan 

untuk memilih dan memilah data yang diperlukan dan sesuai dengan 

kebutuhan dalam penelitian dari hasil wawancara, dan dokumentasi. 

Dalam penelitian gerakan sosial ini data dokumentasi yang 

diperoleh dari berbagai pihak yaitu, Kelompok HITAMBARA, dari 

Konsorsium Pembaruan Agraria, serta dari Forum Sekolah Bersama 

di pilih dan di ambil dokumen-dokumen yang benar-benar 

diperlukan dan menyingkirkan dokumen-dokumen yang tidak 

diperlukan. Demikian dengan data hasil wawancara yang telah 

diperoleh kemudian di ambil yang penting dan sesuai dengan 

keperluan penelitian serta membuang bagian yang tidak diperlukan. 

Setelah melalui tanah reduksi data, kemudian akan dilaksanakan 

proses penyajian data. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yang baik membantu peneliti melakukan 

analisis kualitatif yang valid. Setelah data direduksi maka tahap 

berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk naratif (disajikan 

dalam bentuk tertulis). Tujuannya ialah untuk membantu 
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mempermudah dalam mendeskripsikan hasil temuan, sehingga akan 

lebih mudah dalam mengambil kesimpulan. Dengan demikian pada 

tahap ini peneliti melakukan penyajian data dari hasil reduksi data 

dalam bentuk naratif guna mendeskripsikan hasil penelitian yang 

dilakukan yaitu mengenai gerakan sosial kelompok HITAMBARA 

dalam proses redistribusi tanah. penyajian data juga dibuat dalam 

bentuk tabel dan bagan untuk mempermudah dalam memahami hasil 

penelitian. Selain hal tersebut turut disajikan didalamnya dokumen 

berupa gambar untuk melengkapi dokumen penelitian. 

4. Verivikasi/Kesimpulan 

Data yang telah disajikan kemudian dikerucutkan sehingga 

dapat dipetik suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk naratif. 

Data yang diperoleh harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokannya, yakni sebagai validitasnya. Verifikasi data dilakukan 

selama proses penelitian. Kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini 

dilakukan guna menjawab rumusan masalah tentang gerakan sosial 

kelompok HITAMBARA dalam proses Redistribusi tanah, dampak 

HITAMBARA terhadap redistribusi dan pasca redistribusi tanah, 

serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses redistribusi 

tanah. 

Selama proses penelitian data yang diperoleh dibandingkan 

baik dengan data dokumentasi maupun data wawancara antara satu 
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narasumber dengan narasumber lainnya sehingga diperoleh data 

yang valid. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh setelah data 

yang dikumpulkan dirasa dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

Berikut merupakan skema teknik analisis data berdasar penjabaran di 

atas: 

 

Bagan 3.1. Komponen dalam analisis data (interactive model) 

Sumber Miles dan Huberman (2007:20) 
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Penarikan Kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) 

a. Latar Belakang dan Profil HITAMBARA 

Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) 

merupakan kelompok sosial dengan anggota petani penggarap yang 

menduduki perkebunan bekas HGU PT Pakisadji Banjumas.  Kelompok ini 

dapat terbentuk berawal dari datangnya organisasi Sekolah Bersama 

(SEKBER) dari Yogyakarta dalam rangka penelitian tanah-tanah Hak Guna 

Usaha (HGU) yang ditelantarkan salah satunya adalah Eks. HGU PT 

Pakisadji Banjumas. Sebagaimana disampaikan dalam surat ijin penelitian 

dari Forum Sekolah Bersama dengan Nomor 053/A/LP-KSB/VI/2013 yang 

diwakili oleh Agus Bintoro, Faturahman, Taufiq Hidayat dan Diah 

Purnamasari. Dari situlah masyarakat tahu bahwa tanah tersebut merupakan 

tanah negara bebas.  

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rudi bahwa:  

yang membedakan kelompok HITAMBARA dengan kelompok 

sosial lainnya, bahwa HITAMBARA merupakan kelompok tani 

miskin yang berdomisili di sekitar wilayah perkebunan yang 

mengalami ketimpangan Agraria di Ex Perkebunan PT Pakisadji 

Banjumas. (Wawancara 15 Juni 2020) 

 

Terbentuknya oganisasi HITAMBARA merupakan kesadaran dari 

beberapa kelompok tani yang sejak tahun 1990an menduduki perkebunan  

bekas HGU PT Pakisadji. Selain itu Bapak Rudi Casrudi yang merupakan 
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Ketua Rukun Tani Indonesia (RTI) yang berkoordinasi dengan organisasi 

Sekber turut berperan besar didalamnya. RTI bersama organisasi Sekber 

pada 27 April 2013 datang ke Banjarnegara berbekal data dari Dirjen 

Perkebunan tahun 2006 bertemu dengan petani penggarap. Kurang dari dua 

bulan, terbentuklah organisasi-organisasi tani dari tiga desa, meliputi: 

Pertama, Paguyuban Tani Srawa Dadi di desa Jembangan dengan ketua 

Bapak Hartoyo. Kedua, dari Desa Punggelan terdapat tiga kelompok tani 

yaitu Kelompok Tani Harapan Kita diketuai oleh Bapak Tuslim, Kelompok 

Tani Giri Sarana diketuai oleh Sugiyanto, dan Marga Jaya diketuai oleh 

Bapak Sarkim. Ketiga, Desa Karangsari dengan nama Tunas Makmur yang 

diketuai oleh Kisamto. Sebagaimana data penggarap yang diperoleh dalam 

proses penelusuran berikut ini. 

Tabel 4.1 Data Kelompok Tani HITAMBARA 

No Nama Kelompok Desa Ketua Kelompok 

1. Marga Jaya  Punggelan Sarkim 

2. Srawa Dadi Jembangan Hartoyo 

3. Harapan Kita Punggelan Tuslim 

4. Giri Sarana Punggelan Sugiyanto 

5. Tunas Makmur Karangsari Kismanto 

Sumber: Dokumen HITAMBARA 

 

Informasi selaras diperoleh berdasar hasil wawancara dengan Pram 

Taba selaku ketua komite organisasi Forum Sekber Yogyakarta sebagai 

berikut. 

HITAMBARA terbentuk tahun 2013, atas inisasi masyarakat 

Banjarnegara di Kecamatan Punggelan yang di konsolidasikan oleh 

kawan-kawan organisasi Forum Sekolah Bersama (SEKBER), dalam 

strateginya kawan-kawan SEKBER melakukan pendekatan empiris 

dengan langsung terjun ke basis petani penggarap yang menggarap 

lahan bekas Perkebunan Pakisadji yang sudah tidak beroperasi 

dengan cara menggali informasi soal tanah bekas perkebunan 



50 
 

 
 

tersebut di para petani penggarap, setelah itu kawan-kawan SEKBER 

kemudian melakukan diskusi internal untuk memastikan bahwa 

perjuangan secara politik untuk kaum tani harus di lakukan dengan 

berdasarkan beberapa data yang didapatkan dalam penelitian 

kualitatif tersebut, sehingga kawan-kawan SEKBER mendorong para 

petani penggarap di Kecamatan Punggelan tersebut untuk melakukan 

perjuangan politik dengan membentuk organisasi tani yang di 

singkat HITAMBARA pada Tahun 2013. (Wawancara 15 Juli 2020) 

 

Dari kelima kelompok tersebut pada tanggal 2 Juni 2013 

memutuskan untuk membentuk sebuah wadah persatuan organisasi dan 

diberi nama Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA). 

Pada kesempatan tersebut dipilih Bapak Sarkim sebagai ketua dan Bapak 

Tuslim sebagai Sekretaris serta Bapak Puput Biyakto sebagai bendahara. 

Adapun bagan struktur organisasi Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara 

(HITAMBARA) sebagai berikut. 

 

 
Bagan 4.1 Struktur Organisasi HITAMBARA 

Sumber Dokumen HITAMBARA 

 

 



51 
 

 
 

Informasi yang sama juga diberikan oleh Bapak Tuslim berikut ini. 

Jadi seiring berjalannya waktu, setelah sekian puluh tahun petani 

penggarap beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang 

sudah disertifikat menjadi milik pengusaha tersebut. Tapi datanglah 

organisasi yang mengatasnamakan Sekolah Bersama dari Jogja 

melaksanakan penelitian menganai Tanah-Tanah bekas Hak Guna 

Usaha (HGU) yang ditelantarkan. Dari mahasiswa menanyakan 

kronologi dan apa keinginan masyarakat, kemudian masyarakat 

menyampaikan kalau bisa dan ada payung hukumnya ya kami 

menginginkan tanah tersebut menjadi hak milik. Dari situ 

masyarakat menuntut, kalau bisa tolong berikan bukti-bukti yang 

bisa untuk menguatkan kami dalam hukum. Kemudian Sekber 

memberikan surat penolakan Bupati terkait penolakan perpanjangan 

HGU, surat SK tanah terlantar, dan Surat HGU sudah habis. 

(Wawancara 13 Juni 2020) 

 

Bapak Tuslim melanjutkan bahwa: 

Setelah itu barulah kami berupaya mengumpulkan tokoh-tokoh 

penggarap yang berada di sekitar, setelah dikumpulkan kemudain 

diberi petunjuk dengan mengadakan sosailisasi dan lain sebagainya, 

barulah masyarakat tahu bahwa tanah tersebut sudah habis masa Hak 

Guna Usahanya dan bukan tanah PT. Dan masyarakat mulai 

mengetahui apa itu tanah negara, tanah pemerintah, dan tanah hak 

milik. (wawancara 13 Juni 2020) 

 

 

Gambar 4.1 Berkas Sosialisasi Status Tanah Kepada Penggarap 

Sumber Dokumen HITAMBARA 
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b. Kondisi Obyektif Masyarakat Sekitar Perkebunan 

Keadaan ekonomi petani penggarap sangat jauh dari kata mapan, 

mayoritas dari mereka menggantungkan hidup pada tanah dengan luasan 

rata-rata 1000m2, bahkan tidak sedikit petani yang hanya memiliki tanah 

untuk tempat tinggal saja. Dengan demikian mereka hanya menggantungkan 

hidup pada tanah Eks PT Pakisadji tersebut. Dengan penghasilan sebagai 

petani dan buruh tani tentu saja tidak mampu memberi kehidupan yang 

“layak”, bahkan sebagian dari mereka memproduksi gula jawa dengan cara 

tradisional untuk memperoleh pendapatan tambahan. Taraf pendidikan yang 

dimiliki petani penggarap memang tergolong rendah, sebagian besar jenjang 

pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Pertaman (SMP) sebagaimana dokumen mengenai data 

penggarap yang diperoleh dalam proses penelusuran, hal tersebut 

disebabkan tidak lain adalah kondisi ekonomi yang kurang mendukung. 

Berikut data pendidikian petani penggarap. 

Tabel 4.2 Data Tingkat Pendidikan Petani Penggarap 

Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 

Tidak Tamat SD 15 

Tamat SD 140 

Tamat SMP 37 

Tamat SLTA 12 

Sumber: Dokumen HITAMBARA 

 

Ibu Andriyah menyampaikan berikut ini: 

Kalau sampai tanah tersebut menjadi hak milik atau dimanfaatkan  

pihak lain sudah tidak tahu lagi bagaimana nasib petani penggarap 

yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil garapan di 

tanah itu. Sebagian dari anggota HITAMBARA juga ada yang 

benar-benar cuma punya tanah untuk rumah yang ditinggali saja. 
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Apalagi kami petani penggarap kan bukan dari kalangan orang-orang 

berpendidikan. (wawancara 11 Juni 2020) 

 

Selaras dengan pendapat Ibu Wiarjo yang menyatakan bahwa: 

Awal terbentuknya HITAMBARA seperti membuka jalan bagi kami 

orang-orang yang tidak tahu kalau ternyata tanah itu bukan milik PT 

serta bagaimana cara supaya punya sertifikat dan kekuatan hukum 

atas tanah tersebut. Kami dulu sangat cemas, takut jika sewaktu-

waktu kehilangan tanah garapan kami. Ya bagaimana lagi 

pendidikan kami tidak tinggi, bisa di bilang kami tidak memakan 

bangku sekolah jadi masalah hukum tidak begitu mengerti. 

(Wawancara 11 Juni 2020) 

 

c. Tujuan Dibentuknya HITAMBARA 

Tujuan dibentuknya organisasi HITAMBARA (Himpunan Tani 

Masyarakat Banjarnegara) adalah untuk memperjuangkan agar tanah 

terlantar bekas HGU PT Pakisadji Banjumas tersebut bisa diredistribusi 

kepada petani penggarap. Hal tersebut sesuai dengan Surat Penetapan 

Anggota 04/HITAMBARA/III/14 yang ditandatangani oleh Ketua 

HITAMBARA dan Bapak Solikhun selaku Kepala Desa Punggelan pada 

tahun 2014. Berdasar surat keterangan tersebut jumlah anggota 

HITAMBARA adalah 256 orang yang kemudian pada 16 Agustus 2019 

mengalami perubahan sebagaimana Surat Keterangan Nomor 

07/HTMB/VIII/2019 menjadi 228 orang. Keseluruhan anggota merupakan 

petani penggarap yang menduduki perkebunan Eks. PT Pakisadji Banjumas. 

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Sarkim selaku Ketua 

HITAMABARA, sebagai berikut: 

Tujuan dibentuknya HITAMBARA ya untuk memperjuangkan Hak 

Milik Atas Tanah yang sudah petani garap selama berpuluh-puluh 

tahun ini, supaya mendapat sertifikat. Dengan begitu kami memiliki 
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hak yang legal secara hukum, jadi terjawab sudah keresahan kami 

apabila tanah ini sudah diredis. (wawancara 10 Juni 2020) 

 

Pendapat yang sama disampaikan oleh Pram Taba selaku Ketua 

Organisasi Sekber berikut ini. 

Agar kaum tani mendapatkan kedaulatan atas tanah mereka, ini 

untuk tujuannya. Dan implikasinya adalah kaum tani harus sejahtera, 

baik dalam memiliki tanah dan berproduksi dengan baik, secara 

ekonomi maupun politik.Sekber hanya mendampingi, sebab kaum 

tani hanya bisa mendapatkan kadaulatannya dari meraka sendiri. 

(Wawancara 15 Juli 2020) 

 

d. Keuangan HITAMBARA 

Berdasar proses penelusuran ditemukan dokumen keuangan 

HITAMBARA. Terdapat informasi didalamnya bahwa keuangan 

HITAMBARA selama proses redistribusi tanah diperoleh dari iuran 

anggota. Iuran tersebut dikumpulkan melalui sistem penarikan yang 

dilakukan oleh masing-masing kelompok dari 5 kelompok tani yang 

tergabung dalam HITAMBARA. Tiap kelompok tani memiliki 

penanggungjawab keuangan, setiap penanggungjawab bertugas untuk 

melaporkan kepada bendahara utama HITAMBARA mengenai keuangan 

yang terkait dengan organisasi HITAMBARA. Keluar-masuknya keuangan 

HITAMBARA disampaikan dalam beberapa pertemuan sebagai bentuk 

transparansi anggaran. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Putut 

Biyakto bahwa: 

Keuangan HITAMBARA itu berasal dari iuran anggota. Jadi kalau 

ada keperluan apapun ya ambil dari uang kas anggota. Dan itu 

ditarik oleh masing-masing bendahara kelompok tani di daerah 

masing-masing yang lima itu. Dari bendahara itu baru disetorkan ke 

HITAMBARA. Terkait laporan dan lainnya biasanya disampaikan 
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berbarengan dengan acara-acara tertentu yang juga berkaitan dengan 

pengeluaran HITAMBARA. (Wawancara 14 Juni 2020) 
 

 

 
Gambar 4.2 Penanggungjawab Keuangan 

Sumber Dokumen HITAMBARA 

 

2. Proses Redistribusi Tanah 

Dalam proses penelitian ditemukan dokumen berisi data yang 

menyatakan bahwa pihak PT Pakisadji Banjumas sempat melayangkan surat 

nomor 47/UI/PB/PB 2010 tertanggal 9 Juli 2010 perihal permohonan 

rekomendasi  perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Bupati 

Banjarnegara serta mengirimkan surat nomor 50/VII/PB/2010 perihal 

permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Juli 2010. Pada saat 

pengajuan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut dilaksanakan PT 

Pakisadji Banjumas berada dibawah pimpinan Bapak Aloysius Robby 

Tatontos.  

Pada tanggal 15 Juni 2010 dilakukan pengidentifikasian dan penelitian 

tanah terlantar Hak Tanah (HAT) Dasar Penguasaan Tanah (DPAT). 
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Pelaksanaan identifikasi dan penelitian tersebut didasarkan pada surat yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa Punggelan dan pelaksana identifikasi dan 

penelitian, meliputi: 

Tabel 4.3 Pelaksana identifikasi 

No. Nama Jabatan 

1. Sartiyah Kepala Desa Punggelan 

2. S. Hartoyo, SH. BPN-Banjarnegara 

3. Sarbini Petani Penggarap 

4. Sarkim Kepala Dusun 5 Punggelan 

Sumber: Dokumen HITAMBARA 

Hasil dari identifikasi dan penelitian tersebut diantaranya adalah, 

alasan penyebab terjadinya tanah terlantar yaitu “tanah sudah tidak diurus oleh 

pihak perkebunan. PT Pakisadji Banjumas sudah tidak melaksanakan usaha 

sesuai perijinan serta pemegang HGU sudah tidak berada ditempat sejak 1 

November 1997”. Perolehan data tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk 

memberikan ijin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Pakisadji 

Banjumas. Keterangan yang sama juga diberikan oleh Bapak Tuslim berikut 

ini. 

Jadi itu pada tahun-tahun setelah perkebunan tidak lagi dimanfaatkan 

oleh PT dan berubah menjadi hutan, dari masyarakat menggarap 

lahan tersebut dengan persetujuan dari pihak PT, akan tetapi karena 

tanaman utama yaitu kopi sudah tidak ada maka wajar jika hasil 

identifikasinya seperti yang tertulis dalam surat. Kemudian dari 

pihak pengelola juga sudah tidak di rumah dinas di tahun kedua saat 

petani diijinkan masuk menggarap lahan. Dan pada saat 

dilaksanakan identifikasi akhirnya diperoleh data yang demikian itu. 

Sehingga tidak lagi diberikan ijin perpanjangan HGU. (Wawancara 

13 Juni 2020) 

 

Berdasar hasil identifikasi dan penelitian yang telah dilaksanakan 

maka, surat permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT 
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Pakisadji Banjumas di tolak oleh Bupati Banjarnegara Drs.Ir.Djasri.,MM.MT 

melalui surat Nomor 525.3/3134 yang menyatakan bahwa berdasaar hasil 

kunjungan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai yaitu. 

a. Tanaman yang ada mayoritas adalah ketela pohon, albasia dan kapulaga, 

hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) point b. Melaksanakan usaha 

pertanian, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan 

persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. 

b. Lahan yang menjadi hak PT Pakisadji Banjumas dikelola oleh masyarakat, 

hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) point e. Mengusahakan sendiri 

tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi terkait. 

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Tuslim, sebagai berikut. 

Pada proses awal sekali itu, sebelumnya dari pihak PT Pakisadji 

Banjumas sudah mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), 

tapi dari Bapak Bupati Banjarnegara menolak karena beberapa hal 

yang tertulis di perijinan tidak sesuai dengan hasil kunjungan yang 

dilakukan di perkebunan. Karena memang perkebunan sudah digarap 

oleh masyarakat dan dari pihak PT sudah lepas tanggung jawab atau 

sudah tidak lagi mengurus perkebunan dan tanaman kopi yang 

ditebang oleh orang perusahaan untuk menggantikan kayu bakar 

dibiarkan begitu saja. Yang ada di perkebunan juga tidak sesuai 

dengan yang ada di perijinan karena setelah ditebang itu tanaman yang 

tersisa ya tinggal yang di tanam oleh penggarap. (Wawancara tanggal 

9 Juni 2020) 

 

Akhir tahun 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jawa Tengah 

mengadakan pertemuan di Balai Desa Punggelan dan dihadiri oleh perwakilan 

petani penggarap bekas PT Pakisadji Banjumas. Dalam pertemuan tersebut 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyampaikan bahwa izin PT Pakisadji 
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Banjumas sudah habis dan petani boleh menggarap lahan tersebut namun tidak 

boleh merasa memiliki. Sebagaimana termuat dalam laporan penelitian yang 

dilakukan oleh Zuhriyati (2016: 18) bahwa “pertemuan yang diadakan 

DISHUBTUN (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) Banjarnegara yang 

mengundang petani penggarap bekas PT Pakisadji Banjumas, perangkat Desa 

dan Kecamatan. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut DISHUBTUN 

menyampaikan atau memberikan peringatan kepada seluruh Petani penggarap 

lahan bahwa “ijin PT Pakisadji sudah habis dan warga boleh saja menggarap 

lahan, namun tidak boleh merasa memiliki lahan tersebut”.  

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Sarkim selaku ketua 

Kelompok HITAMBARA sebagai berikut. 

Saya ingat dulu pada saat ada acara di Balai Desa, disampaikan oleh 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan bahwasanya petani boleh 

menggarap tanah tersebut tapi tidak boleh merasa memiliki seperti itu. 

(Wawancara 10 Juni 2020) 

 

Di lain kesempatan Bapak Tuslim sebagai sekretaris Kelompok 

HITAMBARA juga menyampaikan informasi yang sama bahwa: 

Jadi begini, dulu kan pernah ada pertemuan di Balai Desa Punggelan, 

tahun 2012 akhir. Sebenarnya tanah itu dulunya oleh Dinas Kehutanan 

tidak boleh diakui sebagai hak milik. Jadi mereka menyampaikan 

bahwa petani diijinkan untuk memanfaatkan lahan tersebut tetapi tidak 

boleh merasa memiliki. (Wawancara 13 Juni 2020) 

 

Berikutnya sebagaimana dokumen dari Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA) yang diperoleh dalam proses penelitian, pada tahun 2013 

setelah dibentuknya Kelompok HITAMBARA berdasar surat keterangan 

penetapan anggota, agenda pertama yang dilaksanakan oleh Kelompok 

HITAMBARA adalah melaksanakan audiensi dengan BPN Kabupaten 
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Banjarnegara. Audiensi tersebut dilaksanakan bulan Juni 2013. Hasil audiensi 

tersebut diantaranya adalah diperolehnya kejelasan terkait status tanah bekas 

HGU PT Pakisadji Banjumas serta, menanyakan perkembangan atas usulan 

pertama petani penggarap untuk menjadikan tanah bekas HGU tersebut sebagai 

tanah terlantar. Kemudian dari pihak BPN Banjarnegara menyarankan untuk 

membahas terkait kebijakan dengan BPN Jawa Tengah.  

Agenda berikutnya yang dilaksanakan oleh HITAMBARA adalah 

melaksanakan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah. 

Audiensi dilaksanakan pada 24 Juli 2013 dan dipimpin langsung oleh Kepala 

Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah. HITAMBARA hadir bersama dengan RTI 

dan Sekber ke Kanwil Jawa Tengah dengan target meminta tanah bekas Hak 

Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji. Audiensi tersebut mendapat apresiasi atas 

tujuan kaum tani tersebut. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah akan 

selalu berpihak pada kaum tani dan akan memfasilitasi pertemuan antara petani 

penggarap dengan pihak PT Pakisadji Banjumas.  

Akan tetapi janji tersebut tidak terealisasi, sehingga pada pertengahan 

bulan Januari 2014 perwakilan dari Kelompok HITAMBARA kembali 

mendatangi Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah dengan hasil Kanwil akan 

mensegerakan pertemuan antara petani penggarap dengan pihak PT Pakisadji 

Banjumas. Berikutnya pada Februari 2014 dari pihak Kanwil BPN Jawa 

Tengah memberikan konfirmasi bahwa untuk meminta tanah tersebut harus 

ditanyakan pada BPN Pusat. Sehingga pada tanggal 22 Februari 2014 dengan 

didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah, Kelompok 
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HITAMBARA mengirimkan surat audiensi ke BPN pusat di Jakarta. Audiensi 

tersebut dilaksanakan pada 5 Maret 2014.  

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Sarkim dalam proses 

wawancara sebagai berikut. 

Dulu pernah melaksanakan audiensi berturut-turut, mulai dari audiensi 

dengan BPN Banjarnegara, BPN Jawa Tengah dan BPN Pusat di 

Jakarta. Karena dulu dari hasil audiensi-audiensi yang dilaksankan 

intinya harus berdasar pengetahuan dari BPN yang kedudukannya 

lebih tinggi sampai pada akhirnya audiensi dilaksanakan juga dengan 

BPN pusat di Jakarta. Pelaksanaannya itu di awal-awal perjuangan 

sekitar tahun 2013 sampai 2014 itu yang betul-betul kami melakukan 

audiensi berturut-turut untuk melancarkan proses permohonan hak 

atas tanah. (Wawancara 10 Juni 2020) 

 

Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tuslim 

berikut ini. 

Dalam proses pengajuan permintaan Hak Atas Tanah, pertama 

HITAMBARA melaksanakan audiensi dengan BPN Banjarnegara 

dengan tujuan memperoleh kepastian status tanah. Terus disarankan 

juga dari pihak BPN Banjarnegara agar kami membahas terkait 

pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan kebijakan yang tadinya 

kami sampaikan kepada BPN Banjarnegara untuk dibahas dengan 

BPN Jawa Tengah. Kemudian dilaksanakanlah audiensi dengan BPN 

Jawa Tengah pada bulan berikutnya yaitu bulan Juli 2013 didampingi 

oleh KPA dan dari Sekber juga dengan tujuan meminta Hak Atas 

Tanah tersebut. Kemudian awal tahun 2014 berdasar informasi dari 

BPN Jawa Tengah bahwa untuk meminta tanah Bekas HGU PT 

Pakisadji Banjumas harus bertanya pada BPN Pusat, sehingga kami 

melakukan audiensi dengan BPN Pusat. (Wawancara 13 Juni 2020) 

 

Dalam proses dokumentasi ditemukan data yang memuat dasar-dasar 

hukum yang menjadi alasan mengapa Kelompok HITAMBARA mengajukan 

usulan agar tanah Eks Hak Guna Usaha (HGU) diberikan kepada petani 

penggarap, diantaranya adalah, masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) PT 

Pakisadji telah berakhir dan Bupati Banjarnegara menolak adanya 
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perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Adanya PP. 40/1996 Pasal 3 ayat 2 dan 

Pasal 17 serta pasal 12. Berikutnya adalah PP 11/2010 dimana didalamnya 

memuat bahwa tanah tersebut dapat didayagunakan untuk kepentingan 

masyarakat. Peraturan dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang 

didalam peraturannya tanah dengan keadaan sebagaimana tersebut dapat 

diberikan kepada petani penggarap. Selanjutnya adalah PP. 224/1961 yang 

mengatur hal-hal tersebut. 

Kemudian berdasar surat-surat yang ditemukan dalam proses 

dokumentasi, pada 6 Maret 2014 KOMNASHAM meminta klarifikasi 

mengenai Eks HGU PT Pakisadji Banjumas kepada BPN Jawa Tengah, dan 

pada 26 Mei 2014 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah 

mengirimkan berkas yang berisi data-data terkait klarifikasi tanah Eks HGU PT 

Pakisadji Banjumas tersebut. Setelah surat klarifikasi diterima, pihak 

KOMNASHAM menyampaikan melalui surat pada 2 April 2015 kepada 

HITAMBARA untuk mempelajari klarifikasi yang diberikan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN)  Jawa Tengah dalam waktu 30 hari. 

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Tuslim sebagai berikut. 

Kelanjutan dari audiensi yang telah dilaksanakan bersama dengan 

BPN Pusat adalah klarifikasi mengenai Eks HGU PT Pakisadji 

Banjumas yang diminta oleh Komnas HAM kepada BPN Jawa 

Tengah, kemudian klarifikasi yang telah disampaikan oleh BPN 

tersebut HITAMBARA diberi kopiannya beserta surat yang 

menyatakan bahwa klarifikasi yang diminta oleh komnas HAM 

kepada BPN telah diterima dan HITAMBARA diminta untuk 

dipelajari selama beberapa waktu. (Wawancara 13 Juni 2020) 
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3. Strategi Gerakan Sosial dalam Mencapai Tujuan 

Beberapa strategi gerakan sosial dilaksanakan oleh Kelompok 

HITAMBARA guna memperoleh hak atas tanah. Dalam perjuangannya 

Kelompok HITAMBARA bekerjasama dengan Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA) yakni melalui jalan beberapa orang dari Kelompok 

HITAMBARA bergabung menjadi anggota KPA, tidak lain dengan tujuan agar 

proses permintaan tanah menjadi hak milik tersebut melalui langkah-langkah 

yang tepat karena didampingi oleh pihak yang memahami permasalahan 

agraria, serta mengurangi kemungkinan-kemungkinan adanya permainan dari 

pihak lain karena tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman di 

bidang permasalahan agraria tersebut. Informasi yang sama disampaikan oleh 

Bapak Tuslim dalam proses wawancara berikut ini. 

Ceritanya HITAMBARA kan bekerjasama dengan KPA. Untuk 

menangani masalah ini HITAMBARA jelas belum tau bagaimana 

langkah-langkahnya. Jadi HITAMBARA meminta bantuan kepada 

KPA untuk menangani permasalahan tanah tersebut. Dan dari 

HITAMBARA akhirnya masuk sebagai anggota KPA. Banyak sekali 

agenda-agenda yang dilaksanakan oleh KPA, beberapa agenda yang 

dijalankan KPA organisasi HITAMBARA turut terlibat didalmnya. 

Tidak lain guna memberikan pengetahuan lebih kepada kami, 

sehingga lebih mudah dalam proses yang harus kami lalui karena 

sudah berbekal pengetahuan. Selain itu karena kerjasama dengan KPA 

juga pada akhirnya HITAMBARA lebih mudah diterima di kantor-

kantor pemerintahan dan beberapa hal lain yang sangat membantu 

HITAMBARA. (Wawancara 13 Juni 2020) 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rudi selaku Staf 

Pengemabangan Organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebagai 

berikut. 

Sejak awal berdiri HITAMBARA banyak bekerjasama dengan KPA, 

karena tidak banyak organisasi yang memahami seluk-beluk masalah 
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agraria di Indonesia. Karena KPA adalah organisasi tani nasional 

maka sudah tepat jalan yang diambil oleh HITAMBARA bergabung 

dengan KPA maka, HITAMBARA banyak mendapatkan kesempatan 

atau dipermudah bertemu dengan para pihak di Jawa Tengah (Kanwil 

Pertanahan Semarang, Kantor Pertanahan Banjarnegara, Bupati 

Banjarnegara), melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh KPA 

untuk  melanjutkan percepatan redistribusi tanah. (Wawancara 15 Juni 

2020) 

 

Berbagai dukungan dalam proses redistribusi tanah diberikan oleh 

KPA dan Forum Sekolah Bersama. Mulai dari pendidikan yang diberikan 

kepada anggota Kelompok HITAMBARA sehingga pengetahuan mengenai 

bagaimana penyelesaian permasalahan reforma agraria ini menjadi bertambah, 

hingga berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh KPA dan berguna untuk 

mendukung redistribusi tanah tersebut agar segera terlaksana juga difasilitasi 

dan didanai oleh KPA. Hal tersebut turut disampaikan oleh Bapak Tuslim 

bahwa: 

Dalam beberapa kegiatan yang diikuti HITAMBARA dananya itu 

bukan dari HITAMBARA. Jadi seperti misalnya KPA mengadakan 

kegiatan-kegiatan tertentu dan HITAMBARA turut serta didalamnya, 

ya itu difasilitasi oleh KPA. Akan tetapi dampaknya juga dirasakan 

oleh HITAMBARA karena hal-hal yang terlaksana merupakan 

bagian-bagian penting yang harus dilaksanakan HITAMBARA terkait 

redistribusi tanah tersebut. (Wawancara 9 Juni 2020) 

 

Pendapat tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Rudi 

berikut ini. 

Dalam memperoleh Hak Atas Tanah HITAMBARA berjuang bersama 

dengan KPA. Perjuangan itu dilakukan dengan berbagai macam cara. 

Demonstarasi, dengar pendapat dengan presiden, menteri ATR BPN, 

baik dilakukan ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten. Sudah 

beberapa kali HITAMBARA ikut ke Jakarta Demonstrasi, begitu juga 

pertemuan dengan ATR BPN tingkat provinsi yang difasilitasi KPA. 

Dan terakhir pada saat awal-awal Bupati di lantik kami pernah 

menghadap dengan bupati menyampaikan masalah yang dihadapi oleh 

HITAMBARA. (Wawancara 15 Juni 2020) 
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Sementara itu bantuan yang diberikan oleh Organisasi Forum Sekolah 

bersama berupa pendidikan dan pendampingan dalam segi pengetahuan politik 

juga dilakukan. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh Sekber dengan cara 

menyatu dengan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Pram Taba 

berikut ini. 

Kerjasama dalam bentuk berjejaring, yaitu dalam bentuk pendidikan 

politik, tetapi  hitambara tidak terkoptasi dengan menjaga 

independensi demi kemandirian organsisi. Petani penggarap mulai 

perlahan memahami perjuangan politik  dan memahami hak-hak 

mereka atas tanah lewat pendidikan politik, dengan memahami 

hukum-hukum formal. (Wawancara 15 Juni 2020) 

 

Berbagai kegiatan maupun kerjasama yang dilaksanakan KPA, Sekber 

dan HITAMBARA berkaitan dengan proses redistribusi tanah diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

a. Pemetaan Partisipatif 

Kemudian guna memenuhi syarat dan ketentuan sertifikasi, 

HITAMBARA menjalin komunikasi dengan JKPP (Jaringan Kerja 

Pemetaan Partisipatif) yang dibantu oleh KPA. Tujuannya adalah untuk 

melakukan pemetaan di area bekas perkebunan dan untuk menggambarkan 

perencanaan pembangunan infrastruktur. Pemetaan ini dilakukan oleh 

beberapa anggota HITAMBARA bersama dengan Fasilitator dari Anggota 

Individu JKPP Bogor, S. Diyantoro yang berdomisili di Wonosobo, Jawa 

Tengah. Dalam proses pemetaan partisipatif yang dilakukan secara mandiri 

oleh beberapa anggota HITAMBARA bermanfaat sebagai sarana 

pendidikan oleh KPA. 
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Dengan demikian HITAMBARA mengetahui manfaat teknologi dan 

bagaimana mengoperasikannya, kemudian menjadi lebih memahami apa 

fungsi dan tujuan dilaksanakannya pemetaan partisipatif. Selain itu 

kerjasama tim dalam organisasi menjadi lebih terlatih karena selama proses 

pemetaan sampai titik kordinat ditemukan, anggota yang turun langsung 

dilapangan saling melengkapi satu sama lain dalam prosesnya. Dengan 

demikian proses pendidikan guna memperkuat organisasi berhasil 

dilakukan. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Rudi berikut ini. 

Pelaksanaan pendidikan ini dengan melibatkan beberapa pengurus 

untuk bisa memahami fungsi dan tujuan pemetaan partisipatif. Peserta 

didik untuk bisa menggunakan GPS untuk mengambil titik kordinat 

seluruh garapan milik petani. HITAMBARA membuat tim pemetaan 

partisipatif untuk memetakan subyek dan obyek kordinat dilapangan, 

selanjutnya hasil pengambilan titik kordinat diserahkan ke KPA dan 

oleh KPA titik kordinat tersebut digambar (eksisting) dan selanjutnya 

KPA dengan timnya melakukan klarifikasi peta yang sudah tersebut. 

(Wawancara 15 Juni 2020) 

 

Selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Tuslim 

bahwa: 

Untuk melengkapi dokumen redistribusi tanah kan harus disertakan 

peta. Akhirnya dibantu dari oleh KPA HITAMBARA membuat peta 

perkebunan. Dari HITAMBARA juga melakukan kerjasama dengan 

pihak JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) dalam proses 

pembuatan peta yang didalmnya juga termuat rencana tata guna lahan. 

Kerjasama dengan pihak JKPP dilakukan secara lisan tanpa surat 

menyurat karena dari anggota Sekber ada yang di JKPP juga. 

(Wawancara 13 Juni 2020)  
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Gambar 4.3 Pelatihan Pemetaan Partisipatif 

Sumber Dokumen KPA 

 

Usai proses pemetaan partisipatif tersebut dilaksanakan maka 

diperoleh hasil berupa:  

1) adanya peta hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh 

masyarakat yang  tergabung ke dalam kelompok tani Himpunan Tani 

Masyarakat Banjarnegara, yang akan dijadikan perencanaan lahan 

kelola masyarakat. 2) adanya 3 orang kader pemetaan hasil pelatihan 

yang akan membantu kerja-kerja pemetaan di wilayah Jawa Tengah. 

Sumber: https://jkpp.org (17 Juni 2020) 

 

 
Gambar 4.4 Peta Rencana Tata Guna Lahan 

Sumber Dokumen HITAMBARA 

b. Musyawarah Nasional VII KPA 2016 

Dalam dokumen laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jendral 

Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2013-2016, yang disampaikan 

pada Musyawarah Nasional VII Konsorsium Pembaruan Agraria pada 9 s.d 

https://jkpp.org/
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10 November 2016 di Makasar, memuat didalamnya bahwa Konsorsium 

Pembaruan Agraria (KPA) bersama dengan organisasi masyarakat sipil 

lainnya membentuk “koalisi bersih” pada tahun 2014. Tujuan dibentuknya 

koalisi bersih adalah sebagai wadah mengkampanyekan dan 

memperjuangkan calon anggota legislatif dari KPA dan organisasi sipil 

lainnya guna mengusung anggota legislatif pro-rakyat. Akan tetapi pada 

pemilu 2014 tersebut kandidat yang diusung KPA seluruhnya kalah dalam 

perolehan suara.  

Melihat dari dua kandidat calon presiden pada tahun 2014 yang 

memasukan agenda reforma agraria ke dalam agenda yang mereka 

tawarkan. Dengan demikian pada masa-masa tersebut apapun tawaran yang 

diberikan kepada kandidat presiden sepanjang dapat membawa potensi 

suara dapat dipastikan akan diakomodir. Secara resmi dari KPA tidak 

mendukung salah satu kandidat, akan tetapi KPA lebih banyak membuka 

komunikasi dengan kandidat serta tim sukses pasangan Joko Widodo dan 

Jusuf Kala demi memastikan agenda reforma agraria masuk sebagai agenda 

nasional. Reforma Agraria menjadi program ke lima dari Nawacita Jokowi-

JK, pasangan presiden dan wakil presiden tersebut berkomitmen untuk 

menyelesaikan konflik agraria dengan dibentuk kelembagaan khusus, 

meredistribusikan pemilikan dan penguasaan 9 juta hektar tanah, dan 

penguatan ekonomi rakyat, khususnya di pedesaan. Bapak Sarkim 

menyampaikan hal serupa berikut ini. 

Sebagaimana upaya yang dilakukan KPA untuk mengajukan calon 

legislatif diberbagai tingkat, upaya tersebut sebenarnya tidak 
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berkaitan langsung dalam pelaksanaannya dengan HITAMBARA 

akan tetapi dampaknya dirasakan oleh HITAMBARA, karena pada 

saat itu HITAMBARA tengah fokus dalam penyelesaian di tingkat 

kabupaten dimana dalam pemahaman kami untuk urusan tanah 

dengan luasan kurang dari sekian hektare bisa diselesaikan di 

tinggkat kabupaten tapi ternyata berlanjut ketingkat yang lebih 

tinggi.  

Melanjutkan upaya KPA, sayangnya upaya yang dilakukan oleh 

KPA tidak berhasil, akan tetapi masih memiliki harapan terhadap 

calon-calon presiden yang juga mengusung program reforma agraria 

di dalam agendanya. Dari pihak KPA banyak berkomunikasi dengan 

pasangan capres Jokowi-JK pada saat itu, tidak lain ya supaya 

agenda Reforma Agraria itu benar-benar dimasukan kedalam 

program kerja pasangan presiden dan wakil presiden tersebut. Dan 

pada saat itu Reforma Agraria masuk kedalam agenda ke lima dari 

Nawacita Jokowi-JK. Setelah terpilihnya presiden upaya tersebut 

cukup memberikan dampak bagi HITAMBARA dalam beberapa 

langkah yang dilaksanakan terkait redistribusi tanah meskipun dalam 

proses politik tersebut HITAMBARA tidak terlibat untuk menjaga 

independensi. (Wawancara 10 Juni 2020) 

 

 

Pendapat tersebut turut ditegasaskan dengan pendapat dari Pram 

Taba berikut ini. 

kerjasamanya dalam bentuk berjejaring, yaitu dalam bentuk 

pendidikan politik, tetapi  hitambara tidak terkoptasi dengan menjaga 

independensi demi kemandirian organsasi. (Wawancara 15 Juli 

2020) 

 

 
Gambar 4.5 Pelaksanaan Musyawarah Nasional KPA 2016 

Sumber Dokumen KPA 

 

Setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden RI, KPA bersama 

37 organisasi masyarakat sipil lainnya menyelenggarakan Konferensi 
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Nasional Reforma Agraria (KNRA) sebagai ajang berkumpulnya pejuang 

reforma agraria untuk memberikan pegangan bagi pemerintah dalam 

menjalankan reforma agraria. Tertulis bahwa tujuan dari Konferensi 

Nasional Reforma Agraria (KNRA) adalah untuk mengisi sisi substansi dan 

strategi operasional pelaksanaan reforma agraria sehingga dapat dijalankan 

oleh pemerintah terpilih.  

Hasil dari Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) adalah 

terumuskannya konsep, strategi dan langkah-langkah pelaksanaan reforma 

agraria, serta terbentuknya Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) 

yang bertugas mengakselerasi hasil-hasil Konferensi Nasional Reforma 

Agraria sehingga dijalankan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa. 

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) telah bekerjasama untuk 

mendorong pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik 

Agraria (UKP2KA) kepada presiden, melakukan advokasi RUU Pertanahan, 

mengawal dan mengkritisi proses perumusan serta substansi Rancangan 

Perpres tentang Pelaksanaan Reforma Agraria, merespon kasus-kasus 

konflik agraria dan kriminalisasi petani/aktivis agraria yang terjadi di 

lapangan, mengelola penggunaan dana darurat bagi korban kriminalisasi dan 

kekerasan di sektor agraria, hingga aksi bersama dalam rangka pringatan 

Hari Tani Nasional (HTN) 2015 dan 2016. 

Selaras dengan dokumen tersebut Bapak Sarkim selaku Ketua 

HITAMBARA yang turut hadir dalam musyawarah tersebut menyampaikan 

informasi sebagai berikut. 
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Disampaikan pada saat pelaksanaan munas tersebut bahwa, 

terpilihnya pasangan Jokowi-JK pada saat itu memastikan bahwa 

Reforma Agraria telah masuk dalam agenda nasional, akan tetapi  

perlu dipastikan agar agenda tersebut dijalankan sebagaimana yang 

diharapkan, dari pihak KPA bersama dengan organisasi masyarakat 

yang lain membentuk KNPA. Kadang kan harapan masyarakat 

dengan realisasi dari pemerintah tidak selalu sejalan, maka dari itu 

supaya harapan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah 

selaras kita perlu mengusahakan beberapa hal lain. Dengan 

demikian berkat upaya-upaya yang dilakukan KPA tersebut 

memberikan dampak kepada HITAMBARA dan organisasi tani 

lain yang berkenaan dengan keinginan petani penggarap terkait 

Hak Atas Tanah yang sedikit demi sedikit mulai terwujud. 

(Wawancara 10 Juni 2020) 

 

 

c. Publikasi Proses Redistribusi Tanah 

 

 
Gambar 4.6 Publikasi Proses permohonan Hak Milik 

Sumber Dokumen HITAMBARA 
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Gambar 4.7 Publikasi Proses permohonan Hak Milik 

Sumber Dokumentasi Peneliti 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi HITAMBARA 

adalah dengan mempublikasikan proses-proses yang telah dilalui dalam 

meminta Hak Atas Tanah kepada pemerintah melalui Redaksi Suara Tani. 

Redaksi tersebut diterbitkan oleh Forum Sekolah Bersama (Sekber) dari 

Yogyakarta pada Oktober 2013 dalam media cetak. Redaksi dengan judul 

Tanah Eks. HGU PT. Pakisadji Banjumas Untuk Petani Penggarap 

merupakan wujud aksi yang dilakukan oleh HITAMBARA untuk menuai 

perhatian dari publik dan mendapat dukungan dari pihak-pihak yang 

dibutuhkan. Selain publikasi kegiatan di media cetak, HITAMBARA juga 

memiliki media sosial Facebook yang digunakan sebagai tempat untuk 

membagikan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui media elektronik 

atau daring. 
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Informasi selaras diperoleh dari Bapak Tuslim sebagai berikut. 

Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh HITAMBARA, untuk 

meminta tanah tersebut menjadi Hak Milik sampai membuat papan 

bertuliskan tanah milik petani penggarap HITAMBARA yang 

dipasang di pohon yang ada di area pekebunan. Kemudian adanya 

publikasi di media masa sebagai wujud keseriusan kami petani 

penggarap dalam meminta tanah Eks HGU tersebut serta sebagai 

bentuk pelaksanaan aksi yang kami lakukan melalui media. Ada 

media cetak juga ada yang online, lewat facebook HITAMBARA 

salah satunya. (Wawancara 13 Juni 2020) 

 

Demikian juga disampaikan oleh Pram Taba sebagai salah satu 

anggota Sekber sebagai berikut. 

Sebenarnya ini hanya sebagai bahan propaganda dan agitasi aja untuk 

kemudian khalayak umum tahu, bahwa di Banjarnegara khususnya 

Kecamatan Punggelan lagi mengusahakan mendapatkan kedaulatan 

wilayah  mereka, melalui tahapan awal yaitu mendapatkan kepastian 

hak atas tanah mereka, meningkatkan ekonomi produksi dan lain-lain. 

(Wawancara  11 Juni 2020) 

 

4. Tahap Akhir Proses Redistribusi  

Pada tahun 2017 HITAMBARA menemui kendala dalam proses 

redistribusi yang mereka lakukan yaitu, diketahuinya surat dari Bupati 

Banjarnegara tertanggal 31 Juli 2013 Nomor 050/2733/SETPA/511/2013 yang 

berisi pernyataan bahwa Bupati Banjarnegara menginginkan sebagian tanah 

tersebut digunakan untuk agrowisata akan tetapi hal tersebut tidak 

ditindaklanjuti oleh pihak Bupati Banjarnegara. Kemudian HITAMBARA juga 

menemukan adanya kesalahan dalam surat klarifikasi Nomor 912/16-

600/33.100/V/2014 dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa PT 

Pakisadji Banjumas masih mengajukan ijin perpanjangan Hak Guna Usaha 

(HGU) yang menyebabkan proses redistribusi tanah tersebut tidak dapat 

diproses menuju tahap berikutnya. Akan tetapi kedua hal tersebut telah 
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diselesaikan melalui permohonan percepatan reforma agraria yang 

disampaikan melalui surat yang ditulis pada 11 April 2017 usai 

dilaksanakannya Lokakarya Percepatan Reforma Agraria. 

Pada 24 September 2018 bertepatan dengan hari tani dalam rangkaian 

acara Global Land Forum (GLF) perwakilan dari HITAMBARA turut turun 

melakukan aksi di Gedung Merdeka bersama dengan seluruh petani yang hadir 

dalam acara GLF tersebut dengan tuntutan yang disampaikan kepada 

pemerintah yaitu meminta Hak Atas Tanah. Usai aksi tersebut akhirnya 

pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. 

 
Gambar 4.8 Pelaksanaan Aksi dalam Acara GLF 2018 di Bandung 

Sumber : https://m.ayobandung.com 

 

Berbagai informasi yang simpangsiur dalam proses yang telah 

terlaksana sebelumnya menyebabkan ketidakselarasan proses redistribusi tanah 

https://m.ayobandung.com/
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sebagaimana yang diharapkan petani penggarap. Oleh karenanya 

HITAMBARA melalui surat Nomor 03/HTMB/07/2018 tertanggal 30 Juli 

2018 mengundang pihak-pihak terkait untuk meluruskan informasi tersebut 

pada 8 Agustus 2018. Dengan demikian seluruh yang hadir, baik dari petani 

penggarap, Kepala Desa, Kapolsek, dan Camat Punggelan serta Kepala BPN 

Banjarnegara memperoleh kejelasan dan keselarasan informasi. Hal serupa 

disampaikan oleh Bapak Tuslim sebagai berikut. 

Sebagai upaya untuk memperlancar proses redistribusi tanah, akhirnya 

HITAMBARA mengundang pihak-pihak terkait untuk menyampaikan 

informasi yang jelas sehingga menghilangkan informasi yang simpang 

siur dan memperlambat proses-proses yang harus dilaksanakan. Pihak-

pihak yang bersangkutan berkumpul dan saling menyampaikan 

informasi untuk kemudian diselaraskan sehingga tidak ada lagi 

argumen-argumen baru yang muncul akibat ketidaktepatan informasi 

yang diperoleh. (Wawancara 13 Juni 2020) 

 

Selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sarkim berikut 

ini. 

Informasi yang simpangsiur menimbulkan berbagai opini tidak tepat 

yang dapat memperlambat proses redistribusi tanah, dengan demikian 

untuk menselaraskan informasi yang simpangsiur tersebut, 

disampaikan informasi-informasi penting mengenai redistribusi tanah 

yang tengah diusahakan bersama dengan pihak-pihak terkait seperti 

Kades, Kapolsek, BPN, dan beberapa pihak lain pada bulan Agustus 

tahun 2018 lalu. (Wawancara 10 Juni 2020) 

 

Berikutnya usai pelaksanaan Global Land Forum (GLF) 2018, 

HITAMBARA kembali mengajukan permohonan dukungan redistribusi tanah 

melalui surat No. 03/HTMB/09/2018 kepada Bupati Banjarnegara yang 

menyatakan dalam GLF 2018 pada tanggal 24 September di Gedung merdeka 

telah disampaikan informasi bahwa tanah hutan yang sudah dikuasai atau 

digarap dijadikan desa difinitif oleh rakyat menjadi bagian Reforma Agraria. 
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Berawal dari Reforma Agraria Region Jawa-Bali, HITAMBARA mendapat 

informasi bahwa tanah bekas HGU yang petani garap lebih dari 20 tahun 

menjadi prioritas Reforma Agraria. Hal ini dikuatkan pada data yang diunggah 

oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada websitenya pada tahun 2018 

mengenai pengajuan data lokasi prioritas reforma agraria di luar kawasan hutan 

termasuk tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas tersebut. 

 
Gambar 4.9 Lokasi Prioritas Reforma Agraria 

Sumber Dokumen KPA 

 

Kemudian dalam pelaksanaan redistribusi tanah seluruh calon penerima 

tanah harus tergabung dalam koperasi, maka HITAMBARA melaksanakan 

pelatihan Credit Union dan membentuk Koperasi dengan nama Hitambara 

Credit Union pada 1 Maret 2019. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Tuslim 

sebagai berikut. 

Rencananya selain sebagai syarat reforma agraria, diadakannya 

pelatihan Koperasi adalah untuk persiapan pasca redistribusi tanah, 

jadi harapannya nanti saat koperasi ini sudah jalan, petani tidak lagi 

kesulitan memperoleh bibit atau pupuk untuk tanamannya dengan 

harga yang lebih murah. Kemudian penjualan hasil panen juga bisa 

dilakukan di koperasi. Bahkan diharapkan nantinya bisa 

mengembangkan perekonomian masyarakat tidak hanya di lingkup 

HITAMBARA, serta mampu mengembangkan generasi muda juga. 

(Wawancara 13 Juni 2020) 
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Tindak lanjut mengenai hasil GLF 2018 dimana telah disahkan 

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, maka 

HITAMBARA melalui surat undangan nomor 03/HTMB/03/2019 mengundang 

berbagai pihak untuk melaksanakan sosialisasi pada 13 Maret 2019. Sosialisasi 

tersebut dihadiri oleh petani penggarap, Sekjend KPA, Kepala Staff Ahli 

Kepresidenan, Camat Punggelan, dan Kepala BPN Banjarnegara. Tujuan 

sosialisasi ini adalah agar seluruh elemen terkait memahami dan melaksanakan 

Perpres yang telah ditandatangani tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh 

Bapak Tuslim dalam proses wawancara berikut ini. 

Tindak lanjut setelah GLF 2018 adalah sosialisasi, sosialisasi Perpres 

No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dimana sebelumnya 

telah disampaikan dalam acara percepatan Reforma Agraria Region 

Jawa-Bali bahwa tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas menjadi 

objek prioritas Reforma Agraria. Sehingga setelah dikeluarkan Perpres 

tersebut untuk menjamin dilaksanakan oleh seluruh elemen terkait 

diadakanlah sosialisasi dengan tujuan agar Perpres tersebut dijalankan 

sebagaimana mestinya. (Wawancara 13 Juni 2020) 

 

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Sarkim di lain kesempatan sebagai 

berikut. 

Setelah diterbitkannya Perpres tentang Reforma Agraria setelah 

dilaksanakan Global Land Forum 2018, kemudian dilaksanakan 

sosialisaasi mengenai perpres tersebut bersama dengan pihak-pihak 

terkait termasuk staff ahli kepresidenan supaya Perpres tersebut benar-

benar dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam proses 

penyelesaian reforma agraria dimana fokusnya dari kami adalah 

masalah redistribusi tanah ini. (Wawancara 10 Juni 2020) 

 

Berikutnya pada tanggal 23 Maret 2019 melalui surat nomor 

03/HTMB/II/2019 Kelompok HITAMBARA meminta kepada Bupati 

Banjarnegara untuk melakukan audiensi bersama dengan instansi terkait 

sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil Lokakarya Percepatan Reforma Agraria 
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tingkat Jawa Tengah. Kelanjutan dari hal tersebut adalah dilaksanakannya 

Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam kerangka Reforma 

Agraria di Provinsi Jawa Tengah pada 22 Juli 2019 di Kota Semarang. Dalam 

hal ini objek reforma agraria yang dapat ditindaklanjuti salah satunya adalah di 

Kabupaten Banjarnegara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan 

tanah Eks PT Pakisadji Banjumas akan diredistribusikan adalah pada 22 Juli 

2019, tepat pada saat dilaksanakannya Lokakarya di Kota Semarang tersebut. 

Dimana dalam Lokakarya tersebut juga disampaikan bahwa di tiap-tiap daerah 

harus membentuk GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria). 

Berdasar lokakarya tersebut sebagaimana termuat dalam media 

http://kpa.or.id di Provinsi Jawa Tengah berjudul “Petani Jawa Tengah desak 

Pemerintah Segera Bentuk GTRA” yang dimuat pada 23 Juli 2019, sampai 

pada 22 Juli baru Kabupaten Cilacap yang telah membentuk Gugus Tugas 

Reforma Agraria (GTRA).  

 

 
Gambar 4.10 Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Dalam 

Kerangka Reforma Agraria di Jawa Tengah 

Sumber Dokumen KPA 

 

http://kpa.or.id/
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Dilanjutkan pada 12 Agustus 2019 bersama dengan KPA Wilayah Jawa 

Tengah, terlaksanalah audiensi dengan Pemerintah Daerah Banjarnegara 

bertempat di Setda Banjarnegara. Audiensi tersebut menghasilkan keputusan 

bahwa Pemda Banjarnegara menyatakan akan segera menyusun SK Bupati 

tentang GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Kabupaten Banjarneagara 

yang melibatkan HITAMBARA didalamnya. Hal serupa disampaikan oleh 

Bapak Tuslim berikut ini. 

Usai sosialisasi mengenai perpres dilaksanakan kemudian ada lagi 

acara Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam 

kerangka Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah pada Juli 2019 

dilaksanakan di Kota Semarang, yang membahas mengenai objek-

objek reforma agraria yang dapat ditindaklanjuti dan salah satunya 

adalah Eks. HGU PT Pakisadji Banjumas. Kemudian dalam lokakarya 

tersebut juga disampaikan bahwa tiap-tiap daerah harus memiliki 

GTRA untuk dapat melaksanakan Reforma Agraria dan Banjarnegara 

belum memiliki GTRA. Sehingga pada bulan Agustus 

dilaksanakanlah audiensi dengan Pemda Banjarnegara untuk 

membahas salah satunya adalah hal tersebut. Jadi pada akhirnya 

audiensi tersebut memberikan keputusan berupa Pemda Banjarnegara 

akan segera menyusun Gugus Tugas Reforma Agraria. (Wawancara 

13 Juni 2020) 

 

Selanjutnya dalam proses penelusuran ditemukan data yang dimuat oleh 

http://kpa.or.id, menyatakan bahwa pada tanggal 6 November 2019 dari Dinas 

Kementerian ATR/BPN Beserta jajarannya melaksanakan peninjauan lokasi 

objek reforma agraria bekas HGU PT Pakisadji Banjumas untuk memastikan 

kembali lokasi yang akan menjadi objek redistribusi tanah. Hal serupa 

disampaikan oleh Bapak Tuslim sebagai berikut. 

Baru setelah syarat-syarat untuk melaksanakan redistribusi tanah 

terpenuhi dari pihak ATR/BPN melaksanakan peninjauan lapangan, 

untuk memastikan keadaan tanah yang akan diredistribusikan serta 

kesesuaian tata guna lahan yang telah direncanakan, yang artinya dari 

pemerintah benar-benar mengupayakan agar tidak terjadi kekeliruan 

http://kpa.or.id/
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dalam meredistribusikan tanah kepada masyarakatnya yang suatu 

waktu dapat menimbulkan konflik atau masalah baru. (Wawancara 13 

Juni 2020) 

 

 
Gambar 4.11 Peninjauan Lokasi Oleh Kementeriah ATR/BPN 

Sumber: http://www.atrbpn.go.id 

 

Dilanjutkan dengan instruksi dari kantor Badan Pertanian Nasional 

yang disampaikan pada saat kunjungan bahwa, petani harus memasang patok 

pada masing-masing tanah yang digarap untuk kemudian dari pihak BPN 

Banjarnegara akan melakukan pemetaan ulang. Untuk sementara patok yang 

digunakan sebagai batas tanah antar penggarap dengan menggunakan bambu 

yang diambil sendiri oleh petani secara bersama-sama. Setelah patok yang 

disiapkan oleh BPN datang barulah bambu tersebut diganti dengan patok yang 

asli dari pemerintah. Sesuai dengan yang tertulis dalam surat pemberitahuan 

yang disampaikan kepada seluruh petani penggarap oleh HITAMBARA 

dengan Nomor 11/HTMB/11/2019. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak 

Tuslim berikut ini. 

Kemudian dilanjutkan dengan proses pemasangan patok pada masing-

masing garapan yang dilaksanakan oleh petani penggarap. Gunanya 

untuk mempermudah pemetaan yang akan dilaksanakan oleh BPN 

Banjarnegara. Patok atau batas tanah yang digunakan untuk sementara 

menggunakan bambu karena patok tanah yang sebenarnya belum 

tersedia. (Wawancara 13 Juni 2020) 

http://www.atrbpn.go.id/
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Gambar 4.12 Pemetaan Bidang Tanah Per Penggarap 

Sumber Dokumen Sekber 

 

 
Gambar 4.13 Patok dari pemerintah 

Sumber Dokumen Hitambara 

 

Pada 26 November 2019 HITAMBARA kembali melayangkan surat 

permohonan Hak Milik kepada Kepala Kantor BPN Banjarnegara dengan 

tujuan agar proses redistribusi tanah segera terlaksana. Tahap berikutnya 

adalah penyuluhan kegiatan redisribusi tanah tahun anggaran 2019 yang 

dilaksanakan pada 28 November 2019 sebagaimana surat edaran Nomor 

508.33.04.NT.02.03/XI/2019. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pihak 

terkait termasuk BPN Jawa Tengah dan instansi lain dibawahnya. Tujuan dari 

sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada petani proses 
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apa saja yang harus dilaksanakan sebelum diperolehnya sertifikat tanah 

tersebut. 

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Andriyah berikut ini. 

Pada saat sosialisasi redistribusi tanah dilaksanakan, dari pihak ATR/ 

BPN menyampaikan hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh petani 

penggarap sebelum memperoleh sertifikat tanah tersebut. Salah 

satunya petani ditanyai dalam proses pengisian warkah untuk 

memastikan bahwa petani tersebut adalah orang yang tepat atau tidak 

untuk diberi tanah tersebut. Kemudian apa-apa saja yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan oleh pemilik tanah setelah proses redistribusi 

tanah tersebut dilaksanakan, seperti menjual tanah tersebut dan 

beberapa hal lain yang harus dipatuhi. (Wawancara 11 Juni 2020) 

 

 
Gambar 4.14 Pelaksanaan Sosialisasi Redistribusi Tanah 

Sumber Dokumen KPA 

 

Tahap yang dilaksanakan berikutnya adalah pelaksanaan pengisian 

Warkah sebagai proses yang harus dilaksanakan untuk memperoleh sertifikat 

atas tanah, pengisian warkah tersebut dilaksankan di Dusun 5 atau Bangen 

yang diikuti oleh seluruh petani penggarap dan petugas dari BPN. Dalam 

pelaksanaannya petani penggarap diwawancarai oleh petugas pertanahan 

dengan tujuan untuk memastikan bahwa tanah tersebut disampaikan kepada 

pihak-pihak yang tepat. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 2 

Desember  sampai dengan 10 Desember 2019 mengingat pelaksanaannya harus 
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menyeluruh kepada setiap petani penggarap. Sebagaimana disampaikan oleh 

Ibu Andriyah Berikut ini. 

Pada pelaksanaan pengisian warkah semua petani di tanyai mengenai 

proses sejak awal menduduki lahan tersebut, bagaimana menggarap 

lahan tersebut, dan sebagainya yang intinya untuk meyakinkan dan 

membuktikan bahwa petani penggarap tersebut memang sudah 

menggarap tanah sebagaimana yang selama ini telah disampaikan 

dalam data-data saat pengajuan permohonan redistribusi tanah. 

(Wawancara 11 Juni 2020) 

 

 
Gambar 4.15 Pelaksanaan Penandatanganan Warkah 

Sumber Dokumen HITAMBARA 

 

Setelah proses serta data yang diperlukan guna melaksanakan 

redistribusi tanah terpenuhi, berikutnya dari HITAMBARA melaksanakan 

penandatanganan permohonan sertifikat tanah dan meminta agar sertifikat 

tanah tersebut dapat segera dibagikan. Penandatanganan sertifikat tanah 

tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019. Namun dalam proses 

meminta untuk segera dibagikan sertifikat tanah yang sudah siap terdapat 

beberapa hal yang menjadi kendala dimana antara BPN pusat dengan daerah 

tidak selaras dalam kebijakannya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak 

Tuslim berikut ini. 
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Proses terakhir kemarin sudah sampai pada penandatanganan 

permohonan sertifikat tanah, sebenarnya seharusnya sertifikat sudah 

dapat dibagikan kepada petani penggarap akan tetapi karena pada saat 

permohonan untuk pembagian sertifikat diajukan kepaa BPN pusat 

katanya yang harusnya membagikan adalah dari daerah, akan tetapi 

pada saat meminta kepada BPN daerah rupanya harus dari BPN pusat 

yang membagikan. Dengan demikian akhirnya belum bisa 

mengajukan kembali karena terkendala oleh situasi pandemi. 

(Wawancara 13 Juni 2020) 

 

Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Sarkim sebagai berikut. 

Proses redistribusi tanah ini sebenarnya belum selesai karena 

sertifikat hak milik belum kami pegang akibar terkendala oleh 

kebijakan yang kami juga tidak tau bisa berbeda antara BPN pusat 

dengan daerah. Sewaktu permohonan pembagian sertifikat 

disampaikan kepada BPN di tingkat pusat dikatakan bahwa yang 

mestinya membagikan sertifikat adalah pihak daerah namun setelah 

bertemu dengan BPN di tingkat daerah daerah ternyata dari pihaknya 

menyampaikan bahwa yang berhak membagikan adalah pusat. 

Karena itu akhirnya tertunda sampai saat ini dimana telah terjadi 

pandemi dan menyebabkan kesulitan dalam proses pengajuan ke 

tingkat pusat. (Wawancara 10 Juni 2020) 

 

 
Gambar 4.16 Penandatanganan Dokumen Sertifikat Tanah 

Sumber: Dokumen HITAMBARA 
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Kemudian diperoleh dokumentasi dari HITAMBARA yang 

menginformasikan bahwa pada tanggal 28 September 2020 telah dilaksanakan 

penyerahan sertifikat kepada petani penggarap di Kecamatan Punggelan, hal 

tersebut sesuai dengan dokumen gambar berikut ini.  

 

Gambar 4.17 Pembagian Sertifikat Tanah kepada Petani Penggarap 

Sumber: Dokumen HITAMBARA 

 

 

B. Pembahasan  

Pembahasan dalam penelitian dengan judul “Gerakan Sosial 

Kelompok Hitambara Sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan 

Punggelan dalam Kasus Redistribusi Tanah” sesuai dengan rumusan 

masalah untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya Kelompok 

HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), tahap 

pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kelompok 

HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), serta 

menganalisis gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok 

HITAMBARA sebagai gerakan sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan 
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dalam proses redistribusi tanah, berikut adalah pembahasan dalam penelitian 

ini. 

1. Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat 

Banjarnegara) 

 

Schein (dalam Oktaviani, 2016:214) menyampaikan 

pendapatnya bahwa organisasi merupakan sebuah kelompok individu 

yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian 

suatu organisasi terbentuk akibat adanya suatu tujuan yang ingin 

dicapai oleh sekelompok orang tertentu. Selanjutnya Fredian 

(2015:147) mengatakan bahwa organisasi pada dasarnya merupakan 

unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan/atau 

mungkin dibentuk kembali dengan mempertimbangkan efektivitas dan 

efisiensi pencapaian suatu tujuan tertentu.  

Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat 

Banjarnegara) merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan 

melakukan suatu gerakan sosial guna memperoleh Hak Milik Atas 

Tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas. Dengan 

dibentuknya Kelompok HITAMBARA tersebut menjadikan proses 

redistribusi tanah berjalan dengan lebih efisien. Faktanya dilihat dari 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing individu yang 

menyangkut dengan pihak luar organisasi seperti proses permohonan 

yang disampaikan kepada pemerintah mengatasnamakan Kelompok 

HITAMBARA dan langkah-langkah dalam proses redistribusi yang 

menyangkut seluruh petani penggarap diorganisir dalam lingkup 



86 
 

 
 

Kelompok HITAMBARA, baik yang berkaitan dengan pemerintah 

maupun pihak-pihak lain. Dengan adanya kerjasama antara perwakilan 

Kelompok HITAMBARA dengan Konsorsium Pembaruan Agraria 

(KPA) juga turut mempermudah petani penggarap untuk melakukan 

komunikasi dengan pemerintah melalui relasi-relasi yang dimiliki oleh 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tersebut. 

Karakteristik dari suatu organisasi sosial sebagaimana 

disampaikan oleh Muzafer Sherif (dalam Santosa, 2006: 37), yaitu: 

pertama, adanya dorongan/motif yang sama pada setiap individu 

sehingga terjadi interaksi sosial sesamanya dan tertuju dalam tujuan 

bersama. Kedua, adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara 

individu satu dengan yang lain akibat terjadinya interaksi sosial. Ketiga, 

adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, 

terdiri dari peranan dan kedudukan yang berkembang dengan 

sendirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Keempat, adanya 

penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota 

kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok 

dalam merealisasi tujuan kelompok. 

Latar belakang terbentuknya Kelompok HITAMBARA adalah 

adanya perasaan memiliki nasib yang sama antara petani-petani 

penggarap yang menggarap tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas 

sehingga mengerucut pada kesepakatan membentuk kelompok sosial 

tersebut dengan satu tujuan yang telah disepakati bersama yakni 
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Meminta Hak Atas Tanah kepada pemerintah. Dalam prosesnya, 

diskusi-diskusi terjadi antar individu dengan pengetahuan dan 

pemahaman yang berlainan, hal ini diakibatkan oleh kegiatan 

pendidikan dan musyawarah lainnya. Kemudian dari berbagai diskusi 

tersebut disepakati untuk membentuk sebuah kelompok dengan struktur 

yang jelas sehingga tujuan yang telah disepakati dapat dicapai karena 

adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang pasti. Kesepakatan-

kesepakatan mengenai aturan yang telah disepakati bersama secara lisan 

menjadi pembatas tindakan anggota dengan tujuan dalam proses 

permohonan redistribusi tanah tidak menjadi penghambat akibat 

individu-individu didalamnya yang kerap kali mementingkan 

keuntungannya sendiri. 

2. Redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA 

(Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) 

 

Hermit (dalam Sutomo, 2011: 23) bahwa redistribusi tanah 

merupakan kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-

tanah pertanian negara kepada para petani berlahan sempit (petani 

gurem) dan terutama petani penggarap yang tidak memiliki tanah. 

Pendapat yang disampaikan tersebut selaras dengan fakta yang terjadi 

pada kegiatan redistribusi di Kecamatan Punggelan, yakni redistribusi 

tanah diperuntukan bagi petani-petani penggarap yang status 

ekonominya rendah dan memiliki tanah dengan luasan terbatas 

sehingga dapat mendorong kemajuan perekonomian petani-petani 

penggarap. Tanah yang diredistribusikan tersebut merupakan tanah 
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dengan status sebagai tanah negara bebas yang telah ditegaskan menjadi 

obyek landreform dan merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) 

yang telah habis masa berlakunya. Keadaan tersebut selaras dengan 

pengertian redistribusi tanah, merupakan pembagian tanah-tanah yang 

dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform 

yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi 

syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 

224 tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial 

ekonomi rakyat khususnya para petani penggarap (Novprastya, 2014: 

6). 

Yang menjadi obyek redistribusi tanah berdasar pada PP No.224 

tahun 1961 adalah tanah absentee, tanah kelebihan maksimum, tanah 

swapraja dan bekas swapraja, serta tanah-tanah lain yang dikuasai oleh 

negara. Selain itu dalam Perpres No. 86 tahun 2018 dinyatakan bahwa 

Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA 

adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah 

dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Tanah 

yang termasuk dalam tanah negara bebas, yaitu antara lain bisa berasal 

dari tanah bekas perkebunan swasta asing pada zaman pemerintahan 

Hindia Belanda yang dinasionalisasi oleh UUPA, misalnya bekas tanah 

hak erfpacht (semacam tanah Hak Guna Usaha). 

Sebagaimana yang terjadi pada Kelompok HITAMBARA 

(Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), tanah yang 
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diredistribusikan kepada petani penggarap merupakan tanah yang 

statusnya sudah dipastikan sebagai tanah negara bebas. Tanah tersebut 

merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir 

masa berlakunya dan ditolak permohonan untuk memperpanjang ijin 

penggunaan tanahnya. Selain itu, tanah tersebut juga masuk dalam 

daftar tanah yang menjadi obyek landreform. 

Selanjutnya adalah syarat untuk dapat menerima redistribusi 

tanah, sebagaimana disampaikan dalam PP No. 224 tahun 1961 pasal 8 

dan 9 serta pasal 14 yang dijabarkan pada pasal 17. Pada intinya dalam 

pasal tersebut menyampaikan bahwa petani yang berhak untuk 

menerima tanah redistribusi adalah petani berkewarganegaraan 

Indonesia yang bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah yang 

diredistribusikan tersebut berada, petani yang telah menggarap tanah 

tersebut secara langsung dengan jangka waktu yang telah ditentukan (3 

tahun atau dua kali musim), memiliki atau menggarap tanah kurang dari 

0,5 hektar, serta harus menjadi anggota koperasi pertanian di koperasi 

tingkat desa atau yang setara. 

Hal-hal yang telah disampaikan di atas sama dengan 

pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh petani penggarap 

yang tergabung dalam Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani 

Masyarakat Banjarnegara), yang mana secara keseluruhan merupakan 

masyarakat Kecamatan Punggelan yang tinggal di Kecamatan 

Punggelan dengan status ekonomi rendah dan kepemilikan tanah 
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dibawah 0,5 hektar. Berdasar latar belakang sejarah terbentuknya 

kelompok tani tersebut, para petani penggarap telah mengerjakan tanah 

tersebut selama puluhan tahun sejak 1989 dan untuk memenuhi syarat 

redistribusi tanah kemudian dibentuk koperasi Hitambara Credit Union. 

Nurhayati (2006) menyampaikan dalam proses redistribusi tanah 

tentu melalui tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, tahapan 

tersebut diantaranya adalah persiapan, penyuluhan kepada calon 

penerima redistribusi, identifikasi obyek (lokasi) dan subjek (peserta 

penerima redistribusi), seleksi calon penerima redistribusi, pengukuran 

bidang-bidang Tanah, membuat Tugu Poligon, pemetaan topografi dan 

penggunaan tanah, serta checking realokasi. Sesuai dengan redistribusi 

tanah yang terjadi pada petani penggarap di Kecamatan Punggelan. 

Pada awalnya petani penggarap telah melakukan persiapan yang cukup 

panjang meliputi audiensi, memastikan status tanah, dasar permohonan, 

persiapan untuk memenuhi syarat pengajuan, dan sebagainya. 

Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional beserta jajarannya kepada seluruh petani 

penggarap calon penerima redistribusi tanah dan kemudian dilakukan 

identifikasi lokasi, status tanah dan calon penerima tanah redistribusi 

apakah memenuhi syarat atau tidak. Seleksi calon penerima tanah 

dilihat pada saat dokumen-dokumen yang berisikan daftar calon 

penerima redistribusi tanah. Pengukuran tanah masing-masing 

penggarap, pemetaan wilayah untuk menentukan titik ordinat, serta peta 
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desain tata ruang dan realokasi tanah yang akan diredistribusikan. Baru 

setelah seluruh syarat terpenuhi termasuk pembentukan koperasi maka 

dikeluarkanlah surat keputusan pemberian hak milik atas tanah dan 

setelah seluruh administrasi terpenuhi maka selanjutnya dapat 

didaftarkan pada kantor pertanahan tingkat kabupaten atau kota. 

Tujuan dari redistribusi tanah adalah untuk menertibkan 

kedudukan hukum, membantu para petani penggarap atau buruh tani 

mendapatkan Hak Milik Atas Tanah dan Tanda Bukti Hak yang berupa 

Sertifikat, memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan 

pembagian tanah, pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan 

penggunaan tanah. Dengan dilaksanakannya redistribusi tanah di 

Kecamatan Punggelan memberikan kepastian hukum yang menegaskan 

bahwa petani penggarap anggota Kelompok HITAMBARA (Himpunan 

Tani Masyarakat Banjarnegara) yang menerima tanah redistribusi 

tersebut merupakan pemilik sah sebagaimana dibuktikan dengan 

diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Kegiatan redistribusi 

tanah tersebut menjadikan petani penggarap memiliki lahan untuk 

dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan dilaksanakannya 

redistribusi tanah telah tercapai berdasar kenyataan tersebut. 
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3. Gerakan Sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok HITAMBARA 

sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam 

proses redistribusi tanah. 

 

Pada awalnya petani yang tergabung dalam Kelompok 

HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) merupakan 

penggarap tanah yang statusnya sebagai HGU PT Pakisadji Banjumas, 

namun setelah Hak Guna Usaha tersebut telah berakhir para petani 

tersebut khawatir akan kehilangan tanah yang telah digarap dan menjadi 

salah satu sumber penopang perekonomian mereka. Karena keadaan 

tersebut akhirnya petani-petani penggarap sepakat untuk membentuk 

kelompok sosial beserta struktur didalamnya untuk melakukan gerakan 

sosial guna meminta Hak Atas Tanah melalui diskusi-diskusi yang telah 

dilakukan. Setelah tercapainya tujuan utama yakni diperolehnya 

Sertifikat tanah, kelompok tani tersebut tetap bertahan untuk 

menjalankan koperasi yang telah dibentuk sebelumnya. 

Keadaan pada paragraf sebelumnya sesuai dengan pendapat 

Horton & Hunt (terjemahan Ram, 2006: 195) menyapaikan mengenai 

gerakan sosial yang lahir pada awalnya sebagai suatu kelompok orang 

yang tidak puas atas suatu keadaan. Kelompok itu pada awalnya tidak 

terorganisasi dan terarah, serta tidak memiliki rencana, orang-orang 

saling membagi duka dan mengeluh. Setelah keadaan tersebut tidak 

lama akan muncul pemimpin dan organisasi sosial sebagai satu tahap 

pada sebuah gerakan sosial. Setelah mengalami tahap aktif kadangkala 
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gerakan itu sempat menciptakan organisasi permanen atau seringkali 

menghilang begitu saja. 

Kemudian disampaikan mengenai karakeristik dari sebuah 

gerakan sosial berdasar pendapat Locher (dalam Haris, dkk. 2019:18) 

diantaranya adalah terorganisir, membutuhkan jangka waktu yang 

cukup lama, dan sengaja dibentuk. Pendapat tersebut sesuai dengan 

fakta yang ada pada kelompok tani HITAMBARA (Himpunan Tani 

Masyarakat Banjarnegara) yang sengaja dibentuk untuk tujuan yang 

telah disepakati. Ketika melaksanakan suatu kegiatan dilakukan secara 

terorganisir dalam kelompok sehingga tidak terpecah tujuan dari 

kegiatan tersebut, seperti dalam proses pemetaan, pelatihan, audiensi, 

demonstrasi dan kegiatan lain. Gerakan sosial yang dilakukan juga 

memakan waktu yang cukup lama, lebih dari enam tahun sampai tujuan 

gerakan sosial tersebut mencapai tujuannya. 

Gerakan sosial yang dilaksanakan oleh kelompok 

HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) bertujuan 

untuk memberikan perubahan kepada kehidupan petani penggarap 

penerima redistribusi tanah. Hal terebut sebagaimana realita sebelum 

tanah garapan menjadi hak milik petani, hasil panen yang diperoleh 

sangat kecil. Dengan keadaan tersebut tentunya tidak dapat 

mendongkrak ekonomi mereka. Dengan diperolehnya status Hak Milik 

Atas Tanah, petani penggarap mengolah lahan dengan lebih optimal 

sehingga menghasilkan tanaman yang subur dan dapat memberikan 
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hasil panen yang lebih baik, kemudian perekonomian mereka sedikit 

demi sedikit mulai terangkat. Hal tersebut sesuai dengan bentuk 

gerakan sosial menurut Horton & Hunt (terjemahan Ram, 2006:198-

200), yaitu gerakan Reformasi dimana gerakan ini tercipta dengan 

tujuan memajukan masyarakat tanpa merubah struktur dasarnya. 

Kondisi tersebut juga selaras dengan pendapat Cohen (dalam Haris, 

dkk: 2019:20-22) mengenai bentuk gerakan sosial reformis, yakni 

gerakan sosial yang dilakukan dengan tujuan agar tercipta suatu 

perubahan dan pembaruan pada aspek tertentu dalam masyarakat.  

Berikutnya adalah tahap-tahap gerakan sosial yang dilaksanakan 

oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat 

Banjarnegara) sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Horton 

dan Hunt (dalam Wiedarjati, 2019:6) yaitu: pertama, tahap 

ketidaktentraman, terjadi pada petani penggarap saat tanah HGU PT 

Pakisadji Banjumas telah habis masa berlakunya yang menyebabkan 

petani takut kehilangan tanah yang sudah digarap tersebut. Petani-

petani tersebut kemudian saling bercerita dan berbagi  tentang keadaan 

masing-masing.  

Kedua, tahap perangsangan, tahap ini terjadi pada kelompok tani 

tersebut dimulai pada saat pengetahuan mengenai hukum yang 

menyebabkan petani penggarap tahu bahwa mereka dapat meminta Hak 

Atas Tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas kepada pemerintah 

yang terjadi melalui diskusi-diskusi dan musyawarah yang kemudian 
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mengerucut dan menghasilkan satu suara yang bulat yakni keinginan 

memiliki tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas. 

Ketiga, tahap formalisasi, yakni ketika petani-petani penggarap tersebut 

sepakat untuk membentuk Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani 

Masyarakat Banjarnegara) lengkap dengan struktur dari kelompok 

tersebut yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. 

Keempat, tahap institusionalisasi, disaat kelompok tersebut telah 

melaksanakan proses yang harus dilaksanakan beserta rencana-rencana 

dan taktik untuk mencapai tujuan. Setelah seluruh upaya dilaksanakan 

oleh kelompok maka tiba pada saat diperolehnya Sertifikat Hak Milik 

Atas Tanah oleh petani penggarap. Kelima, tahap pembubaran 

(disolusi), tahap ini Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani 

Masyarakat Banjarnegara) melanjutkan untuk menjalankan koperasi 

Hitambara Credit Union untuk mendukung pertaian dan perekonomian 

anggota. 

Dalam proses redistribusi tanah Kelompok HITAMBARA 

(Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) memfokuskan pada taktik 

politik dengan mengambil kesempatan yang mana program kerja 

pemerintahan pada masa itu mengenai reforma agraria sempat sangat 

gencar, sehingga dukungan dan dengan terus dikawal bersama 

organisasi pendamping dapat mensukseskan tujuan yang hendak 

diperoleh oleh petani penggarap tersebut. Tujuan utama dari gerakan 

sosial tersebut adalah mendorong perekonomian masyarakat penggarap 
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agar memiliki lahan yang lebih luas untuk digunakan sebagai pertanian 

sehingga taraf kehidupan meningkat. Fakta tersebut sesuai dengan 

Resource Mobilization Theory yang lebih banyak memberikan 

perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik daripada Mass 

Society Theory dan Relative Deprivation Theory, serta kurang 

memberikan perhatian terhadap sifat-sifat psikologis dari anggota 

gerakan (Rusmanto, 2012:34).  

Dalam teori mobilisasi sumberdaya terdapat faktor-faktor 

determinan yaitu organisasi gerakan sosial, pemimpin dan 

kepemimpinan, sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya, jaringan dan 

partisipasi, peluang dan kapasitas masayarakat. Hal tersebut terdapat 

dalam gerakan sosial yang dilaksanakan petani penggarap. Pertama, 

petani penggarap tergabung dalam kelompok sosial yakni kelompok 

tani yang dibentuk bersama anggota lainnya. Kedua, dalam kelompok 

tersebut ada struktur yang diatur untuk mendukung proses yang 

dilaksanakan termasuk pemimpin yang memegang jabatan dengan 

risiko dan keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan anggota 

lainnya. Ketiga, sumber daya baik berupa dukungan, manusia, dana, 

maupun waktu serta organisasi itu sendiri, pemanfaatannya secara 

keselururhan telah diatur dan disepakati bersama. Keempat, kelompok 

memiliki interaksi yang mendukung proses mencapai tujuan baik 

didalam organisasi yakni antar individu didalamnya beserta peran yang 

diduduki maupun dengan pihak luar organisasi. Kelima, berkaitan 
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dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu untuk saling 

mendukung dan melengkapi yang disertai dengan pembelajaran dalam 

proses redistribusi, baik pembelajaran yang dengan sengaja 

dilaksanakan maupun berdasar pengalaman sebelumnya. Yang 

demikian ini bergantung pada bagaimana kemampuan untuk 

beradaptasi dan menyikapi fakta yang kurang sesuai dengan harapan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah peneliti jabarkan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Kelompok sosial HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat 

Banjarnegara) merupakan kelompok dengan latar belakang terbentuknya 

adalah akibat adanya suatu tujuan yang hendak dicapai oleh petani 

penggarap lahan bekas Hak Guna Usaha PT Pakisadji Banjumas yang 

terletak di Kecamatan Punggelan yaitu memperoleh Hak Atas Tanah bekas 

perkebunan tersebut. Sehingga dengan dibentuknya kelompok tani tersebut 

menjadikan proses yang harus dilalui dalam permohonan redistribusi tanah 

menjadi lebih efisien dan tercapainya tujuan menerima sertifikat tanah 

menjadi lebih besar akibat relasi yang diciptakan bersama anggota 

kelompok tani tersebut. Kemudian kelompok HITAMBARA juga 

memiliki karakteristik berupa tujuan yang telah disepakati bersama, saling 

berinteraksi untuk melengkapi keperluan satu sama lain, memiliki struktur 

dan bentuk kelompok yang jelas terdiri dari ketua, sekretaris, bendaharan 

dan anggota, serta aturan atau kesepakatan yang membatasi perilaku 

anggota berdasar persetujuan bersama secara lisan. 

2. Redistribusi tanah yang dilaksanakan kepada petani penggarap di 

Kecamatan Punggelan ditujukan kepada mereka yang memenuhi syarat 
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sebagai penerima tanah redistribusi, demikian juga tanah yang 

diredistribusikan merupakan tanah yang sudah masuk sebagai tanah bebas 

negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas yang telah 

habis masa berlakunya dan masuk sebagai obyek landreform. Redistribusi 

tanah yang dilaksanakan tersebut bertujuan mendorong tingkat ekonomi 

masyarakat penerima tanah. Tahap-tahap yang dilaksanakan dalam proses 

redistribusi tanah meliputi tahap persiapan, diantaranya memastikan dasar 

hukum status tanah, memahami tata cara pengajuan permohonan, taktik, 

serta mempersiapkan syarat yang akan diminta dalam pengajuan 

redistribusi tanah. Dilanjutkan dengan proses sosialisasi kepada penggarap 

dari pihak Badan Pertanahan Nasional dan jajarannya untuk kemudian 

dilanjutkan dengan identifkasi lokasi dan calon penerima tanah sehingga 

diperoleh data calon penerima tanah redistribusi yang tepat sasaran, 

barulah dilakukan pengukuran tanah garapan dan pemetaan wilayah serta 

desain tata ruang dan realokasi tanah yang direncanakan pasca redistribus 

dilaksanakan. Setelah seluruh syarat dan proses terpenuhi kemudian 

diperoleh surat keputusan redistribusi tanah kepada pihak yang memenuhi 

syarat untuk dilengkapi dan didaftarkan pada kantor pertanahan tingkat 

kabupaten/kota dan kemudian diperoleh sertifikat tanah.  

3. Gerakan sosial yang terjadi di Kecamatan Punggelan bermula dari 

barakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas yang 

menyebabkan kekhawatiran pada penggarap mengenai kemungkinan 

mereka tidak bisa memanfaaatkan tanah tersebut lagi. Melalui 
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pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari berbagai pihak akhirnya 

para petani penggarap tersebut sepakat untuk membentuk kelompok sosial 

HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) untuk 

melaksankan suatu gerakan sosial sehingga diperoleh Hak Milik Atas 

Tanah dengan bukti berupa Sertifikat. Karakteristik gerakan sosial ini 

diantaranya adalah, sebagai suatu tindakan yang dengan sengaja dibentuk 

dan dilaksanakan dengan tujuan meminta kepada pemerintah agar 

meredistribusikan tanah bekas HGU PT Pakisadji Banjumas. Seluruh 

kegiatan mengusahakan proses redistribusi dilaksanakan dengan 

terorganisir, serta dalam prosesnya membutuhkan waktu yang panjang 

yaitu lebih dari enam tahun sampai Sertifikat dimiliki oleh petani. Tahapan 

yang dilaksanakan dalam gerakan sosial di Kecamatan Punggelan dimulai 

dari tahap keresahan pada saat tanah perusahaan Pakisadji Banjumas telah 

selesai masa berlakunya dan tibul keinginan untuk memiliki tanah tersebut, 

selanjutnya terbentuklah kelompok tani HITAMBARA (Himpunan Tani 

Masyarakat Banjarnegara) dan melakukan gerakan sosial yang telah 

direncanakan sehingga diperoleh sertifikat tanah, setelah tujuan tersebut 

terlaksana berlanjut dalam upaya mempersiapkan untuk menjalankan 

koperasi. Gerakan sosial yang dilaksankan kelompok tani di Kecamatan 

Punggelan tersebut merupakan gerakan sosial baru yang memfokuskan 

pada taktik politik dan perubahan pada bidang ekonomi masyarakat 

penggarap yang mengandalkan organisasi dan sumberdaya yang tersedia 

untuk mendukung gerakan yang dilakukan sehingga berhasil mencapai 
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tujuan dari individu-individu yang melaksanakan yaitu memperoleh hak 

milik atas tanah. Gerakan sosial tersebut hanya fokus pada perolehan 

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah untuk memperbaiki tingkat ekonomi 

masyarakat yang tergabung dalam gerakan sosial tersebut tanpa mengubah 

struktur yang menjadi dasar perekonomiannya sebagai bentuk gerakan 

sosial reformasi. 

B. Saran 

Berdasar simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat 

beberapa saran yang diajukan oleh penulis berikut ini. 

1. Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) 

diharapkan agar menjalankan koperasi yang telah dibentuk yaitu 

Hitambara Credit Union sehingga tidak hanya sebagai syarat untuk 

memperoleh Sertifikat Tanah. 

2. Petani penggarap penerima tanah di Kecamatan Punggelan diharapkan 

untuk mengerjakan tanah tersebut secara aktif dan dipergunakan sebagai 

lahan pertanian, sehingga sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

dibuat sebelumnya. 

3. Pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam melaksanakan program 

Reforma Agraria sehingga proses yang dilaksanakan menjadi lebih 

efisien karena setiap bagian yang bertugas dalam program tersebut telah 

siap melaksanakan kewajibannya, serta kekurangan seperti sebelumnya 

yakni belum dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria pada tingkat 

kabupaten/kota tidak terulang kembali.  
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Lampiran No. 1 Instrumen Penelitian 

PEDOMAN PENELITIAN 

A. Judul Skripsi 

Gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah 

di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan 

Kabupaten Banjarnegara Kode Pos 53462. 

C. Informan Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang dimaksud adalah pihak yang menjadi sasaran 

penelitian yaitu petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok 

HITAMBARA, masyarakat yang turut terlibat dalam gerakan sosial, 

dan organisasi yang mendampingi proses redistribusi tanah yaitu 

Konsorsium Pembaruan Agraria dan Forum Sekolah Bersama 

Yogyakarta. 

2. Reponden 

Responden yang dimaksud dalam penelitian antara lain: Ketua 

Kelompok HITAMBARA, sekretaris Kelompok HITAMBARA, 

Bendahara Kelompok HITAMBARA, anggota Kelompok 

HITAMBARA, masyarakat sekitar yang terlibat (pengurus koperasi 

HITAMBARA), Anggota KPA, dan Anggota Forum Sekber. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tentang Gerakan sosial kelompok HITAMBARA dalam 

proses redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan Kabupaten 

Banjarnegara ini adalah untuk: 

1. mendeskripsikan latar belakang berdirinya Kelompok Sosial 

HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara). 
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2. mendeskripsikan tahap pelaksanaan redistribusi tanah yang 

dilakukan oleh Kelompok HITAMBARA (Himpunan Tani 

Masyarakat Banjarnegara). 

3. menganalisis gerakan sosial yang dilaksanakan oleh Kelompok 

HITAMBARA sebagai gerakan sosial Masyarakat Kecamatan 

Punggelan dalam kasus redistribusi tanah. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Latar belakang berdirinya kelompok sosial HITAMBARA 

(Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara). 

2. Strategi yang dilaksanakan sebagai rangkaian gerakan sosial selama 

proses redistribusi tanah. 

3. Tahapan-tahapan pelaksanaan redistribusi tanah mulai dari persiapan 

sampai diperoleh sertifikat tanah. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

GERAKAN SOSIAL KELOMPOK HITAMBARA SEBAGAI GERAKAN SOSIAL  

MASYARAKAT KECAMATAN PUNGGELAN DALAM KASUS REDISTRIBUSI TANAH 

No. Fokus Penelitian Indikator Pertanyaan 

Teknik Pengumpulan 

data Sumber data 
Bentuk 

Instrumen 
Obs. Wan. Dok. 

1. Mengetahui 

gerakan sosial 

kelompok 

HITAMBARA 

dalam proses 

Redistribusi tanah 

di Kecamatan 

Punggelan 

• Sejarah 

Perkebunan 

 

1. Bagaimana sejarah 

perkebunan bekas HGU 

PT Pakisadji Banjumas?  v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

dokumentasi 

• Pedoman 

wawancara 

 

 2. Kapan petani mulai 

menggarap lahan?  v  
• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 3. Kapan diketahuinya 

status kepemilikan 

tersebut? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 4. Apa tindakan berikutnya 

setelah pertemuan di 

Balai Desa tersebut? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Gambaran umum, 

profil, struktur 

organisasi dan 

tugas masing-

masing anggota 

5. Bagaimana awal mula 

dibentuknya 

HITAMBARA?  v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 6. Apa tujuan dibentuknya  v v • Pengurus dan • Pedoman 
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Kelompok 

HITAMBARA? 

anggota 

HITAMBARA 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 7. Adakah taktik yang 

dilakukan oleh 

HITAMBARA untuk 

mendukung 

terlaksananya tujuan 

tersebut? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 

 8. Apa yang membedakan 

Kelompok sosial 

HITAMBARA dengan 

kelompok sosial yang 

lain? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 

 9. Berapa total jumlah 

anggota Kelompok 

HITAMBARA? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 10. Bagaimana struktur 

kepengurusan Kelompok 

HITAMBARA? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 11. Bagaimana tugas serta 

tanggung jawab masing-

masing pengurus? 
v v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

observasi 

• Pedoman 

wawancara 

 12. Bagaimana pelaksanaan 

tugas serta tanggung 
v v  

• Pengurus dan • Pedoman 
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jawab tersebut? anggota 

HITAMBARA 

observasi 

• Pedoman 

wawancara 

 13. Bagaimana keanggotaan 

Kelompok 

HITAMBARA diluar 

pengurus? 

v v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

observasi 

• Pedoman 

wawancara 

 14. Bagaimana peran 

masing-masing anggota? 
v v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

observasi 

• Pedoman 

wawancara 

 15. Apa pekerjaan anggota 

kelompok 

HITAMBARA? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Dukungan dan 

sumber dana yang 

dimiliki 

HITAMBARA 

16. Dukungan apa saja yang 

diperoleh kelompok 

HITAMBARA dalam 

proses redistribusi tanah? 

v v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Anggota Sekber 

(Sekolah 

Bersama) 

• Anggota KPA 

(Konsorsium 

Pembaruan 

Agraria) 

• Pedoman 

observasi 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 17. Bagaimana menyikapi 

dukungan yang telah 

diperoleh? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 
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• Anggota Sekber 

(Sekolah 

Bersama) 

• Anggota KPA 

(Konsorsium 

Pembaruan 

Agraria) 

 18. Dari mana saja sumber 

dana yang diperoleh 

HITAMBARA untuk 

memenuhi biaya 

operasional? 

 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 19. Bagaimana pengelolaan 

dana HITAMBARA? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

• Gerakan sosial 

Kelompok 

HITAMBARA 

20. Kapan gerakan sosial 

HITAMBARA dimulai? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 21. Bagaimana awal mula 

gerakan sosial 

HITAMBARA 

dilaksanakan? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 

 22. Bagaimana awal mula 

dimulainya gerakan 

sosial tersebut? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 
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 23. Apakah yang menjadi 

dasar HITAMBARA 

mengajukan permohonan 

tersebut? 

 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 24. Apakah sebelumnya PT 

Pakisadji meminta untuk 

melakukan perpanjangan 

HGU? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 

 25. Bagaimana proses 

identifikasi tersebut?  v  
• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 26. Apa selanjutnya yang 

dilaksanakan oleh 

HITAMBARA setelah 

adanya identifikasi? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 27. Apa yang dibahas pada 

saat itu?  v  
• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 28. Lalu bagaimana 

menindaklanjuti 

penyampaian tersebut? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 29. Setelah melakukan 

audiensi dengan BPN 

Pusat lalu apa tahap 

berikutnya? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 30. Kendala apa saja yang 

dihadapi HITAMBARA 

pada setiap tahap? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 



113 
 

 
 

 

 31. Bagaimana 

menindaklanjuti hal 

tersebut? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 

 32. Selain kendala tersebut 

adakah hal lain yang 

juga cukup menjadi 

kesulitan bagi 

HITAMBARA? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 

 33. Bagaimana mengatasi 

kendala yang dihadapi? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

• Pelaksanaan aksi 34. Apakah kelompok 

HITAMBARA pernah 

melaksanakan aksi? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 35. Kapan aksi tersebut 

dilaksanakan? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 36. Dimana aksi tersebut 

dilaksanakan? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 37. Siapa saja anggota yang 

turut terjun dalam aksi? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

• Pedoman 

wawancara 
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HITAMBARA • Pedoman 

dokumentasi 

 38. Apa tuntutan yang 

diajukan pada aksi 

tersebut? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 39. Bagaimana aksi tersebut 

terlaksana? 
 v v 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

• Pedoman 

dokumentasi 

 40. Bagaimana tindakan 

berikutnya usai aksi?  v  
• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 41. Adakah hasil yang 

nampak dari kekgiatan 

sosialisasi tersebut? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 42. Bagaimana tahap akhir 

setelah tanah tersebut 

diputuskan sebagai 

obyek yang akan 

diredistribusikan? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 43. Selain aksi di Bandung 

adakah upaya lain yang 

dilakukan 

HITAMBARA untuk 

memperoleh dukungan? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 44. Bagaimana upaya  v  • Pengurus dan • Pedoman 
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tersebut dilaksanakan? anggota 

HITAMBARA 

wawancara 

• Kerjasama 

eksternal 

HITAMBARA 

45. Apakah Kelompok 

HITAMBARA 

bekerjasama dengan 

organisasi atau lembaga 

lain dalam gerakan sosial 

tersebut? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 

 46. Organisasi atau lembaga 

apa yang bekerjasama 

dengan HITAMBARA? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 47. Bagaimana Kelompok 

HITAMBARA menjalin 

kerjasama dengan 

organisasi-organisasi 

tersebut? 
v v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Organisasi 

Sekber (Sekolah 

Bersama) 

• KPA 

(Konsorsium 

Pembaruan 

Agraria) 

• Pedoman 

Observasi 

• Pedoman 

wawancara 

 48. Bagaimana tindakan 

yang telah dilaksanakan 

dalam kerjasama dengan 

organisasi-organisasi 

tersebut? 
 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Organisasi 

Sekber (Sekolah 

Bersama) 

• KPA 

• Pedoman 

wawancara 
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(Konsorsium 

Pembaruan 

Agraria) 

 49. Bagaimana bantuan yang 

diberikan kepada 

HITAMBARA oleh 

organisasi anda?  v  

• Organisasi 

Sekber (Sekolah 

Bersama) 

• KPA 

(Konsorsium 

Pembaruan 

Agraria) 

• Pedoman 

wawancara 

 50. Kendala yang dialami 

selama bekerjasama 

dengan HITAMBARA 

dalam proses redistribusi 

tanah? 
 v  

• Organisasi 

Sekber (Sekolah 

Bersama) 

• KPA 

(Konsorsium 

Pembaruan 

Agraria) 

• Pedoman 

wawancara 

 51. Bagaimana 

menyelesaikan kendala 

yang dihadapi selama 

bekerjasama dengan 

HITAMBARA dalam 

proses redistribusi tanah? 

 v  

• Organisasi 

Sekber (Sekolah 

Bersama) 

• KPA 

(Konsorsium 

Pembaruan 

Agraria) 

• Pedoman 

wawancara 

 52. Dampak yang dirasakan 

HITAMBARA setelah 

bekerjasama dengan 

organisasi-organisasi 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

 

• Pedoman 

wawancara 
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tersebut? 

 53. Apakah Kelompok 

HITAMBARA 

bekerjasama dengan 

masyarakat diluar 

anggota HITAMBARA? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

 

• Pedoman 

wawancara 

 54. Bagaimana kerjasama 

yang dijalankan dengan 

masyarakat diluar 

anggota HITAMBARA? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

 

• Pedoman 

wawancara 

• Rencana 

HITAMBARA 

pasca redistribusi 

tanah 

55. Apakah setelah tujuan 

utama redistribusi tanah 

tersebut diperoleh 

Kelompok 

HITAMBARA akan 

dibubarkan atau menjadi 

kelompok sosial 

permanen? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 56. Bagaimana terkait 

keanggotaan 

HITAMBARA setelah 

tujuan tercapai? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 57. Jika HITAMBARA 

menjadi kelompok sosial 

permanen: 

a. Adakah rencana 

yang disusun oleh 

Kelompok 

 
 

v 
 

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Organisasi 

Sekber (Sekolah 

Bersama) 

• Pedoman 

wawancara 
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HITAMBARA 

setelah tanah 

tersebut 

diresdistribusikan? 

b. Apa rencana yang 

dimiliki oleh 

HITAMBARA? 

c. Apa tujuan 

dibuatnya rencana 

tersebut? 

d. Langkah apa yang 

sudah dilaksanakan 

untuk 

merealisasikan 

rencana tersebut? 

e. Menyangkut pihak 

mana saja dalam 

merealisasikan 

rencana tersebut? 

f. Bagaimana proses 

kerjasama dengan 

pihak-pihak yang 

bersangkutan? 

g. Apa kesulitan yang 

dihadapi dalam 

proses tersebut? 

h. Bagaimana cara 

mengatasi kesulitan 

• KPA 

(Konsorsium 

Pembaruan 

Agraria) 
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yang dihadapi? 

2. Mengetahui 

dampak 

HITAMBARA 

terhadap 

redistribusi dan 

pasca redistribusi 

tanah. 

• Dampak kelompok 

HITAMBARA 

dalam proses 

redistribusi tanah 

 

58. Perubahan apa yang 

diraksakan setelah 

dibentuknya Kelompok 

HITAMBARA terhadap 

konflik agraria tersebut? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

 • Dampak kelompok 

HITAMBARA 

pasca redistribusi 

tanah 

59. Bagaimana perubahan 

yang dirasakan oleh 

anggota HITAMBARA 

setelah redistribusi 

tanah? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

  60. Bagaimana dampak yang 

diberikan kepada 

masyarakat sekitar diluar 

anggota setelah gerakan 

sosial oleh Kelompok 

HITAMBARA terkait 

redistribusi tanah 

tersebut usai? 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 

  61. Terkait dampak terhadap 

masyarakat: 

a. Perubahan dalam 

bidang apa yang 

diberikan? 

b. Apakah perubahan 

tersebut cukup 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Pedoman 

wawancara 
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signifikan? 

c. Apakah perubahan 

tersebut membantu 

kemajuan 

masyarakat tidak 

hanya anggota? 

3. Mengetahui 

faktor pendukung 

dan penghambat 

dalam proses 

redistribusi tanah. 

• Faktor pendukung 

dan penghambat 

62. Apa faktor pendukung 

dalam proses redistribusi 

tanah? 

 

 v  

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Organisasi 

Sekber (Sekolah 

Bersama) 

• KPA 

(Konsorsium 

Pembaruan 

Agraria) 

• Pedoman 

wawancara 

   63. Apa faktor penghambat 

dalam proses redistribusi 

tanah? 

   

• Pengurus dan 

anggota 

HITAMBARA 

• Organisasi 

Sekber (Sekolah 

Bersama) 

• KPA 

(Konsorsium 

Pembaruan 

Agraria) 

• Pedoman 

wawancara 
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Lampiran No. 2 Hasil Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH  

DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

UNTUK ORGANISASI HITAMBARA 

 

A. Identitas Narasumber 

Nama  : Tuslim 

Jabatan : Sekretaris HITAMBARA 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Alamat  : Punggelan, RT 01/RW 07 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, Tanggal : 13 Juni 2020 

Pukul  : 16.00 WIB 

Tempat : Rumah Bapak Tuslim, RT 01/ RW 07. 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana sejarah perkebunan bekas HGU PT Pakisadji Banjumas? 

Jawaban: Dulu kan ada Pajak yang terlalu tinggi pada jaman Belanda, nah 

masyarakat kan tidak mampu bayar pajak, tanah tersebut dilepas. 

Kemudian ada oknum yang berupaya melepaskan untuk disewakan 

ke Belanda, tapi dulu ada aturan ketika Belanda mau menyewa 

tanah minimal itu 300ha. Maka dari itu jaman dulu batas tanahnya 

ada yang di sebelah daerah Jebug. Nah sebelum perusahaan 

Belanda sampai ke daerah sini maka patoknya dipindah, digeser ke 

daerah Pencit. Sedangkan ketika perusahaan yang hendak 

bekerjasama dengan Belanda saat itu sudah membuat kantor disini, 

ketika Belanda datang kan jadinya tidak sesuai luas tanahnya, ya 

hanya 150ha itu. Dan Belanda itu menempati disini sebenarnya 

tidak lama. Kemudian saat Indonesia merdeka Belanda pergi tanah 

itu dikuasai militer seluas 150ha. Kemudian tanah itu disewakan ke 

Cina seluas 76,61ha untuk perusahaan kopi. 

Melanjutkan 

Seiring berjalannya waktu setelah pergantain kepemimpinan 

perusahaan, pernah petani penggarap sebanyak 5 orang 

dipenjarakan oleh pihak PT karena mencari rumput di area 

perkebunan. Kelima orang ini yang sebenarnya terdaftar sebagai 

orang-orang yang dipenjarakan. Pemenjaraan petani ini terjadi pada 

saat perusahaan kopi tersebut dipimpin oleh Pak Gondho. 

 

2. Kapan petani mulai menggarap lahan? 

Jawaban: Jadi petani penggarap itu mulai menggarap lahan pada tahun 1996. 

Awalnya karena posisi perkebunan itu bersebelahan dengan lahan 
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pertanian masyarakat dan tanaman diperkebunan itu mendatangkan 

hewan yang merusak tanaman petani itu kan merugikan. Kemudian 

petani memohon kepada perusahaan agar lahan tersebut bisa dibuka 

untuk lahan pertanian dan pihak perusahaan mengijinkan dengan 

syarat tidak merusak tanaman utama perusahaan yaitu kopi. Sekitar 

10 orang petani menanam tanaman yang disarankan perusahaan 

yaitu empon-empon ada jahe, kunyit, temu. Hasil panen pertama 

melimpah dan menguntungkan petani meskipun dibagi dua dengan 

perusahaan. Di tahun kedua petani bertambah menjadi 50 orang 

penggarap, dengan luasan lahan yang sudah melebar hasil empon-

empon yang dipanen tidak dapat dijual oleh perusahaan, oleh 

karenanya sebagian hasil panen disuruh dijual sendiri, disitu petani 

penggarap merasa rugi maka ditanami tanaman tumpangsari yaitu 

pisang dan singkong. Karena disitu tanaman singkong sangat 

berpotensi, maka banyak sekali yang menanam singkong. 

Melanjutkan 

Terus penyadap gula yang ada di perusahaan itu membutuhkan 

kayu bakar, dan kayu mulai jarang akhirnya mereka mulai 

menebang tanaman kopi. Akhirnya rusaklah tanaman kopi yang 

ada diperkebunan. Tapi disini bukan petani yang merusak tanaman 

kopi, yang merusak adalah penyadap gula dari perusahaan. 

3. Bagaimana awal mula dibentuknya HITAMBARA? 

Jawaban: Jadi seiring berjalannya waktu, setelah sekian puluh tahun petani 

penggarap beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah 

yang sudah disertifikat menjadi milik pengusaha tersebut. Tapi 

datanglah organisasi yang mengatasnamakan Sekolah Bersama dari 

Jogja melaksanakan penelitian menganai Tanah-Tanah bekas Hak 

Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan. Dari mahasiswa 

menanyakan kronologi dan apa keinginan masyarakat, kemudian 

masyarakat menyampaikan kalau bisa dan ada payung hukumnya 

ya kami menginginkan tanah tersebut menjadi hak milik. Dari situ 

masyarakat menuntut, kalau bisa tolong berikan bukti-bukti yang 

bisa untuk menguatkan kami dalam hukum. Kemudian Sekber 

memberikan surat penolakan Bupati terkait penolakan 

perpanjangan HGU, surat SK tanah terlantar, dan Surat HGU sudah 

habis. 

Melanjutkan  

Setelah itu barulah kami berupaya mengumpulkan tokoh-tokoh 

penggarap yang berada di sekitar, setelah dikumpulkan kemudain 

diberi petunjuk dengan mengadakan sosailisasi dan lain 
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sebagainya, barulah masyarakat tahu bahwa tanah tersebut sudah 

habis masa Hak Guna Usahanya dan bukan tanah PT. Dan 

masyarakat mulai mengetahui apa itu tanah negara, tanah 

pemerintah, dan tanah hak milik. 

4. Apa tujuan dibentuknya Kelompok HITAMBARA? 

Jawaban: Untuk meminta Hak Atas Tanah agar menjadi milik petani 

penggarap. 

5. Apa yang membedakan Kelompok sosial HITAMBARA dengan kelompok 

sosial yang lain? 

Jawaban: Kelompok HITAMBARA merupakan kelompok yang berdiri 

dengan kesadaran anggota tanpa ditunggangi kelompok-kelompok 

tertentu. 

6. Berapa total jumlah anggota Kelompok HITAMBARA? 

Jawaban: Sebelum mengalami perubaha 256 dan setelah mengalami 

perubahan tahun 2019 menjadi 228 dengan 136 KK. 

7. Bagaimana struktur kepengurusan Kelompok HITAMBARA? 

Jawaban: Terdiri dari Ketua yaitu Bapak Sarkim, Sekretaris, dan Bendahara 

Bapak Putut Biyakto. 

8. Bagaimana tugas serta tanggung jawab masing-masing pengurus? 

Jawaban: Ketua tentunya memimpin dalam setiap urusan karena sebagai 

orang yang posisinya paling utama dan memiliki tanggung jawab 

yang paling besar karena berbagai keputusan pada akhirnya di 

setujui oleh ketua. Sekretaris ya tugasnya mendampingi ketua, 

membuat surat, menjadi notulen, arsip surat dan sebagainya yang 

juga harus tau seluruh rangkaian acara juga. Bendahara jelas 

mengurus terkait keuangan HITAMBARA, baik masuk maupun 

keluarnya yang juga dibantu oleh bendahara yang ada di kelompok 

tani kecil di daerahnya. 

9. Bagaimana keanggotaan Kelompok HITAMBARA diluar pengurus? 

Jawaban: di luar pengurus HITAMBARA memiliki anggota yang jumlahnya 

tidak sedikit dan tentunya anggota tersebut juga memiliki tanggung 

jawabnya masing-masing yang mempengaruhi terwujudnya tujuan 

tersebut. Seperti kesadaran untuk selalu kompak, selalu ikut aktif 

dalam diskusi, termasuk rutin membayar kas kelompok. 

10. Apa pekerjaan anggota kelompok HITAMBARA? 

Jawaban: anggota kelompok HITAMBARA seluruhnya merupakan petani, 

hanya beberapa orang saja seperti Ketua HITAMBARA yang juga 

menjabat sebagai Kadus. 

11. Kapan gerakan sosial HITAMBARA dimulai? 
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Jawaban: Gerakan sosial HITAMBARA dimulai sejak dibentknya organisasi 

HITAMBARA dan kami mulai menyusun rencana dan taktik untuk 

melakukan gerakan sosial tersebut. 

12. Bagaimana langkah pertama proses pengajuan permohonan redistribusi 

tanah? 

Jawaban: Kami mengajukan permohonan redistribusi tanah kepada BPN 

Banjarnegara melalui audiensi pada tahun 2013. 

13. Apakah yang menjadi dasar HITAMBARA mengajukan permohonan 

tersebut? 

Jawaban: sebelumnya pihak Bupati telah melaksanakan identifikasi di 

perkebunan untuk mengambil keputusan terkait izin perpanjangan 

HGU PT dan karena hasil identifikasi tidak sesuai maka tidak dapat 

diperpanjang izin HGUnya. 

14. Apakah sebelumnya PT Pakisadji meminta untuk melakukan perpanjangan 

HGU? 

Jawaban: Pada proses awal sekali itu, sebelumnya dari pihak PT Pakisadji 

Banjumas sudah mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha 

(HGU), tapi dari Bapak Bupati Banjarnegara menolak karena 

beberapa hal yang tertulis di perijinan tidak sesuai dengan hasil 

kunjungan yang dilakukan di perkebunan. Karena memang 

perkebunan sudah digarap oleh masyarakat dan dari pihak PT 

sudah lepas tanggung jawab atau sudah tidak lagi mengurus 

perkebunan dan tanaman kopi yang ditebang oleh orang perusahaan 

untuk menggantikan kayu bakar dibiarkan begitu saja. Yang ada di 

perkebunan juga tidak sesuai dengan yang ada di perijinan karena 

setelah ditebang itu tanaman yang tersisa ya tinggal yang di tanam 

oleh penggarap. 

15. Bagaimana proses idenifikasi tersebut? 

Jawaban: Jadi itu pada tahun-tahun setelah perkebunan tidak lagi 

dimanfaatkan oleh PT dan berubah menjadi hutan, dari masyarakat 

menggarap lahan tersebut dengan persetujuan dari pihak PT, akan 

tetapi karena tanaman utama yaitu kopi sudah tidak ada maka wajar 

jika hasil identifikasinya seperti yang tertulis dalam surat. 

Kemudian dari pihak pengelola juga sudah tidak di rumah dinas di 

tahun kedua saat petani diijinkan masuk menggarap lahan. Dan 

pada saat dilaksanakan identifikasi akhirnya diperoleh data yang 

demikian itu. Sehingga tidak lagi diberikan ijin perpanjangan HGU. 

16. Apa selanjutnya yang dilaksanakan oleh HITAMBARA setelah adanya 

identifikasi? 

Jawaban: Setelah itu ada pertemuan di balai desa. 
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17. Apa yang dibahas pada saat itu? 

Jawaban: Jadi begini, dulu kan pernah ada pertemuan di Balai Desa 

Punggelan, tahun 2012 akhir. Sebenarnya tanah itu dulunya oleh 

Dinas Kehutanan tidak boleh diakui sebagai hak milik. Jadi mereka 

menyampaikan bahwa petani diijinkan untuk memanfaatkan lahan 

tersebut tetapi tidak boleh merasa memiliki. 

18. Lalu bagaimana menindaklanjuti penyampaian tersebut? 

Jawaban: Dalam proses pengajuan permintaan Hak Atas Tanah, pertama 

HITAMBARA melaksanakan audiensi dengan BPN Banjarnegara 

dengan tujuan memperoleh kepastian status tanah. Terus 

disarankan juga dari pihak BPN Banjarnegara agar kami membahas 

terkait pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan kebijakan 

yang tadinya kami sampaikan kepada BPN Banjarnegara untuk 

dibahas dengan BPN Jawa Tengah. Kemudian dilaksanakanlah 

audiensi dengan BPN Jawa Tengah pada bulan berikutnya yaitu 

bulan Juli 2013 didampingi oleh KPA dan dari Sekber juga dengan 

tujuan meminta Hak Atas Tanah tersebut. Kemudian awal tahun 

2014 berdasar informasi dari BPN Jawa Tengah bahwa untuk 

meminta tanah Bekas HGU PT Pakisadji Banjumas harus bertanya 

pada BPN Pusat, sehingga kami melakukan audiensi dengan BPN 

Pusat. 

19. Setelah melakukan audiensi dengan BPN Pusat lalu apa tahap berikutnya? 

Jawaban: Kelanjutan dari audiensi yang telah dilaksanakan bersama dengan 

BPN Pusat adalah klarifikasi mengenai Eks HGU PT Pakisadji 

Banjumas yang diminta oleh Komnas HAM kepada BPN Jawa 

Tengah, kemudian klarifikasi yang telah disampaikan oleh BPN 

tersebut HITAMBARA diberi kopiannya beserta surat yang 

menyatakan bahwa klarifikasi yang diminta oleh komnas HAM 

kepada BPN telah diterima dan HITAMBARA diminta untuk 

dipelajari selama beberapa waktu. 

20. Kendala apa saja yang dihadapi HITAMBARA pada setiap tahap? 

Jawaban: Pada saat itu tahun 2017 dari KPA berjanji, akhir tahun 2017 tanah 

eks. HGU PT Pakisadji Banjumas redis, seperti itu. Tapi pas 

sedang hangat-hangatnya topik ini di bahas, tiba-tiba muncul Surat 

Bupati Banjarnegara yang menginginkan sebagian tanah tersebut 

dijadikan sebagai kawasan agrowisata. Akhirnya kan yang target 

2017 permasalahan ini selesai dan optimis selesai jadinya mental 

(mundur jauh). 

21. Bagaimana menindaklanjuti hal tersebut? 
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Jawaban: Surat dari Bupati Banjarnegara itu kan sebenarnya surat yang 

sifatnya tertutup, karena pada saat saya di undang untuk bertemu 

dengan salah satu pihak yang tidak perlu disebutkan ternyata surat 

tersebut sudah ada sejak 2013 dan baru diketahui oleh saya di tahun 

2017 yang akhirnya saya bersama KPA berdiskusi untuk 

menyelesaikannya. Dari pihak kami sudah mengirim undangan 

untuk hadir bersama masyarakat mendiskusikan hal tersebut, akan 

tetapi dari pihak Bupati tidak ada tanggapan sama sekali. Kami 

menyampaikan undangan sudah sampai tiga kali. Akhirnya kami 

menganggap bahwa permintaan tersebut tidak terealisasi. 

22. Selain kendala tersebut adakah hal lain yang juga cukup menjadi kesulitan 

bagi HITAMBARA? 

Jawaban: adanya ketidakselarasan informasi itu juga cukup mengganggu dan 

membuat HITAMBARA menjadi memerlukan waktu yang lebih 

lama dalam proses redistribusi tanah ini. 

23. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi? 

Jawaban: Sebagai upaya untuk memperlancar proses redistribusi tanah, 

akhirnya HITAMBARA mengundang pihak-pihak terkait untuk 

menyampaikan informasi yang jelas sehingga menghilangkan 

informasi yang simpang siur dan memperlambat proses-proses 

yang harus dilaksanakan. Pihak-pihak yang bersangkutan 

berkumpul dan saling menyampaikan informasi untuk kemudian 

diselaraskan sehingga tidak ada lagi argumen-argumen baru yang 

muncul akibat ketidaktepatan informasi yang diperoleh. 

24. Apakah kelompok HITAMBARA pernah melaksanakan aksi? 

Jawaban: pernah pada saat pelaksanaan GLF 2018. 

25. Kapan aksi tersebut dilaksanakan? 

Jawaban: pada saat peringatan hari tani tanggal 24 september 2018. 

26. Dimana aksi tersebut dilaksanakan? 

Jawaban: di Bandung,. 

27. Siapa saja anggota yang turut terjun dalam aksi? 

Jawaban: pada saat itu saya sebagai perwakilan dari HITAMBARA. 

28. Bagaimana aksi tersebut terlaksana? 

Jawaban: Saya dulu turut menjadi peserta Global Land Forum 2018 yang 

dilaksanakan oleh ILC (International Land Coalition) di Bandung. 

Tema acara pada saat itu adalah Bersatu untuk Hak Atas Tanah, 

Perdamaian, dan Keadilan. Disitu dihadiri oleh lembaga PBB, 

pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan banyak 

lagi. Acara ini dilaksanakan selama empat hari pada bulan 

September untuk memperingati Hari Tani dan dalam kesempatan 
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ini seluruh yang hadir berasal dari Indonesia memiliki yang sama 

yaitu meminta Hak Milik Atas Tanah yang intinya juga meminta 

keadilan dari pihak pemerintah akhirnya kan terjadi demo, demo di 

Gedung Merdeka. Akhirnya setelah itu kan diterima oleh Pak 

Jokowi. Hasil dari pelaksanaan acara tersebut adalah 

dikeluarkannya Perpres no. 86 tahun 2018 tentang Reforma 

Agraria, dengan dikeluarkannya perpres tersebut sangat membantu 

HITAMBARA untuk memperoleh Hak Atas Tanah. 

29. Bagaimana tindakan berikutnya usai aksi? 

Jawaban: Tindak lanjut setelah GLF 2018 adalah sosialisasi, sosialisasi 

Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dimana 

sebelumnya telah disampaikan dalam acara percepatan Reforma 

Agraria Region Jawa-Bali bahwa tanah bekas HGU PT Pakisadji 

Banjumas menjadi objek prioritas Reforma Agraria. Sehingga 

setelah dikeluarkan Perpres tersebut untuk menjamin dilaksanakan 

oleh seluruh elemen terkait diadakanlah sosialisasi dengan tujuan 

agar Perpres tersebut dijalankan sebagaimana mestinya. 

30. Adakah hasil yang nampak dari kegiatan sosialisasi tersebut? 

Jawaban: Usai sosialisasi mengenai perpres dilaksanakan kemudian ada lagi 

acara Lokakarya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam 

kerangka Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah pada Juli 2019 

dilaksanakan di Kota Semarang, yang membahas mengenai objek-

objek reforma agraria yang dapat ditindaklanjuti dan salah satunya 

adalah Eks. HGU PT Pakisadji Banjumas. Kemudian dalam 

lokakarya tersebut juga disampaikan bahwa tiap-tiap daerah harus 

memiliki GTRA untuk dapat melaksanakan Reforma Agraria dan 

Banjarnegara belum memiliki GTRA. Sehingga pada bulan 

Agustus dilaksanakanlah audiensi dengan Pemda Banjarnegara 

untuk membahas salah satunya adalah hal tersebut. Jadi pada 

akhirnya audiensi tersebut memberikan keputusan berupa Pemda 

Banjarnegara akan segera menyusun Gugus Tugas Reforma 

Agraria. 

Melanjutkan 

Baru setelah syarat-syarat untuk melaksanakan redistribusi tanah 

terpenuhi dari pihak ATR/BPN melaksanakan peninjauan 

lapangan, untuk memastikan keadaan tanah yang akan 

diredistribusikan serta kesesuaian tata guna lahan yang telah 

direncanakan, yang artinya dari pemerintah benar-benar 

mengupayakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam 
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meredistribusikan tanah kepada masyarakatnya yang suatu waktu 

dapat menimbulkan konflik atau masalah baru. 

31. Bagaimana tahap akhir setelah tanah tersebut diputuskan sebagai obyek yang 

akan diredistribusikan? 

Jawaban: Kemudian dilanjutkan dengan proses pemasangan patok pada 

masing-masing garapan yang dilaksanakan oleh petani penggarap. 

Gunanya untuk mempermudah pemetaan yang akan dilaksanakan 

oleh BPN Banjarnegara. Patok atau batas tanah yang digunakan 

untuk sementara menggunakan bambu karena patok tanah yang 

sebenarnya belum tersedia. 

Melanjutkan 

Proses terakhir kemarin sudah sampai pada penandatanganan 

permohonan sertifikat tanah, sebenarnya seharusnya sertifikat 

sudah dapat dibagikan kepada petani penggarap akan tetapi karena 

pada saat permohonan untuk pembagian sertifikat diajukan kepaa 

BPN pusat katanya yang harusnya membagikan adalah dari daerah, 

akan tetapi pada saat meminta kepada BPN daerah rupanya harus 

dari BPN pusat yang membagikan. Dengan demikian akhirnya 

belum bisa mengajukan kembali karena terkendala oleh situasi 

pandemi. 

32. Selain aksi di Bandung adakah upaya lain yang dilakukan HITAMBARA 

untuk memperoleh dukungan? 

Jawaban: ada, publikasi kegiatan melalui media. 

33. Bagaimana upaya tersebut dilaksanakan? 

Jawaban: Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh HITAMBARA, 

untuk meminta tanah tersebut menjadi Hak Milik sampai membuat 

papan bertuliskan tanah milik petani penggarap HITAMBARA 

yang dipasang di pohon yang ada di area pekebunan. Kemudian 

adanya publikasi di media masa sebagai wujud keseriusan kami 

petani penggarap dalam meminta tanah Eks HGU tersebut serta 

sebagai bentuk pelaksanaan aksi yang kami lakukan melalui media. 

Ada media cetak juga ada yang online, lewat facebook 

HITAMBARA salah satunya. 

34. Apakah Kelompok HITAMBARA bekerjasama dengan organisasi atau 

lembaga lain dalam gerakan sosial tersebut? 

Jawaban: ya, HITAMBARA bekerjasama dengan KPA dan Forum Sekber. 

35. Bagaimana Kelompok HITAMBARA menjalin kerjasama dengan organisasi-

organisasi tersebut? 

Jawaban: Ceritanya HITAMBARA kan bekerjasama dengan KPA. Untuk 

menangani masalah ini HITAMBARA jelas belum tau bagaimana 
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langkah-langkahnya. Jadi HITAMBARA meminta bantuan kepada 

KPA untuk menangani permasalahan tanah tersebut. Dan dari 

HITAMBARA akhirnya masuk sebagai anggota KPA. Banyak 

sekali agenda-agenda yang dilaksanakan oleh KPA, beberapa 

agenda yang dijalankan KPA organisasi HITAMBARA turut 

terlibat didalmnya. Tidak lain guna memberikan pengetahuan lebih 

kepada kami, sehingga lebih mudah dalam proses yang harus kami 

lalui karena sudah berbekal pengetahuan. Selain itu karena 

kerjasama dengan KPA juga pada akhirnya HITAMBARA lebih 

mudah diterima di kantor-kantor pemerintahan dan beberapa hal 

lain yang sangat membantu HITAMBARA. 

36. Bagaimana tindakan yang telah dilaksanakan dalam kerjasama dengan 

organisasi-organisasi tersebut? 

Jawaban: Dalam beberapa kegiatan yang diikuti HITAMBARA dananya itu 

bukan dari HITAMBARA. Jadi seperti misalnya KPA mengadakan 

kegiatan-kegiatan tertentu dan HITAMBARA turut serta 

didalamnya, ya itu difasilitasi oleh KPA. Akan tetapi dampaknya 

juga dirasakan oleh HITAMBARA karena hal-hal yang terlaksana 

merupakan bagian-bagian penting yang harus dilaksanakan 

HITAMBARA terkait redistribusi tanah tersebut. 

37. Selain organisasi tersebut adakah pihak lain yang juga turut membantu 

HITAMBARA? 

Jawaban: ada, JKPP (jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) tapi ini 

sebenarnya terkait dengan Sekber juga. 

38. Apa tujuan dari kerjasama dengan JKPP ? 

Jawaban: Untuk melengkapi dokumen redistribusi tanah kan harus disertakan 

peta. Akhirnya dibantu dari oleh KPA HITAMBARA membuat 

peta perkebunan. Dari HITAMBARA juga melakukan kerjasama 

dengan pihak JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) dalam 

proses pembuatan peta yang didalmnya juga termuat rencana tata 

guna lahan. Kerjasama dengan pihak JKPP dilakukan secara lisan 

tanpa surat menyurat karena dari anggota Sekber ada yang di JKPP 

juga. 

39. Apakah Kelompok HITAMBARA bekerjasama dengan masyarakat diluar 

anggota HITAMBARA? 

Jawaban: iya, kerjasamanya dilakukan dengan pemuda yang kami siapkan 

untuk menjadi pengurus koperasi HITAMBARA setelah 

redistribusi tanah dilaksanakan. 

40. Bagaimana kerjasama yang dijalankan dengan masyarakat diluar anggota 

HITAMBARA? 
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Jawaban: sebenarnya hanya merekrut anggota koperasi dengan 

mengikutsertakan mereka dalam pelatihan CU sebagai bentuk 

persiapan pasca redistribusi. 

41. Apakah setelah tujuan utama redistribusi tanah tersebut diperoleh Kelompok 

HITAMBARA akan dibubarkan atau menjadi kelompok sosial permanen? 

Jawaban: akan menjadi kelompok sosial permanen akan tetapi masih perlu 

proses untuk bisa di akui dan memiliki dasar hukum yang kuat 

sebagai suatu kelompok sosial yang legal. 

42. Jika HITAMBARA menjadi kelompok sosial permanen: 

a. Adakah rencana yang disusun oleh Kelompok HITAMBARA setelah 

tanah tersebut diresdistribusikan? 

Jawaban: ada, yaitu membentuk koperasi dan mengembangkan pertanian 

yang maju. 

b. Apa tujuan dibuatnya rencana tersebut? 

Jawaban: Rencananya selain sebagai syarat reforma agraria, diadakannya 

pelatihan Koperasi adalah untuk persiapan pasca redistribusi 

tanah, jadi harapannya nanti saat koperasi ini sudah jalan, 

petani tidak lagi kesulitan memperoleh bibit atau pupuk untuk 

tanamannya dengan harga yang lebih murah. Kemudian 

penjualan hasil panen juga bisa dilakukan di koperasi. Bahkan 

diharapkan nantinya bisa mengembangkan perekonomian 

masyarakat tidak hanya di lingkup HITAMBARA, serta 

mampu mengembangkan generasi muda juga. 

c. Langkah apa yang sudah dilaksanakan untuk merealisasikan rencana 

tersebut? 

Jawaban: kami sudah melaksanakan pelatihan koperasi dan membuat 

peta rencana tata guna laha. 

d. Menyangkut pihak mana saja dalam merealisasikan rencana tersebut? 

Jawaban: masih menyangkut seluruh anggota HITAMBARA, KPA, 

Forum Sekber, masyarakat, dan tentunya nanti akan meminta 

beberapa bantuan dan campur tangan pemerintah untuk 

merealisasikannya. 

e. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut? 

Jawaban: yang jelas karena ini perlu proses dan modal sementara kami 

belum mendapat modal dan proses redistribusi tanah juga 

belum benar-benar selesai. 

f. Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi? 

Jawaban: nantinya kami akan mendiskusikan bagaimana taktik untuk 

melaksankan rencana yang telah kami susun utamanya terkait 

koperasi tersebut. 

43. Bagaimana dampak Kelompok HITAMBARA dalam proses redistribusi 

tanah? 
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Jawaban: Dampak yang diberikan oleh HITAMBARA dalam proses 

redistribusi tanah adalah memberikan kemudahan dalam 

mengumpulkan petani penggarap saat hendak ada suatu acara yang 

berkaitan dengan proses redistribusi tanah, baik acara yang 

dilakukan bersama dengan pemerintah atau lembaga tertentu 

maupun sebatas di lingkup HITAMBARA bersama organisasi yang 

mendampingi, kemudian dengan organisasi akhirnya anggota-

anggota HITAMBARA dapat dikontrol kelayakannya sebagai 

calon penerima redistribusi tanah karena informasi yang diperoleh 

lebih mendetail. 

44. Apa faktor pendukung dalam proses redistribusi tanah? 

Jawaban: Faktor pendukung proses redistribusi tanah adalah kekompakan 

organisasi. Semakin kesini organisasi semakin kompak, kesadaran 

masing-masing anggota untuk saling mendukung dalam mencapai 

tujuan semakin menguat. Kemudian adanya undang-undang yang 

mendukung pelaksanaan reforma agraria dan redistribusi tanah 

sehingga, redistribusi tanah tersebut dapat direalisasikan oleh 

pemerintah. 

45. Apa faktor penghambat dalam proses redistribusi tanah? 

Jawaban: Terkait faktor penghambat yang sangat kami rasakan itu aturan 

yang berlaku. Jadi antara aturan yang satu dengan yang lain itu 

saling bertentangan. Misal dalam UUD 1945 pasal 33 itu yang 

menjadi acuan kami meminta redistribusi tanah namun ada 

peraturan lain dibawahnya bertolakbelakang dengan pasal yang ada 

di dalam UUD 1945 tersebut, semestinya kan peraturan 

dibawahnya itu gugur tapi kan kadang realitanya tidak semudah itu, 

ada hal-hal yang disebabkan aturan yang bertentangan ini menjadi 

rumit dalam prosesnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH  

DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

UNTUK ORGANISASI HITAMBARA 

 

A. Identitas Narasumber 

Nama  : Sarkim 

Jabatan : Ketua HITAMBARA 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Alamat  : Punggelan, Dusun Jebug (Dusun 5) 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, Tanggal : 10 Juni 2020 

Pukul  : 17.00 WIB 

Tempat : Rumah Bapak Sarkim, Dusun 5. 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya HITAMBARA? 

Jawaban: dimulai dari keresahan dan keinginan petani untuk memiliki tanah 

yang sudah digarap selama puluhan tahun. 

2. Apa tujuan dibentuknya HITAMBARA? 

Jawaban: Tujuan dibentuknya HITAMBARA ya untuk memperjuangkan Hak 

Milik Atas Tanah yang sudah petani garap selama berpuluh-puluh 

tahun ini, supaya mendapat sertifikat. Dengan begitu kami 

memiliki hak yang legal secara hukum, jadi terjawab sudah 

keresahan kami apabila tanah ini sudah diredis. 

3. Bagaimana awal mula gerakan sosial HITAMBARA dilaksanakan? 

Jawaban: setelah diketahui bahwa status kepemilikan tanah itu sudah tidak 

pada PT Pakisadji dan setelah terbentuknya HITAMBARA. 

4. Kapan diketahuinya status kepemilikan tersebut? 

Jawaban: Pada saat adanya acara di balaidesa dengan Dinas Perkebunan. 

5. Apa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut? 

Jawaban: Saya ingat dulu pada saat ada acara di Balai Desa, disampaikan oleh 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan bahwasanya petani boleh 

menggarap tanah tersebut tapi tidak boleh merasa memiliki seperti 

itu. 

6. Apa tindakan berikutnya setelah pertemuan di Balai Desa tersebut? 

Jawaban: Dulu pernah melaksanakan audiensi berturut-turut, mulai dari 

audiensi dengan BPN Banjarnegara, BPN Jawa Tengah dan BPN 

Pusat di Jakarta. Karena dulu dari hasil audiensi-audiensi yang 

dilaksankan intinya harus berdasar pengetahuan dari BPN yang 

kedudukannya lebih tinggi sampai pada akhirnya audiensi 

dilaksanakan juga dengan BPN pusat di Jakarta. Pelaksanaannya 

itu di awal-awal perjuangan sekitar tahun 2013 sampai 2014 itu 

yang betul-betul kami melakukan audiensi berturut-turut untuk 

melancarkan proses permohonan hak atas tanah. 
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7. Adakah taktik yang dilakukan oleh HITAMBARA untuk mendukung 

terlaksananya tujuan tersebut? 

Jawaban: Sebagaimana upaya yang dilakukan KPA untuk mengajukan calon 

legislatif diberbagai tingkat, upaya tersebut sebenarnya tidak 

berkaitan langsung dalam pelaksanaannya dengan HITAMBARA 

akan tetapi dampaknya dirasakan oleh HITAMBARA, karena pada 

saat itu HITAMBARA tengah fokus dalam penyelesaian di tingkat 

kabupaten dimana dalam pemahaman kami untuk urusan tanah 

dengan luasan kurang dari sekian hektare bisa diselesaikan di 

tinggkat kabupaten tapi ternyata berlanjut ketingkat yang lebih 

tinggi.  

Melanjutkan upaya KPA, sayangnya upaya yang dilakukan oleh 

KPA tidak berhasil, akan tetapi masih memiliki harapan terhadap 

calon-calon presiden yang juga mengusung program reforma 

agraria di dalam agendanya. Dari pihak KPA banyak 

berkomunikasi dengan pasangan capres Jokowi-JK pada saat itu, 

tidak lain ya supaya agenda Reforma Agraria itu benar-benar 

dimasukan kedalam program kerja pasangan presiden dan wakil 

presiden tersebut. Dan pada saat itu Reforma Agraria masuk 

kedalam agenda ke lima dari Nawacita Jokowi-JK. Setelah 

terpilihnya presiden upaya tersebut cukup memberikan dampak 

bagi HITAMBARA dalam beberapa langkah yang dilaksanakan 

terkait redistribusi tanah meskipun dalam proses politik tersebut 

HITAMBARA tidak terlibat untuk menjaga independensi. 

8. Apa tindak lanjut setelah agenda tersebut masuk dalam agenda pasangan 

Jokowi-JK? 

Jawaban: Disampaikan pada saat pelaksanaan munas tersebut bahwa, 

terpilihnya pasangan Jokowi-JK pada saat itu memastikan bahwa 

Reforma Agraria telah masuk dalam agenda nasional, akan tetapi  

perlu dipastikan agar agenda tersebut dijalankan sebagaimana yang 

diharapkan, dari pihak KPA bersama dengan organisasi masyarakat 

yang lain membentuk KNPA. Kadang kan harapan masyarakat 

dengan realisasi dari pemerintah tidak selalu sejalan, maka dari itu 

supaya harapan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah 

selaras kita perlu mengusahakan beberapa hal lain. Dengan 

demikian berkat upaya-upaya yang dilakukan KPA tersebut 

memberikan dampak kepada HITAMBARA dan organisasi tani 

lain yang berkenaan dengan keinginan petani penggarap terkait 

Hak Atas Tanah yang sedikit demi sedikit mulai terwujud. 

9. Taktik apa lagi yang digunakan oleh HITAMBARA selain dari KPA 

tersebut? 

Jawaban: diwakili oleh Mas Tuslim ikut GLF di Bandung, aksi saat hari tani 

tanggal 24 September yang akhirnya menghasilkan perpres nomor 

86. 

10. Apa tindak lanjut setelah dikeluarkannya perpres tersebut? 
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Jawaban: Setelah diterbitkannya Perpres tentang Reforma Agraria setelah 

dilaksanakan Global Land Forum 2018, kemudian dilaksanakan 

sosialisaasi mengenai perpres tersebut bersama dengan pihak-pihak 

terkait termasuk staff ahli kepresidenan supaya Perpres tersebut 

benar-benar dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam 

proses penyelesaian reforma agraria dimana fokusnya dari kami 

adalah masalah redistribusi tanah ini. 

11. Apa kendala yang dialami oleh HITAMBARA dalam proses redistribusi 

tanah? 

Jawaban: Dari KPA pernah menyampaikan bahwa tahun 2017 tanah akan 

redis. Kami  dari HITAMBARA juga sudah optimis dan tiba-tiba 

kami diberi tahu bahwa dari pihak Bupati Banjarnegara 

berkeinginan untuk menggunakan sebagian tanah sebagai 

Agrowisata, tapi karena keseluruhan tanah tersebut sudah digarap 

oleh petani dan apabila sebagian itu dikelola sebagai kawasan 

Agrowisata itu artinya sebagian dari kami juga kehilangan tanah 

tersebut, kehilangan sumber pencaharian yang menopang 

perekonomian kami. Maka dari itu kami merasa berkeberatan. 

12. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 

Jawaban: kami mengundang pihak bupati untuk hadir ke HITAMBARA, tapi 

tidak ditanggapi suratnya. Sampai akhirnya kami memutskan 

bahwa permintaan Bupati itu batal. 

13. Selain hal tersebut adakah kendala lain? 

Jawaban: Informasi yang simpangsiur menimbulkan berbagai opini tidak 

tepat yang dapat memperlambat proses redistribusi tanah, dengan 

demikian untuk menselaraskan informasi yang simpangsiur 

tersebut, disampaikan informasi-informasi penting mengenai 

redistribusi tanah yang tengah diusahakan bersama dengan pihak-

pihak terkait seperti Kades, Kapolsek, BPN, dan beberapa pihak 

lain pada bulan Agustus tahun 2018 lalu. 

14. Bagaimana proses redistribusi tanah tersebut sampai hari ini? 

Jawaban: Proses redistribusi tanah ini sebenarnya belum selesai karena 

sertifikat hak milik belum kami pegang akibar terkendala oleh 

kebijakan yang kami juga tidak tau bisa berbeda antara BPN pusat 

dengan daerah. Sewaktu permohonan pembagian sertifikat 

disampaikan kepada BPN di tingkat pusat dikatakan bahwa yang 

mestinya membagikan sertifikat adalah pihak daerah namun setelah 

bertemu dengan BPN di tingkat daerah daerah ternyata dari 

pihaknya menyampaikan bahwa yang berhak membagikan adalah 

pusat. Karena itu akhirnya tertunda sampai saat ini dimana telah 

terjadi pandemi dan menyebabkan kesulitan dalam proses 

pengajuan ke tingkat pusat. 

15. Bagaimana dampak adanya Kelompok HITAMBARA dalam proses 

redistribusi tanah? 

Jawaban: Organisasi HITAMBARA memberikan dampak yang sangat baik 

terhadap proses redistribusi tanah, diantaranya adalah kegiatan 
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yang melibatkan petani penggarap bekas HGU tersebut dapat 

terkordinir dengan mudah karena mengatasnamakan 

HITAMBARA. Seperti saat akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi 

atau diskusi dan musyawarah lainnya juga menjadi lebih mudah. 

Dampak lainnya ya petani memperoleh pendampingan dari 

berbagai pihak, termasuk BPN juga mendampingi dan tidak lain 

HITAMBARA juga mencegah adanya pihak-pihak lain yang 

masuk namun sebenarnya mereka tidak berhak memperoleh tanah 

tersebut. 

16. Bagaimana dampak adanya Kelompok HITAMBARA setelah proses 

redistribusi tanah? 

Jawaban: Setelah proses redistribusi tanah tersebut dapat dipastikan 

terlaksana, maka dampak yang dirasakan oleh petani salah satunya 

adalah pada bidang ekonomi. Hal ini didasarkan pada hasil 

pertanian yang jauh lebih baik karena pengolahan lahan yang juga 

maksimal dilakukan oleh petani. Sebelumnya lahan yang digarap 

petani hanya digarap sekadarnya sehingga hasil dari pertanian yang 

diperoleh juga tidak begitu menguntungkan, pasalnya tanah 

tersebut tidak begitu subur. Salah satu alasannya adalah 

kekhawatiran petani pada saat itu apabila mengeluarkan modal 

untuk menggarap lahan besar namun ternyata seketika diambil alih 

oleh pihak-pihak tertentu, karena petani mengerti bahwa tanah 

tersebut bukan milik mereka. 

Melanjutkan 

Dampak dibentuknya HITAMBARA berikutnya adalah 

memberikan pendidikan dengan hasil berupa pengetahuan yang 

sangat bermanfaat bagi petani. Dengan dibentuknya HITAMBARA 

petani memperoleh banyak pendidikan untuk melacarkan proses 

redistribusi tanah, dengan demikian petani harus paham apa itu 

hukum yang berlaku, bagaimana hukum tersebut semestinya 

berjalan, bagaimana bertindak atas dasar hukum dan sebagainya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH  

DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

UNTUK ORGANISASI HITAMBARA 

 

A. Identitas Narasumber 

Nama  : Putut Biyakto 

Jabatan : Bendahara HITAMBARA 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Alamat  : Punggelan, Dusun Jebug. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, Tanggal : 14 Juni 2020 

Pukul  : 15.00 WIB 

Tempat : Rumah Bapak Putut Biyakto, Dusun Jebug.. 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Berasal dari mana keuangan HITAMBARA? 

Jawaban: uang kas anggota per daerah yang terdiri dari lima kelompok tani. 

2. Bagaimana pengelolaan keuangan HITAMBARA? 

Jawaban: Keuangan HITAMBARA itu berasal dari iuran anggota. Jadi kalau 

ada keperluan apapun ya ambil dari uang kas anggota. Dan itu 

ditarik oleh masing-masing bendahara kelompok tani di daerah 

masing-masing yang lima itu. Dari bendahara itu baru disetorkan 

ke HITAMBARA. Terkait laporan dan lainnya biasanya 

disampaikan berbarengan dengan acara-acara tertentu yang juga 

berkaitan dengan pengeluaran HITAMBARA. 

3. Artinya setiap kegiatan yang diikuti HITAMBARA menggunakan kas 

anggota? 

Jawaban: sebagian kegiatan yang diikuti HITAMBARA ada yang didanai 

KPA dan pihak lain karena memang itu acara yang dilaksanakan 

oleh pihak lain. Jadi HITAMBARA tidak mengeluarkan dana. 

4. Pembukuan kas HITAMBARA apakah sudah dikelola dengan baik? 

Jawaban: kalau kas HITAMBARA pembukuannya masih belum tertata, 

karena memang harus dipersiapkan dengan serius, sementara 

beberapa tahun dalam proses redistribusi tanah juga masih ada 

perubahan anggota dan sebagainya. Jadi untuk kas yang lebih rinci 

justru ada di kelompok tani per daerah, saya hanya sebagai tempat 

mengumpulkan dana yang sudah setrkumpul di bendahara 

kelompok yang per daerah itu. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH  

DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

UNTUK ORGANISASI HITAMBARA 

 

A. Identitas Narasumber 

Nama  : Wiarjo 

Jabatan : Anggota HITAMBARA 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat  : Punggelan, Rt 01 Rw 07. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, Tanggal : 11 Juni 2020 

Pukul  : 16.00 WIB 

Tempat : Rumah Ibu Wiarjo, Rt 01 Rw 07. 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya HITAMBARA? 

Jawaban: Awal terbentuknya HITAMBARA seperti membuka jalan bagi 

kami orang-orang yang tidak tahu kalau ternyata tanah itu bukan 

milik PT serta bagaimana cara supaya punya sertifikat dan 

kekuatan hukum atas tanah tersebut. Kami dulu sangat cemas, takut 

jika sewaktu-waktu kehilangan tanah garapan kami. Ya bagaimana 

lagi pendidikan kami tidak tinggi, bisa di bilang kami tidak 

memakan bangku sekolah jadi masalah hukum tidak begitu 

mengerti. 

2. Bagaimana dasar yang menyebabkan petani yakin untuk mengajukan 

permohonan redistribusi tanah? 

Jawaban: Kami diberi pendidikan atau sosialisasi oleh mahasiswa dan KPA 

yang datang kesini mengenai dasar hukum dan bagaimana bisa 

tanah tersebut menjadi hak milik kami. 

3. Terbentuknya HITAMBARA dipelopori oleh siapa? 

Jawaban: terbentuknya HITAMBARA atas kesepakatan petani penggarap 

yang awalnya diberi tahu oleh mahasiswa dan KPA. 

4. Bagaimana dampak adanya Kelompok HITAMBARA dalam proses 

redistribusi tanah? 

Jawaban: Dampak yang saya rasakan ya saya jadi tahu bahwa tanah tersebut 

dapat diusahakan supaya bisa menjadi milik saya, saya diberi 

penjelasan dan pengetahuan oleh anggota HITAMBARA bersama-

sama dengan KPA dan mahasiswa mengenai bagaimana hukum 

dan tanah tersebut dapat menjadi hak milik. Petani yang awalnya 

sama sekali tidak mengerti akhirnya menjadi yakin mengenai upaya 

yang harus dilakukan, sampai dibentuk HITAMBARA dan 

semakin hari kami semakin yakin bahwa tanah tersebut dapat kami 

miliki. Berkat HITAMBARA akhirnya hal tersebut tercapai, 

kekompakan dari seluruh petani yang tergabung didalamnya sangat 
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luar biasa seiring berjalannya waktu yang mendorong keberhasilan 

HITAMBARA. 

5. Bagaimana dampak adanya Kelompok HITAMBARA pasca redistribusi 

tanah? 

Jawaban: yang jelas memperbaiki perekonomian petani penggarap karena 

kami jadi memiliki tanah secara sah. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH  

DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

UNTUK ORGANISASI HITAMBARA 

 

A. Identitas Narasumber 

Nama  : Andriyah 

Jabatan : Anggota HITAMBARA 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat  : Punggelan, Rt 01 Rw 07. 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, Tanggal : 11 Juni 2020 

Pukul  : 16.00 WIB 

Tempat : Rumah Ibu Andriyah, Rt 01 Rw 07. 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya HITAMBARA? 

Jawaban: Dari keresahan dan keinginan petani penggarap. 

2. Keresahan seperti apa yang dimaksud? 

Jawaban: Kalau sampai tanah tersebut menjadi hak milik atau dimanfaatkan  

pihak lain sudah tidak tahu lagi bagaimana nasib petani penggarap 

yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil garapan di 

tanah itu. Sebagian dari anggota HITAMBARA juga ada yang 

benar-benar cuma punya tanah untuk rumah yang ditinggali saja. 

Apalagi kami petani penggarap kan bukan dari kalangan orang-

orang berpendidikan. 

3. Bagaimana proses yang dilalui dalam proses redistribusi tanah tersebut? 

Jawaban: prosesnya ya ada pengajuan, audiensi, sosialisasi, demo, 

musyawarah dan sebagainya. Termasuk buat peta pertanian dan ada 

pelatihan CU juga. 

4. Bagaimana kepastian redistribusi tanah tersebut diperoleh? 

Jawaban: Pada saat sosialisasi redistribusi tanah dilaksanakan, dari pihak 

ATR/ BPN menyampaikan hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh 

petani penggarap sebelum memperoleh sertifikat tanah tersebut. 

Salah satunya petani ditanyai dalam proses pengisian warkah untuk 

memastikan bahwa petani tersebut adalah orang yang tepat atau 

tidak untuk diberi tanah tersebut. Kemudian apa-apa saja yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemilik tanah setelah proses 

redistribusi tanah tersebut dilaksanakan, seperti menjual tanah 

tersebut dan beberapa hal lain yang harus dipatuhi. 

5. Bagaimana kelanjutan setelah sosialisasi kepada calon penerima redistribusi 

tanah tersebut dilaksanakan? 

Pada pelaksanaan pengisian warkah semua petani di tanyai mengenai proses 

sejak awal menduduki lahan tersebut, bagaimana menggarap lahan 

tersebut, dan sebagainya yang intinya untuk meyakinkan dan 
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membuktikan bahwa petani penggarap tersebut memang sudah 

menggarap tanah sebagaimana yang selama ini telah disampaikan 

dalam data-data saat pengajuan permohonan redistribusi tanah. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH 

DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

UNTUK KPA (KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA) 

 

A. Identitas Narasumber 

Nama  : Rudi Casrudi  

Jabatan : Staf PO Konsorsium Pembaruan Agraria 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat  : 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, Tanggal : 

Pukul  : 

Tempat : 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Apa yang membedakan Kelompok sosial HITAMBARA dengan kelompok 

sosial yang lain? 

Jawaban: 

Yang membedakan HITAMBARA dengan kelompok sosial lainya, bahwa 

HITAMBARA  merupakan kelompok tani miskin yang berdomisili di sekitar 

wilayah perkebunan. Menurut catatan kpa ketimbangan struktur agraria di 

Indonesia……., termasuk di dalammnya petani yang tergabung dalam 

hitambara.  

2. Dukungan apa saja yang diperoleh kelompok HITAMBARA dalam proses 

redistribusi tanah? (baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain).  

Jawaban: 

Dalam mempeoleh hak atas tanah Hitambara berjuang bersama dengan KPA. 

perjuangan itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Demonstrasi, dengar 

pendapat dengan presiden, mentri ATR BPN , baik dilakukan di tingkat 

nasional, propinsi dan kabupaten. Sudah tidak terhitung berapa kali 

Hitambara ikut ke Jakarta Demonstrasi, begitu juga pertemuan dengan Atr 

bpn di propinsi yang di fasilitasi oleh KPA. Dan terakhir pada saat awal-awal 

Bupati dilantik kami pernah menghadap dengan bupati menyampaikan 

masalah yang dihadapi oleh HITAMBARA.  

3. Dalam organisasi  dalam dukungan organisasi KPA, banyak memberikan 

dukungan Bagaimana menyikapi dukungan yang telah diperoleh? 

Jawaban: 

Karena Hitambara adalah organisasi anggota kpa maka sudah barang tentu 

hitambara mendapatkan pendidikan untuk menguatkan organisasi, karenanya 

KPA memilah-milah mana yang perlu dilakukan mana yang tidak. Missal 

untuk HITAMBARA, kpa focus pada penyelesaian tanah, karenanya yang 

dilakukan oleh kpa 1. Pendidikan penguatan organisasi, 2. Pendidikan 

pemetaan partisipatif, 3. Pendidikan Creditu Union.  
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4. Bagaimana Kelompok HITAMBARA menjalin kerjasama dengan organisasi-

organisasi lain? 

Jawaban: 

Sejak awal berdiri HITAMBARA banyak bekarjsama dengan KPA, karena 

tidak banyak organisasi yang memahami seluk-beluk masalah agraria di 

Indonesia. Karena KPA adalah organisasi tani nasional maka sudah tepat 

jalan yang diambil oleh HITAMBARA bergabung dengan konsosirium 

pembaruan agraria sebagai anggota. Setelah bergabung dengan KPA maka, 

hitambara banyak mendapatkan kesempatan atau dipermudah bertemu dengan 

para pihak di jawa Tengah (KANWIL PERTANAHAN Semarang, Kantor 

pertanahan Banjarnegara, Bupati Banjarnegara)  melakukan pertemuan yang 

difasilitasi oleh KPA untuk melakjkan percepatan redistribusi pertanahan.   

5. Bagaimana KPA membantu HITAMBARA dalam menyelesaikan 

permasalahan agraria tersebut? 

a. Melalui kegiatan apa atau langkah apa? 

Jawaban: 

Banyak kegiatan yang dilakukan dengan hitambara, kami mengambil 

contoh satu saja misalnya pemetaan partispfatif.  Pelaksanaan pendidikan 

ini dengan melibatkan beberapa pengurus untuk bisa memahami fungsi 

dan tujuan pemetaan parisipatif. Peserta dididik untuk bisa menggunakan 

GPS untuk mengambil titik kordinat seluruh garapan milik petani. 

Hitambara membuat tim pemetaan partisipatif untuk memetaakan subyek 

dan obyek anggota HITAMBARA. Selama 1 bulan lebih hitambara 

mengambil titik kordinat dilapangan. yang selanjutnya hasil pengambilan 

titik kordinat diserahkan ke KPA dan oleh kpa titik kordinat tersebut 

digambar (eksisting) dan selanjutnya KPA dengan timnya melakukan 

klafrikasi peta yang sudah tersebut.  

b. Bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan? 

Jawaban: 

Penting untuk diketahui bahwa pemetaan parisipatif ini bertujuan untuk 

menguatkan organisasi hitambara sekalugus himabara bisa mengetahui 

subyek dan obyek secara nyata dan dilakukan sendiri oleh 

HITAMBARA. Karena tujuan dalam reforma agraria salah satunya 

adalah menghilangkan ketipngan agraria, maka himabara melakukan 

penertiban pada anggotanya.  

c. Bagaiamana dampak terlaksananya kegiatan tersebut terhadap proses 

redistribusi tanah HITAMBARA? 

Jawaban: 

Klafirikasi peta dan menentukan FASUM dan fasos ini menjadi penting 

bagi organisasi HITAMBARA. Karenaya dengan begitu Hitambara 

sudah bisa jelas rencana-rencana dimasa yang akan datang tentang tanah 

yang dimilikinya. Misalnya Untuk TGL (Tata Guna Lahan) selain lahan 

untuk pertanian juga FASOS (Kuburan, Pusdik, L. Bola, mushola, 
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sekretariatan, kebun percontohan) FASUM (Jalan, irigasi, lahan untuk 

konservasi). Selanjutya peta yang sudah jadi ini hitambara yang 

difasilitasi oleh KPA menyampaikan harapan dan tututan ke Kantah-

KANWIL BPN, Bupat, bahwa Hitambara sudah siap untuk 

melaksanakan RA.  Untuk diketahui redis yang dilakukan di lokasi 

Punggelan basis subyek dan obyeknya berdasarkan peta yang dibuat oleh 

KPA.  

6. Kendala yang dialami HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah yang 

diketahui KPA? 

Jawaban: 

Rekomendasi hasil advokasi yang dilakukan oleh KPA ditingkat nasional 

bahwa salah satu LPPRA (Lokasi Prioritas Reforma Agraria) aanggota kpa 

adalah di Banjarnegara (Hitambara) untuk sampai pada implementasi 

mengecek lokasi dilakukan oleh kantah bpn, KANWIL BPN semarang, dan 

Kementraian Agraria-Jakarta mengecekk lokasi. KPA mengawal penuh untuk 

kerja-kerja ini. termasuk pengawalan pada saat pencatatan warkah tanah 

(terlampir gambar kegiatan pemawrkaan dan peta)   

7. Bagaimana menyelesaikan kendala yang dihadapi HITAMBARA dalam 

proses redistribusi tanah? 

Jawaban: 

Karena konsep Ra, missal tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi relative 

sudah terkonsepkan di hitambara maka kendalanya adalah menselaraskan 

kerja-kerja advokasi untuk memastikan bahwa tata kuasa (subyek) yang 

sudah disepakati di organisasi hitambara terakomodir semua. Dan 

alkamdulilah negosiasi dan keinginan organisasi relative gampang. 

Kendalanya  implementasi dalam hal ini masalah administrsi pemwarkaahan 

seperti KTP dan subyek diluar kota.  

8. Jika HITAMBARA menjadi kelompok sosial permanen: 

a. Adakah rencana yang disusun oleh Kelompok HITAMBARA setelah 

tanah tersebut diresdistribusikan? 

Jawaban: 

Untuk membangun HITAMBARA pacsca redis, sebenarnya bisa dilihat 

dalam peta yang sudah direncanakan. Tata guna lahan dalam peta bisa 

dilihat dimana subyek dan obyek serta fasum fasos di hitambara. Untuk 

fasilitas umum misalnya ada lapangan bola dan pemakaman yang 

rencanya dihibahkan untuk kas desa. Mengingat di dusun ini tidak 

memiliki pemakaman umum. sedang untuk organisasi kami sudah 

merencanakan untuk dibangunya CU. 

b. Apa rencana yag dimiliki oleh HITAMBARA? 

Jawaban: 

1. Penatan produksi: penataanproduksi untuk meningkatkan penghasilan 

keluarga petani anggota hitambara. Meliputi memiliki training center 

yang nantinya akan fungsikan untuk tempat pelatihan-pelatihan yang 
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dilakukan oleh hitambara dan KPA. 2. Pusat pelatihan (pusdiklat) ini 

juga dibuat kebun pembibitan yang sesuai dengan keadaan di lokasi ini. 

3. CU, merupakan permodalan yang dilakukan oleh HITAMBARA 

dimana orang bisa simpan dan pinjam unuk mendukung produksi.  

c. Apa tujuan dibuatnya rencana tersebut? 

Jawaban: 

Tujuan dari renca tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraaan 

anggota hitambara.  

d. Langkah apa yang sudah dilaksanakan untuk merealisasikan rencana 

tersebut? 

Jawaban: 

Tata guna lahan, pelatihan cu sudah dikerjakan dan simpan pinjam sudah 

mulai berjalan di anggota.  

e. Menyangkut pihak mana saja dalam merealisasikan rencana tersebut? 

Jawaban: 

Untuk mengerjakan cita-cita itu tidak hanya bisa dilakukanoleh 

hitambara saja, perlu dukungan para pihak. Missal untuk mendukung 

jalan usaha tani maka perlu dinsas PU dan untuk mendukung 

peningkatan produksi memerlukan dukungan dari dinas pertanian dan 

perkebnan. KPA mengerjakan CU dan penatan produksi yang sudah 

direncanakan, misalnya memiliki kebun bibit, bibit ketela dan dll.  

f. Bagaimana proses kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan? 

Jawaban: 

Sampai sekarang untuk jalan jajanji dari PU akan membangun jalan 

usaha tani yang ada di lokasi. mungkin tidak sekarang tapi dimasa yang 

akan datang. Karenanya hitambara perlu melakukan kerja-kerja advokasi 

agara janji Pu bisa direalisasikan.  

g. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut? 

Jawaban: 

Kesulitannya adalah yang diluar pihak organisasi, terutama pemerintah. 

Jadi memerlukan pengawalan agar bisa direalisasikan.  

h. Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi? 

Jawaban: 

Organisasi KPA dan hitambara terus berkordinasi mana-mana saja yang 

sulit direalisasikan. Beberapa kali hitambara mendatangi BPN dan terus 

berkordinsi.  

9. Apa faktor pendukung dalam proses redistribusi tanah? 

Jawaban: 

Pertama Kebijakan negara, pengalaman kami, kalau negara tidak ada 

kebijakan ra maka akan sulit terealisasikan. Walaupun sekarang ada program 

RA namun hanya terbatas saja. Janji dari presiden jokowo merealisasi 

distribusi lahan seluas 9 juta hektar namun realisasinya masih 1000 hektar. 

Kedua organisasi tani yang kuat. Organisasi tani harus kuat mengingat negara 
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dalam merealisasikannya lemah. Karenanya oragniasi harus mendorong agara 

ralisasi RA  bisa cepat. Dan juga kordinasi-kordinasi organisasi terus 

dikerjakan. Satu komando satu tujuan,     

10. Apa faktor penghambat dalam proses redistribusi tanah? 

Jawaban: 

Pemerintah yang masih setengah hati mengerjakan ra. Karena gimanapun 

yang namanya tanah memerlukan adminstrasi dll. Jika negara setengah hati 

maka yang terjadi akan lambat implementasi ra ditengah-tengah petani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH 

DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

UNTUK ORGANISASI SEKBER (SEKOLAH BERSAMA) 

 

A. Identitas Narasumber 

Nama  : Pram Taba 

Jabatan : Ketua Komite Organisasi Forum Sekolah Bersama (SEKBER)  

  Yogyakarta 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat  : Tamantirto Kasihan Bantul 

B. Pelaksanaan Wawancara 

Hari, Tanggal : Rabu, 15- 07-2020 

Pukul  : 18:30 WIB 

Tempat : Sekretariat Komite Sekber Yogyakarta. 

C. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya HITAMBARA? 

jawab:  

HITAMBARA terbentuk tahun 2013, atas inisasi masyarakat banjarnegara di 

kecamatan punggelan yang di konsolidasikan oleh kawan-kawan organisasi 

forum sekolah bersama(SEKBER), dalam strateginya kawan-kawan 

SEKBER melakukan pendekatan empiris dengan langsung terjun ke basis 

petani penggarap yang menggarap lahan bekas perkebnuan pakisaji yang 

sudah tidak beroperasi dengan cara menggali informasi soal tanah bekas 

perkebunan tersebut di para petani penggarap, setelah itu kawan-kawan 

SEKBER kemudian melakukan diskusi internal untuk memastikan bahwa 

perjuangan secara politik untuk kaum tani harus di lakukan dengan 

berdasarkan beberapa data yang di dapatkan dalam penelitian kualitatif 

tersebut, sehingga kawan-kawan Sekber mendorong para petani penggarap di 

kecamatan punggelan tersebut untuk melakukan perjuangan politik dengan 

membentuk organisasi tani yang di singkat HITAMBARA pada Tahun 2013. 

2. Apa yang membedakan Kelompok sosial HITAMBARA dengan kelompok 

sosial yang lain?  

Jawaban:  

Yang membedakan dengan organ tani lain  adalah dari orientasi perjuangan 

politiknya yaitu ingin menciptakan kedaulatan tani, yaitu tani harus berdaulat 

atas tanah, dalam desanya, maka kita harus menciptakan transformasi sosila 

lewat konsep reforma agraria dari bawah, yaitu dalam tahapan awal petani 

yang mengusulkanan objek tanah yang mau di redistribusikan kemereka 

kepada kementrian terkait. 

3. Apa tujuan dibentuknya HITAMBARA? 

Jawaban:  

Agar kaum tani mendapatkan kedaulatan atas tanah mereka, ini untuk 

tujuannya. Dan implikasinya adalah kaum tani harus sejahtera, baik dalam 
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memiliki tanah dan berproduksi dengan baik, secara ekonomi maupun 

politik.Sekber hanya mendampingi, sebab kaum tani hanya bisa mendapatkan 

kadaulatannya dari meraka sendiri. 

4. Dukungan apa saja yang diperoleh kelompok HITAMBARA dalam proses 

redistribusi tanah? (baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain) 

Jawaban:  

Dukungan dari pemerintah berupa fasilitas teknis pendaftaran tanah, dari 

pihak lain seperti SEKBER dan konsorsium pembaharuan agraria adalah 

memastikan subjek dan obejek benar dan melakukan pendampingan secara 

terus menerus untuk melakukan yang namanya acses reform, seperti 

mendesak melakukan rapat-rapat untuk penatagunaan tanah, penertiban tanah, 

dan lain2 

5. Bagaimana menyikapi dukungan yang telah diperoleh? 

Jawaban:  

Menyikapinya dengan senang hati dan tetap waspada. 

6. Bagaimana Kelompok HITAMBARA menjalin kerjasama dengan organisasi-

organisasi lain? 

Jawaban:  

Kerjasama nya dalam bentuk berjejaring, yaitu dalam bentuk pendidikan 

politik, tetapi  hitambara tidak terkoptasi dengan menjaga independensi demi 

kemandirian organsisi,  

7. Bagaimana tindakan yang telah dilaksanakan dalam kerjasama dengan 

organisasi tersebut? 

Jawaban:  

Petani penggarap mulai perlahan memahami perjuangan politik  dan 

memahami hak-hak mereka atas tanah lewat pendidikan politik, dengan 

memahami hukum-hukum formal. 

8. Bagaimana bantuan yang diberikan kepada HITAMBARA oleh organisasi 

Sekber dalam menyelesaikan permasalahan agraria tersebut? 

Jawaban:  

Memberikan pendidikan politik untuk menciptakan organisasi tani yang 

revolusioner 

a. Dengan cara-cara apa? 

Jawaban:  

3 sama, yaitu makan bersama petani, kerja bersama petani, tidur bersama 

petani. 

b. Bagaimana dampak yang diberikan terhadap proses redistribusi tanah 

melalui cara yang dilaksanakan tersebut? 

Jawaban:  

dampaknya adalah  

1.  petani penggarap mendapat kan alas hak nya 

2. sedikit meminimalisir ketimpangan penguasaan tanah di kecamatan 

punggelan kabupaten banjarnegara. 
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cara nya adalah merealisasikan mandat konstitusi untuk menciptakaan 

keadialan agraria, melalui UUPA no 5 tahun 1960, dan PP no 11 tahun 

2010 tentang penertiban dan pendayagunana tanah terlantar, setelah itu di 

ajarkan kepetani penggarap untuk di pakai dalam perjauangan. 

9. Kendala yang dialami HITAMBARA dalam proses redistribusi tanah yang 

diketahui oleh Sekber? 

Jawaban:  

a. kurang terkonsolidasi dengan baik kelompok-kelompok tani nya, yang di 

akibatkan oleh kurang nya pendampingan secara intens, sehingga 

masalah penertiban tanah di lakukan evaluasi terus menerus. 

b. birokratis agak mempersulit proses redistribusi tanah sebab mereka juga 

menginginkan tanah tersebut. 

10. Bagaimana menyelesaikan kendala yang dihadapi HITAMBARA dalam 

proses redistribusi tanah? 

Jawaban: 

a. pemdampingan dari oraganisasi pelopor terhadap kaum tani harus di 

lakukan terus menerus 

b. meyakiankan petani soal mandat konstitusi untuk menciptakan 

kedaulatan tani seperti UUPA 1960 , PP  tahun 1961, tahun 2010 dan 

lain2 

c. memberikan masukan-masukan yang di pahami oleh petani, dengan 

strategi jangan mengurui petani, semisal cara melakukan penguatan 

internal organisasi yaitu melalui rapat2 

11. Jika HITAMBARA menjadi kelompok sosial permanen: 

a. Adakah rencana yang disusun bersama Kelompok HITAMBARA setelah 

tanah tersebut diresdistribusikan? 

Jawaban : ya ada 

b. Apa rencana yang dimiliki oleh HITAMBARA? 

Jawaban: merencanakan tanah yang sudah dimiliki Hitambara agar 

terjadi produktivitas. 

c. Apa tujuan dibuatnya rencana tersebut? 

Jawaban: untuk meningkatkan sosial ekonomi hitambara, demi tujuan 

yang lebih tinggi yaitu kedaulatan atas wilayah (desa maju reforma 

agraria) 

d. Langkah apa yang sudah dilaksanakan untuk merealisasikan rencana 

tersebut? 

Jawaban: 

1. melakukan proses pembelajaran terkait pendayagunana keuangan tani 

lewat konsep koperasi kredit union 

2. membuat kelender musiman, ongkos produksi, untuk mengetahui 

pendapatan petani dari perbidang tanah, tapi ini masih dalam proses  

3. mendayagunakan tanah, melalui perencanaan tata guna lahanya ini 

sudah selesai konsep nya 
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e. Menyangkut pihak mana saja dalam merealisasikan rencana tersebut? 

Jawaban: SEKBER, KPA 

f. Bagaimana proses kerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan? 

Jawaban: berjalan dengan efektif tapi belum efisien akibat ada beberapa 

persoalan 

g. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut? 

Jawaban: kurang nya kader yang progresif. 

h. Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi? 

Jawaban: memberikan pendidikan politik di internal, agar kader progrsif 

nya bermunculan. 

12. Bagaimana dampak berdirinya HITAMBARA terhadap proses redistribusi 

tanah? 

Jawaban:  

Memberikan makna bahwa perjuangan secara politik hanya bisa sukses 

tatkala terorganisirnaya petani dalam organisasi tani 

13. Bagaimana dampak adanya HITAMBARA pasca redistribusi tanah? 

Jawaban:  

Dampaknya secara signifikan belum terlihat secara jelas karena dalam 

tahapan proses redistribusi tanah blm selesai 

14. Apa faktor pendukung dalam proses redistribusi tanah? 

Jawaban:  

Semangatnya petani dalam mendapatkan tanah, akibat dari asal muasal tanah 

kepunyaan nenek moyang petani di sana. 

15. Apa faktor penghambat dalam proses redistribusi tanah? 

Jawaban:  

Kurang terorganisirnya kelompok-kelompok tani karena kesibukan masing-

masing. 
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Lampiran No. 3 Pedoman Dokumentasi 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

GERAKAN SOSIAL DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH  

DI KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Data yang akan diteliti 
Keterangan 

Ada  Tidak ada 

1.  Melalui arsip-arsip tertulis v  

 a. Profil organisasi  v  

 b. Surat undangan dari pemerintah, surat 

undangan di buat HITAMBARA, surat edaran 

pemberitahuan, dll. 

v  

 c. Hasil notulen saat rapat serta buku agenda v  

 d. Dokumen pengajuan redistribusi tanah v  

 e. Dokumen penandatanganan sertifikat hak milik 

tanah 

v  

 f. Laporan keuangan organisasi v  

 g. Dokumen publikasi aksi di media oleh Sekber v  

 h. Sejarah perkebunan v  

2 Melalui foto sebagai alat dokumen   

 a. Pelaksanaan aksi v  

 b. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan 

selama proses redistribusi tanah 

v  

 c. Gambar hasil pemetaan v  
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Lampiran No. 4 Surat Rekomendasi Penelitian 

 



152 
 

 
 

 



153 
 

 
 

 

 



154 
 

 
 

Lampiran No. 5 Surat Keputusan Dosen Pembimbing 
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Lampiran No. 6 Surat Penetapan Anggota 
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Lampiran No. 7 Surat Perubahan Anggota 
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Lampiran No. 8 Keuangan HITAMBARA 
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Lampiran No. 9 Data Pendidikan Anggota HITAMBARA 
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Lampiran No. 10 Dokumen Identifikasi Perkebunan 

 



173 
 

 
 

 



174 
 

 
 

 



175 
 

 
 

Lampiran No. 11 Surat Permohonan Penyelesaian tahun 2013 
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Lampiran No. 12 Surat Izin Penelitian dari Forum Sekolah Bersama 
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Lampiran No. 13 Pelaksanaan Global Land Forum 2018 
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Lampiran No. 14 Dokumen Musyawarah Nasional KPA tahun 2016 
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Lampiran No. 15 Surat Permohonan Bantuan kepada KPA 
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Lampiran No. 16 Permohonan Percepatan Redistribusi Tanah tahun 2017 
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Lampiran No. 16 Surat undangan persiapan pemetaan 
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Lampiran No. 17 Permohonan Pembentukan GTRA 
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Lampiran No. 18 Surat Pemberitahuan Pelatihan Credit Union 
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Lampiran No. 19 Publikasi di Redaksi Suara Tani 
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Lampiran No. 20 Undangan Pelaksanaan Sosialisasi Perpres 86 tahun 2018 
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Lapiran No. 21 Surat Permohonan Audiensi 23 Maret 2019 
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Lampiran No. 22 Persiapan Peninjauan oleh Dinas 
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Lampiran No. 23 Jadwal Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah 
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Lampiran No. 24 Pemberitahuan Pemasangan Patok 
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Lampiran No.25 Undangan Pelaksanaan Sosialisasi Redistribusi Tanah 
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Lampiran No. 26 Permohonan Hak Milik tahun 2019 kepada BPN 
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Lampiran No. 27 Surat Keterangan dari Kecamatan Punggelan 
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Lampiran No. 28 Undangan Lokakarya Tingkat Jawa Tengah 
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Lampiran No. 29 Sertipikat Hak Atas Tanah 
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